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KATA PENGANTAR

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku

monograf ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa
bimbingan-Nya, tentu saja segala usaha ini tidak akan terwujud.
Kami juga tidak lupa mengirimkan shalawat serta salam kepada
Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat Islam pada jalan
yang terang dan penuh hikmah. Semoga syafaatnya senantiasa
menyertai kita semua. Dengan adanya bimbingan dari Allah dan
Rasul-Nya, kami dapat menyusun karya ini dengan penuh harapan
untuk memberikan manfaat.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai transformasi industri perikanan Indonesia menuju
sistem halal dan berkelanjutan. Perubahan paradigma ini sangat
penting seiring dengan perkembangan pasar global yang semakin
menuntut produk halal dan ramah lingkungan. Melalui penelitian
ini, kami ingin memberikan wawasan terkait integrasi prinsip halal
dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia dan menunjukkan
bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisi industrinya di
pasar internasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip halal
dan keberlanjutan. Hal ini semakin relevan dengan kesadaran yang
meningkat terhadap keberlanjutan di tingkat global.

Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan etika dalam
produk pangan, khususnya produk perikanan, terus berkembang.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
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Masyarakat kini semakin selektif dalam memilih produk yang
tidak hanya aman dan bergizi, tetapi juga sesuai dengan prinsip
syariah. Pentingnya integrasi prinsip halal dan keberlanjutan
dalam sektor perikanan Indonesia, yang memiliki potensi besar di
pasar internasional. Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam
pengelolaan industri perikanan yang lebih etis. Oleh karena itu,
tulisan ini mencoba memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai tantangan dan peluang dalam sektor ini.

Dalam kajian ini, kami mengupas penerapan konsep halal supply
chain dan halal value chain dalam industri perikanan. Halal supply
chain memastikan bahwa setiap tahapan produksi perikanan, dari
penangkapan hingga distribusi, mematuhi standar halal yang ketat.
Sementara itu, halal value chain mengintegrasikan nilai-nilai etika
dan keberlanjutan dalam proses produksi. Kami juga membahas
tantangan yang dihadapi oleh industri perikanan Indonesia, seperti
fragmentasi industri dan kualitas sumber daya manusia. Namun,
kami juga mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
memperkuat industri perikanan halal berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan prinsip halalan thayyiban dalam produksi perikanan
sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan memperkuat
kepercayaan konsumen. Prinsip ini mencakup kehalalan bahan
baku, proses produksi, serta kualitas dan kebersihan produk yang
dihasilkan. Selain itu, penerapan konsep Blue Economy dalam
pengelolaan sumber daya laut menjadi pendekatan yang seimbang
antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem.
Pendekatan ini relevan dengan Indonesia sebagai negara dengan
kekayaan laut yang melimpah dan bergantung pada keberlanjutan
ekosistem laut untuk sektor perikanannya.

Bukuinimemberikansolusipraktis bagi pelakuindustri perikanan
dalam membangun rantai nilai halal yang terintegrasi, dengan fokus
pada kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Keberhasilan transformasi
industri perikanan Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi
antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Riset ini juga
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berkontribusi bagi pengembangan kebijakan yang mendukung
sektor perikanan halal dan berkelanjutan. Kami berharap kebijakan
yang dihasilkan dapat membantu sektor perikanan Indonesia
berkembang dan bersaing di pasar global.

Akhirnya, kami berharap tulisan ini dapat memberikan
pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya transformasi
industri perikanan Indonesia menuju sistem yang berbasis halal
dan keberlanjutan. Kami berharap karya ini dapat menjadi referensi
yang berguna bagi para pelaku industri, pembuat kebijakan,
akademisi, dan masyarakat luas. Dengan penerapan prinsip halal
dan keberlanjutan, industri perikanan Indonesia dapat berkembang
secara berkelanjutan dan menjadi pemain utama di pasar global.

Demak, November 2025

Penulis
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1. Pergeseran Paradigma Industri Perikanan Menuju Halal

Sustainability

Industri perikanan Indonesia sedang mengalami pergeseran
strategis yang menempatkan prinsip halal dan keberlanjutan sebagai
fondasi utama pengelolaan sumber daya. Pergeseran ini dipicu oleh
meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk laut yang
aman, bersih, dan etis. Selain itu, tuntutan global terhadap kualitas,
transparansi, dan integritas rantai nilai semakin memengaruhi arah
kebijakan sektor perikanan (Ababouch et al, 2023). Oleh karena
itu, integrasi halal dan keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak
bagi penguatan daya saing nasional.

Orientasi baru ini tidak hanya merespons kebutuhan pasar,
tetapi juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim
yang bertumpu pada tata kelola berkelanjutan. Dalam konteks
tersebut, konsep halal memberikan kerangka moral dan teknis untuk
memastikan keamanan dan kemurnian produk laut dari hulu hingga
hilir. Sementara itu, prinsip sustainability menegaskan pentingnya
menjaga keseimbangan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan
keberlanjutan ekonomi (Hariram et al., 2023). Kombinasi keduanya
membentuk arah baru transformasi industri perikanan Indonesia.

Perubahan paradigma ini semakin relevan ketika melihat
besarnya potensi Indonesia sebagai produsen perikanan dunia.
Kekayaan biodiversitas laut dan panjang garis pantai memberikan
peluang besar bagi pengembangan produk perikanan bernilai
tambah tinggi. Namun, potensi tersebut akan sulit diwujudkan
tanpa penerapan sistem pengelolaan yang menjamin kualitas dan
integritas produk. Hal ini menjadi dasar mengapa integrasi halal-
sustainability semakin mendapat perhatian.

Pergeseraninijuga dipengaruhioleh dinamika pasar global yang
memprioritaskan aspek etika dan kelestarian dalam perdagangan
produk laut. Negara-negara importir utama menerapkan standar
ketat terkait traceability, keamanan pangan, dan praktik perikanan
berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut Indonesia melakukan
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penyesuaian strukturalagar mampu memenuhistandarinternasional.
Dengan demikian, orientasi halal-sustainability menjadi instrumen
penting untuk mempertahankan posisi kompetitif Indonesia.

Dalam konteks domestik, transformasi ini turut dipicu oleh
meningkatnya permintaan produk halal dari masyarakat. Konsumen
semakin selektif terhadap proses penangkapan, penanganan,
pengolahan, dan distribusi produk laut. Kepekaan terhadap isu
kebersihan, keamanan pangan, serta penggunaan bahan tambahan
yang sesuai syariah semakin menguat. Situasi ini mendorong pelaku
industri untuk memperbaiki tata kelola produksi berbasis prinsip
halal yang terverifikasi.

Sementara itu, prinsip sustainability menawarkan pendekatan
komprehensif untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut
secara bertanggung jawab. Pendekatan ini menekankan pentingnya
menjaga kuantitas dan kualitas stok ikan, mengurangi limbah, serta
meminimalkan dampak ekologis. Selain itu, keberlanjutan juga
mencakup aspek kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kecil yang
menjadi tulang punggung sektor perikanan. Integrasi kedua prinsip
tersebut memperluas cakupan manfaat bagi seluruh aktor dalam
rantai nilai.

Transformasi ini turut memengaruhi pola operasional pelaku
usaha, terutama terkait standar dan sertifikasi. Penekanannya
tidak hanya pada kepatuhan formal, tetapi juga pada penerapan
praktik terbaik yang menjamin integritas proses secara menyeluruh.
Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial diperlukan untuk
memastikan setiap tahapan rantai nilai sesuai dengan prinsip halal
dan keberlanjutan. Perubahan ini pada akhirnya meningkatkan
kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam ranah kebijakan, pemerintah mulai mengarahkan
program-program strategis untuk memperkuat ekosistem perikanan
yang halal dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut mencakup
penguatan regulasi, pengawasan mutu, peningkatan kapasitas, serta
integrasi teknologi dalam proses produksi dan distribusi. Pendekatan
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yang lebih terstruktur memungkinkan terciptanya sinergi antara
pemerintah, industri, dan masyarakat. Sinergi ini menjadi modal
penting dalam memperkuat daya saing sektor perikanan.

Perubahan paradigma ini juga membuka peluang besar untuk
inovasi, terutama dalam pengembangan model rantai nilai yang
terintegrasi. Inovasi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi
digital, sistem logistik halal, dan penanganan produk yang
mengutamakan keterlacakan. Adaptasi terhadap perkembangan
teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi sekaligus menjamin
kualitas produk laut. Dengan demikian, integrasi halal-sustainability
menjadi ruang bagi kemajuan inovatif sektor perikanan.

Walhasil, pergeseran paradigma industri perikanan menuju
halal dan keberlanjutan menandai fase baru dalam pembangunan
sektor kelautan Indonesia (Maflahah et al., 2025). Transformasi
ini membawa implikasi besar bagi aktor hulu hingga hilir dalam
terhadap tuntutan pasar dan regulasi internasional. Keterpaduan
prinsip halal dan keberlanjutan memberikan arah yang lebih kuat
bagi pengembangan industri yang kompetitif dan etis.

2. Permasalahan Utama Perikanan Indonesia: Fragmentasi,

Mutu, Traceability, dan Daya Saing Global

Industri  perikanan  Indonesia  menghadapi  berbagai
permasalahan struktural yang berdampak langsung pada kualitas
dan integritas produk. Fragmentasi pelaku dalam rantai nilai masih
menjadi persoalan utama yang menyebabkan ketidakteraturan alur
distribusi dan lemahnya koordinasi antarlevel produksi (M. A. Khan
et al,, 2023). Kondisi ini berdampak pada ketidakseragaman standar
penanganan produk laut dari hulu hingga hilir. Akibatnya, nilai
tambah komoditas perikanan sulit dimaksimalkan secara optimal.

Tantangan mutu menjadi isu krusial lain yang melekat pada
proses penangkapan, penanganan awal, dan pengolahan hasil laut.
Ketidaksesuaian prosedur penanganan dingin dan praktik higienitas
sering berkontribusi pada penurunan kualitas fisik maupun
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mikrobiologis produk. Pelaku usaha skala kecil sering terkendala
fasilitas dan kemampuan teknis untuk menjaga standar mutu secara
konsisten. Situasi ini memengaruhi kepercayaan pasar terhadap
stabilitas kualitas produk Indonesia.

Aspek traceability memiliki relevansi yang semakin besar
seiring meningkatnya standar keamanan pangan global. Banyak
produk perikanan Indonesia belum sepenuhnya terdokumentasi
dengan baik untuk menunjukkan asal-usul, proses penangkapan,
dan alur distribusi. Minimnya keterlacakan menyulitkan pembuktian
integritas produk kepada pasar internasional yang mensyaratkan
transparansi total. Kondisi ini memberikan risiko penolakan pada
pasar ekspor jika data pendukung tidak mencukupi.

Lemahnya sistem pencatatan data pada tingkat nelayan turut
memperburuk kemampuan pelacakan tersebut. Tidak adanya
standar pelaporan yang baku menyebabkan variasi informasi yang
besar antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Akibatnya, proses
verifikasi asal-usul ikan menjadi tidak efisien dan kerap menimbulkan
ketidaksesuaian dalam audit mutu dan sertifikasi (de Melo et al,,
2024). Tantangan ini memperbesar kesenjangan Indonesia dengan
negara eksportir lain yang lebih tertata.

Daya saing global industri perikanan Indonesia juga
dipengaruhi oleh ketertinggalan teknologi dalam pengolahan dan
manajemen logistik. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan
peralatan sederhana yang membatasi kemampuan untuk menjaga
kualitas produk pada standar internasional. Ketidaksiapan dalam
mengadopsi teknologi baru mengurangi potensi pengembangan
inovasi berbasis efisiensi dan kualitas. Akibatnya, posisi Indonesia
sering berada di bawah negara lain dalam persaingan produk laut
bernilai tinggi.

Di sisi lain, fragmentasi kelembagaan turut memperpanjang
rantai birokrasi yang berdampak pada terlambatnya respon terhadap
dinamika pasar global. Mekanisme koordinasi antara lembaga pusat
dan daerah belum sepenuhnya sinkron dalam pengawasan mutu
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dan sertifikasi. Hal ini menyebabkan pelaku industri menghadapi
hambatan administratif yang mengurangi fleksibilitas dalam
memenuhi permintaan pasar. Fragmentasi kelembagaan ini
memerlukan harmonisasi kebijakan untuk mempercepat tata kelola
perikanan yang lebih efisien.

Permasalahan kualitas SDM juga memengaruhi efektivitas
penerapan standar halal dan keberlanjutan. Tidak semua pelaku
memahami prinsip penanganan yang sesuai dengan standar
higienitas maupun persyaratan halal yang berlaku. Rendahnya
tingkat literasi teknis menyebabkan banyak praktik operasional
dilakukan tanpa pedoman yang memadai. Keterbatasan ini
menghambat upaya untuk meningkatkan konsistensi mutu produk
laut di seluruh wilayah.

Fasilitas pendukung seperti cold storage dan sarana logistik
tidak merata di berbagai daerah penghasil ikan. Ketimpangan
infrastruktur tersebut menyebabkan perbedaan besar dalam kualitas
produk yang dipasok ke pasar domestik maupun internasional.
Daerah yang kekurangan fasilitas pendingin harus menghadapi
tingkat kerusakan produk yang lebih tinggi sebelum mencapai
konsumen. Ketidakmerataan ini memperlebar kesenjangan kualitas
antarwilayah penghasil perikanan.

Selain itu, isu sertifikasi halal dan standar keberlanjutan masih
menjadi tantangan bagi banyak usaha kecil dan menengah. Proses
sertifikasi membutuhkan kesiapan dokumen, fasilitas, dan praktik
operasional yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh pelaku usaha
berskala kecil. Keterbatasan ini membuat sebagian produk perikanan
sulit memasuki pasar halal global yang pertumbuhannya sangat
pesat. Tanpa intervensi dan pendampingan yang tepat, pelaku kecil
akan semakin tertinggal.
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Tabel 1.1 Permasalahan Industri Perikanan di Indonesia

No. | Kategori Permasalahan Keterangan

1 | Fragmentasi Pelaku Ketidakteraturan alur distribusi dan
koordinasi antarlevel produksi.

2 | Tantangan Mutu Standar penanganan inkonsisten dan fasilitas
rendah kualitas.

3 | Minimnya Traceability Dokumentasi produk yang tidak memadai
untuk ekspor.

4 | Ketertinggalan Teknologi | Peralatan masih sederhana dan
keterlambatan adopsi inovasi.

5 | Fragmentasi Koordinasi pusat dan daerah yang kurang
Kelembagaan sinkron.

6 | Kekurangan Fasilitas Cold storage, logistik, dan infrastruktur tidak
Pendukung merata.

7 | Kualitas SDM Tingkat literasi teknis dan pemahaman halal

yang rendah.

8 | Sulitnya Sertifikasi Halal | Usaha kecil kesulitan memenuhi dokumen
dan standar.

Kompleksitas permasalahan tersebut (Tabel 1.1) menunjukkan
perlunya pendekatan integratif dalam pengembangan industri
perikanan Indonesia (Stacey et al, 2021). Penguatan tata kelola,
peningkatan kapasitas teknis, dan perbaikan sistem logistik menjadi
elemen penting menuju industri perikanan halal berkelanjutan.
Penyelesaian hambatan struktural tersebut akan membuka peluang
untuk membangun rantai nilai yang lebih transparan dan berkualitas

tinggi.

3. Pentingnya Integrasi Halal Value Chain dalam Komoditas

Laut

Konsep halal value chain mulai memperoleh perhatian luas
dalam industri perikanan karena memberikan kerangka pengelolaan
produk laut yang lebih terarah dan terstandarisasi (Azhar & Tu,
2021). Integrasi ini memastikan setiap tahapan penanganan ikan
dilakukan sesuai prinsip kebersihan, keamanan, dan etika yang
sejalan dengan kebutuhan konsumen modern. Proses tersebut
mencakup pengendalian bahan, alat, dan kondisi produksi
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agar tetap sesuai standar. Penerapan konsep ini selaras dengan
tuntutan pasar terhadap produk laut yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Permintaan terhadap produk halal terus meningkat seiring
bertambahnya populasi muslim global dan meningkatnya kesadaran
konsumen terhadap integritas pangan. Produk laut yang memiliki
jaminan halal dianggap lebih aman dan higienis oleh berbagai
kelompok konsumen, tidak hanya masyarakat muslim. Kondisi ini
menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah yang memperluas
akses pasar internasional. Implementasi halal value chain menjadi
strategi penting untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Integrasi halal pada komoditas laut tidak hanya berfokus pada
sertifikasi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola produksi dalam
arti yang lebih luas (Tumiwa et al., 2023). Praktik penanganan
pascapanen, kebersihan alat, sistem penyimpanan, dan distribusi
membutuhkan penyesuaian agar sesuai dengan persyaratan halal.
Penyesuaian ini membantu mencegah kontaminasi silang yang
berpotensi menurunkan kualitas dan kepercayaan konsumen.
Penguatan aspek ini berperan besar dalam meningkatkan nilai
ekonomi produk.

Proses integrasi halal juga mendorong terciptanya rantai nilai
yang lebih efisien dan terhubung. Dokumentasi yang baik, standar
higienitas yang jelas, dan penggunaan teknologi pendukung
mempercepat proses audit dan verifikasi (Grau-Noguer et al., 2023).
Pelaku industri dapat memanfaatkan sistem ini untuk memperkuat
daya tawar terhadap pembeli internasional yang menginginkan
produk dengan standar yang konsisten. Perbaikan tersebut
meningkatkan keteraturan dalam alur rantai pasok.

Selain aspek operasional, integrasi halal memberikan kontribusi
pada peningkatan reputasi produk laut Indonesia di pasar global.
Komoditas yang memiliki jaminan halal dan dapat ditelusuri asal-
usulnya lebih mudah diterima oleh negara-negara dengan regulasi
ketat. Kejelasan mengenai sumber bahan, proses penangkapan, dan
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pengolahan menjadi faktor penting dalam menentukan kepercayaan
pasar. Peluang penetrasi pasar menjadi lebih luas melalui sistem
yang terstandar.

Di tingkat lokal, penerapan halal value chain dapat memperbaiki
hubungan antar aktor dalam rantai nilai. Keterpaduan standar dan
prosedur menciptakan komunikasi yang lebih baik antara nelayan,
pengumpul, pengolah, dan distributor. Alur kerja yang lebih jelas
mengurangi potensi konflik dan ketidaksepahaman terkait mutu dan
penanganan produk (Burgess et al., 2023). Penciptaan keteraturan
ini memperkuat kinerja rantai nilai secara kolektif.

Pelaksanaan sistem halal dalam komoditas lautjuga memberikan
dorongan bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil. Banyak
pelaku tradisional belum memiliki pemahaman memadai terkait
standardisasi dan dokumentasi proses. Pendekatan integratif ini
dapat menjadi momentum untuk menyediakan pendampingan dan
pelatihan yang relevan. Penguatan kapasitas tersebut meningkatkan
partisipasi pelaku kecil dalam rantai nilai yang lebih modern.

Integrasi halal value chain selaras dengan kebutuhan untuk
meningkatkan keterlacakan produk laut. Sistem dokumentasi yang
baik, verifikasi bahan, dan pengendalian proses memberikan dasar
kuat bagi transparansi. Keterlacakan ini mendukung proses sertifikasi
sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk
Indonesia. Penerapan mekanisme ini memiliki pengaruh signifikan
terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Dari sisi keberlanjutan, penerapan halal value chain memiliki
hubungan erat dengan upaya menjaga kualitas lingkungan
dan kesejahteraan pelaku perikanan. Prinsip halalan thayyiban
menekankan kebersihan, keamanan, dan keselamatan pada setiap
aktivitas yang melibatkan produk pangan. Nilai-nilai tersebut
mendorong praktik penangkapan dan pengolahan yang lebih
bertanggung jawab. Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk
mengembangkan komoditas laut yang etis dan berdaya saing.
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Pentingnya integrasi halal value chain pada komoditas
laut mencerminkan kebutuhan untuk menerapkan sistem yang
konsisten dari hulu hingga hilir. Kesesuaian standar pada setiap
tahap memperkuat posisi produk dalam memenuhi tuntutan pasar
domestik dan global. Keterpaduan prinsip halal dan nilai operasional
yang terstruktur mendukung proses pengembangan industri
perikanan yang lebih modern..

4. Peluang Indonesia Menjadi Pusat Industri Perikanan Halal

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri
perikanan halal karena kekayaan sumber daya laut yang melimpah.
Garis pantai yang panjang dan keberagaman ekosistem pesisir
memberikan keunggulan alami yang jarang dimiliki negara lain.
Kondisi geografis ini memungkinkan produksi komoditas laut dalam
jumlah besar dan beragam. Potensi tersebut menjadi dasar kuat
bagi pengembangan industri perikanan halal yang terstruktur.

Selain kekayaan sumber daya, jumlah penduduk muslim
Indonesia yang besar menciptakan pasar domestik yang signifikan.
Kebutuhan akan produk perikanan halal menguat seiring
peningkatan literasi konsumen terhadap keamanan dan integritas
makanan. Pertumbuhan segmen ini mendorong pelaku industri
untuk meningkatkan standar penanganan dan proses produksi.
Permintaan yang stabil memberikan fondasi ekonomi untuk
pengembangan sistem halal yang berkelanjutan.

Peluang Indonesia semakin besar karena pertumbuhan
pasar halal global yang meningkat setiap tahun. Banyak negara
mencari pemasok produk laut yang memenuhi standar halal dan
keberlanjutan secara ketat. Indonesia memiliki kemampuan untuk
masuk ke pasar tersebut jika mampu memenuhi tuntutan sertifikasi
dan keterlacakan. Posisi strategis ini dapat dimaksimalkan melalui
penguatan rantai nilai yang terintegrasi.

Kekuatan lain yang dimiliki Indonesia terletak pada keberadaan
lembaga sertifikasi halal yang diakui secara internasional (Abdul &
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Khokhar, 2023). Keberadaan sistem regulasi yang semakin mapan
mendukung proses verifikasi produk laut untuk kepentingan ekspor.
Lembaga tersebut memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam
memenuhi persyaratan pasar global. Penguatan sistem sertifikasi ini
memberi kontribusi pada peningkatan reputasi industri perikanan
nasional.

Produk laut Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang
dapat dikembangkan sebagai keunggulan kompetitif melalui
penerapan standar halal. Kekayaan biodiversitas memungkinkan
produksi komoditas unik yang tidak ditemukan di banyak negara lain.
Dengan pengelolaan yang baik, komoditas tersebut dapat dikemas
sebagai produk premium di pasar internasional. Keberadaan nilai
tambah halal memberi produk Indonesia peluang untuk memasuki
segmen dengan harga lebih tinggi.

Peningkatan investasi pada sektor perikanan membuka
kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat integrasi konsep
halal dalam proses industri. Berbagai infrastruktur seperti pelabuhan,
fasilitas pendinginan, dan pusat distribusi sedang ditingkatkan pada
banyak wilayah pesisir. Investasi tersebut dapat dikombinasikan
dengan program sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem
yang modern dan terstandar. Dukungan ini memberikan landasan
kuat untuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk.

Selain aspek produksi, peluang juga muncul dari sektor riset dan
inovasi yang semakin berkembang. Banyak universitas dan lembaga
penelitian mulai fokus pada teknologi perikanan, keberlanjutan,
dan sistem halal. Riset-riset ini memberikan dasar ilmiah bagi
pengembangan model operasional yang lebih efektif dan efisien.
Dukungan akademik tersebut memperkuat kesiapan Indonesia
untuk menjadi pemain utama dalam industri perikanan halal.

Dari sisi perdagangan, lokasi geografis Indonesia yang
strategis memudahkan akses ke berbagai tujuan ekspor (Yuniarto
et al,, 2024). Posisi di jalur perdagangan internasional memberikan
keuntungan logistis dalam distribusi produk laut. Keuntungan ini
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dapat dimaksimalkan jika rantai nilai halal dikembangkan dengan
sistem logistik yang terpercaya. Kombinasi antara kedekatan pasar
dan standar halal yang baik akan meningkatkan daya saing ekspor.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam
menjadikan negeri ini sebagai pusat industri halal dunia. Berbagai
kebijakan diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor
yang berpotensi berkembang, termasuk perikanan. Komitmen ini
mencakup penguatan regulasi, fasilitasi sertifikasi, dan dukungan
pendampingan bagi pelaku usaha. Konsistensi komitmen tersebut
menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi industri.

Peluang Indonesia untuk menjadi pusat industri perikanan
halal semakin terbuka dengan adanya kolaborasi yang melibatkan
pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat (Batubara &
Harahap, 2022). Kombinasi sumber daya, kebijakan, dan inovasi
menciptakan kondisi yang kondusif bagi penguatan sektor ini.
Keberhasilan pengembangan industri perikanan halal akan memberi
dampak positif pada ekonomi nasional maupun posisi Indonesia
dalam pasar global.

5. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Kontribusi

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai transformasi industri perikanan Indonesia
melalui integrasi prinsip halal dan keberlanjutan. Fokus penulisan
diarahkan pada analisis konsep, tantangan, dan peluang yang
dihadapi sektor perikanan dalam membangun rantai nilai yang
terstruktur. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas produk laut menjadi bagian penting dalam pengembangan
gagasan. Tujuan ini memberikan dasar bagi pembaca untuk
memahami urgensi perubahan dalam industri perikanan.

Ruang lingkup pembahasan mencakup aspek teoretis dan
praktis yang berkaitan dengan rantai nilai halal dan keberlanjutan.
Pembahasan dimulai dari konsep dasar yang menjadi fondasi
pendekatan halal sampai pada implementasi konkret dalam sektor
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perikanan. Berbagai proses yang terjadi dari tahap penangkapan
hingga distribusi dianalisis untuk mengidentifikasi titik-titik yang
perlu diperkuat (Prodhan et al.,, 2022). Ruang lingkup yang luas ini
memberikan gambaran utuh tentang dinamika industri perikanan.

Pembahasan juga mencakup relevansi halal value chain sebagai
kerangka kerja yang mendukung peningkatan kualitas dan integritas
produk. Sistem ini dipandang mampu memperkuat aspek keamanan
pangan sekaligus memenuhi tuntutan pasar terhadap produk yang
terverifikasi. Penekanan pada aspek dokumentasi dan keterlacakan
menjadi bagian penting dari ruang lingkup kajian. Integrasi konsep
ini memerlukan pemahaman yang mendalam untuk diterapkan
secara konsisten.

Buku ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemetaan
menyeluruh terhadap struktur dan tantangan industri perikanan
Indonesia. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan
strategi yang dapat meningkatkan daya saing produk laut. Selain
itu, pembahasan mengenai model integratif memberikan kerangka
inovatif untuk memperbaiki proses operasional di berbagai tahapan
rantai nilai. Kontribusi ini diharapkan memberi manfaat bagi pelaku
industri maupun pemangku kebijakan.

Aspek lain yang menjadi kontribusi adalah penyajian
pendekatan analitis terhadap titik kritis halal dalam komoditas laut.
Penjelasan mengenai potensi risiko pada proses produksi membantu
mengidentifikasi faktor yang dapat memengaruhi kualitas produk
(Alsaidalani & Elmadhoun, 2022). Informasi ini berguna bagi pelaku
usaha dalam merancang strategi perbaikan yang tepat. Keberadaan
analisis ini menjadi salah satu nilai tambah dalam pembahasan.

Buku ini juga menyajikan kajian mengenai sistem logistik halal
dan perannya dalam menjaga mutu produk laut. Pembahasan
tersebut memperlihatkan hubungan antara fasilitas penyimpanan,
transportasi, dan integritas produk. Kajian ini memberikan dasar
untuk mempertimbangkan peningkatan infrastruktur yang lebih
sesuai dengan standar halal dan keberlanjutan. Penjelasan mengenai
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sistem logistik memberikan perspektif yang lebih dalam tentang
pentingnya manajemen rantai dingin.

Dalam konteks model integratif, Buku ini menghadirkan
pendekatan Fish Halal Sustainability (FHS) sebagai strategi
pengembangan industri perikanan (Apresentacao et al., 2024).
Model ini merangkum prinsip-prinsip yang relevan untuk diterapkan
pada berbagai tahapan aktivitas perikanan. Deskripsi mengenai
komponen model membantu pembaca memahami alur kerja yang
diperlukan dalam implementasinya. Penerapan model ini menjadi
salah satu kontribusi signifikan yang ditawarkan.

Penggunaan studi kasus pesisir utara Jawa memperkuat
relevansikajian dalam konteks lokal. Kajian lapangan inimenunjukkan
bagaimana konsep halal dan keberlanjutan dapat diadaptasi sesuai
dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah. Temuan dalam studi
kasus memberikan referensi empiris yang memperkaya pembahasan
konseptual. Kehadiran data lapangan memberikan bobot yang lebih
kuat terhadap kontribusi Buku ini.

Buku ini juga memberikan manfaat bagi pengembangan
kebijakan yang berpihak pada penguatan industri perikanan.
Analisis yang ditawarkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan
strategi kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga
sertifikasi. Informasi ini membuka peluang untuk pengembangan
kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar global.
Kontribusi kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung
transformasi sektor perikanan.

Penulisan buku ini diharapkan memberikan wawasan baru
bagi pembaca tentang arah pengembangan industri perikanan
halal berkelanjutan. Penyajian materi yang terstruktur membantu
pembaca memahami hubungan antara konsep, tantangan, dan
strategi pengembangan yaitu secara terintegrasi. Fokus pada
keseimbangan antara teori dan praktik menghadirkan pendekatan
yang relevan bagi berbagai kalangan.
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1. Konsep dasar halal supply chain dan halal value chain

Halal supply chain merupakan sistem pengelolaan rantai
pasok yang memastikan produk tetap memenuhi persyaratan halal
sejak tahap awal produksi hingga konsumen akhir (Alamsyah et
al., 2022). Sistem ini mencakup proses penyimpanan, transportasi,
dan distribusi yang harus bebas dari kontaminasi bahan non-halal.
Prinsip pemisahan dan perlindungan menjadi landasan utama dalam
menjaga integritas produk. Penerapan konsep ini memberikan
jaminan bahwa produk tetap sesuai standar yang ditetapkan.

Halal value chain berfokus pada penciptaan nilai yang sesuai
dengan prinsip syariah di seluruh tahapan rantai nilai (Qizam et al.,
2025). Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas produksi harus
memberi manfaat dan memenuhi standar etika yang ditentukan.
Nilai yang dihasilkan tidak hanya mencakup aspek fisik produk,
tetapi juga kualitas proses yang melatarbelakanginya. Perhatian
terhadap detail ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap
produk halal.

Perbedaan antara halal supply chain dan halal value chain
terletak pada ruang lingkup dan tujuan penerapannya. Halal supply
chain lebih menitikberatkan pada pengelolaan aliran barang agar
tetap sesuai persyaratan halal (Harsanto et al., 2024). Sementara itu,
halal value chain mencakup keseluruhan proses nilai yang dibangun
dari hulu hingga hilir (Rusydiana et al., 2023). Sinergi antara keduanya
menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk halal yang
berkualitas.

Kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam membangun
sistem manajemen halal yang komprehensif. Tahapan dalam supply
chain memberikan struktur operasional, sedangkan value chain
menambah dimensi nilai dan etika. Kombinasi ini menghasilkan
pendekatan yang lebih kuat dalam pengelolaan produk halal.
Integrasi tersebut penting dalam sektor pangan yang membutuhkan
standar ketat.
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Dalam konteksindustri perikanan, halalsupply chain memastikan
bahwa proses penanganan ikan terbebas dari kontaminasi bahan
non-halal (Kristanto & Kurniawati, 2023). Penanganan yang tidak
tepat dapat menurunkan kualitas produk dan memengaruhi
integritas halal. Oleh sebab itu, tahapan penyimpanan, transportasi,
dandistribusi harus mengikuti prosedur yang terverifikasi. Kepatuhan
terhadap prosedur ini meningkatkan mutu dan daya saing produk.

Halal value chain pada komoditas laut memperluas perhatian
terhadap aspek etika penangkapan dan pengolahan. Standar
kebersihan, keamanan pangan, dan keadilan dalam praktik produksi
menjadi bagian penting dalam pembentukan nilai. Penerapan
prinsip ini menciptakan rantai nilai yang lebih bertanggung jawab
dan selaras dengan kebutuhan konsumen. Pendekatan tersebut
memberikan landasan kuat untuk pengembangan produk laut halal
berkelanjutan.

Penerapanhalalsupply chainmembutuhkandukunganteknologi
pendukung seperti sistem pencatatan digital dan mekanisme
keterlacakan. Teknologi tersebut memungkinkan monitoring yang
lebih baik terhadap alur produk dari hulu hingga hilir (Muhammad
Nawir et al., 2024). Keberadaan sistem pelacakan memberikan
kemudahan dalam audit dan verifikasi. Kemajuan teknologi menjadi
peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip halal.

Halal value chain menekankan pentingnya kolaborasi antara
pelaku produksi, distribusi, dan otoritas sertifikasi. Kolaborasi ini
memastikan bahwa nilai yang dihasilkan sesuai dengan standar
dan ekspektasi pasar. Proses verifikasi menjadi lebih mudah ketika
seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama terhadap prinsip
halal. Kerja sama antar aktor menjadi fondasi dalam membangun
jaringan produksi yang terintegrasi (Tabel 2.1).
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Tabel 2.1 Perbedaan Halal Supply Chain dan Halal Value Chain

Aspek Halal Supply Chain Halal Value Chain
Fokus Pengelolaan aliran barang Menciptakan nilai dengan
Utama agar tetap sesuai dengan memperhatikan aspek etika dan
persyaratan halal, dengan manfaat dari setiap aktivitas
perhatian pada pemisahan produksi.
dan perlindungan.
Ruang Terbatas pada aspek Meliputi keseluruhan proses
Lingkup pengelolaan barang, termasuk | dari hulu hingga hilir, termasuk
penyimpanan, transportasi, nilai tambah yang dihasilkan
dan distribusi. dalam setiap tahapannya.
Tujuan Menjaga agar produk tetap Membentuk nilai yang sesuai
Penerapan | sesuai dengan persyaratan dengan prinsip syariah dan
halal. meningkatkan kualitas proses
serta produk.
Teknologi Menggunakan teknologi Tidak secara eksplisit membahas
Pendukung | seperti sistem pencatatan teknologi, lebih fokus pada
digital dan keterlacakan untuk | kolaborasi dan pemahaman
memastikan kepatuhan. antar aktor dalam proses
produksi.

Konsep halal supply chain dan halal value chain mendukung
upaya peningkatan kualitas dan transparansi dalam industri
perikanan. Konsumen semakin menuntut produk yang tidak hanya
aman, tetapi juga dapat ditelusuri asal dan proses pembuatannya.
Sistem yang terstandar memberikan kepercayaan tambahan bagi
pasar domestik maupun internasional. Hal ini menjadikan konsep
halal sebagai bagian penting dari strategi pengembangan industri.

Perkembangan konsep halal dalam rantai nilai menjadi peluang
bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok
produk laut yang terpercaya. Penguatan standar dan penerapan
prinsip yang konsisten membuka jalan bagi peningkatan akses pasar
global. Konsep ini relevan untuk diterapkan pada seluruh komoditas
laut yang memiliki potensi ekspor.
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2. Prinsip Halalan Thayyiban (Substansi, Keamanan,

Kebersihan, dan Etika)

Prinsip halalan thayyiban menekankan bahwa makanan yang
dikonsumsi harus memenuhi unsur kehalalan dan kualitas yang baik.
Unsur halal mengatur aspek legalitas bahan, proses, dan peralatan
yang digunakan dalam produksi (Mortas et al, 2022). Sementara
itu, unsur thayyib mengatur aspek keamanan, kebersihan, dan mutu
produk untuk memastikan manfaat bagi konsumen (Idris et al.,
2021). Kedua unsur ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam proses penjaminan kualitas pangan.

Konsep thayyib mengandung makna bahwa setiap makanan
harus aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan
(Saputra et al., 2025). Aspek keamanan ini mencakup pengendalian
kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik pada seluruh tahapan
produksi. Pengawasan higienitas menjadi bagian penting dalam
memenuhi tuntutan thayyib. Penerapan prinsip ini memberikan
perlindungan terhadap konsumen dalam jangka pendek maupun
panjang.

Kebersihan memiliki peran penting dalam prinsip halalan
thayyiban karena memengaruhi kualitas akhir produk. Peralatan,
area kerja, dan personel harus memenuhi standar sanitasi yang
ditetapkan untuk mencegah kontaminasi silang. Kondisi lingkungan
produksi yang tidak bersih dapat memengaruhi kemurnian dan mutu
produk. Penerapan standar kebersihan secara konsisten membantu
menjaga integritas komoditas pangan.

Prinsip thayyib juga mencakup kualitas sensorik seperti
kesegaran, tekstur, dan rasa yang sesuai dengan standar konsumsi.
Konsumen mengharapkan produk yang tidak hanya aman tetapi
juga memiliki kualitas fisik yang baik. Penanganan yang tepat sejak
pascapanen hingga distribusi diperlukan untuk menjaga karakteristik
tersebut. Perhatian terhadap kualitas sensorik mendukung
peningkatan nilai pasar produk.
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Aspek etika menjadi bagian penting dalam konsep halalan
thayyiban karena menyangkut keadilan, keamanan, dan
keberlanjutan. Etika dalam proses produksi mencakup penggunaan
sumber daya secara bertanggung jawab dan perlindungan terhadap
kesejahteraan pelaku usaha. Nilai etika ini memberikan arah
bagi industri untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan
dan tanggung jawab sosial. Kehadiran aspek etika memperkuat
penerapan prinsip halal secara menyeluruh.

Pengelolaan bahan baku harus memenuhi persyaratan halal
yang jelas dan terverifikasi. Identifikasi asal bahan menjadi langkah
awal untuk memastikan bahwa komponen yang digunakan tidak
mengandung unsur yang dilarang. Dokumentasi bahan dan proses
menjadi dasar penting dalam proses verifikasi. Ketelitian dalam
tahap ini membantu menjamin integritas produk dari awal.

Penanganan produk harus dilakukan sesuai dengan standar
halalan thayyiban untuk mempertahankan kualitas dan mencegah
risiko kerusakan. Proses penyimpanan harus memperhatikan
kondisi suhu dan lingkungan yang sesuai dengan karakteristik
produk. Pengendalian ini bertujuan menjaga kualitas fisik dan
keamanan pangan sepanjang rantai nilai. Kesesuaian penanganan
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang
dihasilkan.

Transportasi dan distribusi memiliki peran penting dalam
mempertahankan prinsip halalan thayyiban. Setiap tahapan
distribusi harus dirancang agar bebas dari kontaminasi dan menjaga
stabilitas kualitas produk. Pengaturan transportasi yang tepat
mendukung proses pemeliharaan mutu dari lokasi produksi ke
tangan konsumen. Kebersihan sarana angkut menjadi faktor wajib
yang harus diperhatikan.

Prinsip halalan thayyiban juga menuntut adanya sistem
pengawasan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan
produksi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Pelaku usaha
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perlu menerapkan mekanisme pengendalian internal untuk
menjamin keberlanjutan penerapan prinsip ini. Pengawasan yang
baik menciptakan proses produksi yang lebih transparan dan teratur.

Penerapan prinsip halalan thayyiban memberikan fondasi kuat
dalam pengembangan industri pangan yang aman dan berkualitas.
Nilai yang terkandung dalam prinsip ini membantu membentuk
proses produksi yang lebih bertanggung jawab pada setiap tahap.
Industri yang mampu menerapkan prinsip ini secara konsisten akan
lebih mudah memenuhi tuntutan pasar modern.

3. Teori Keberlanjutan: Triple Bottom Line (Ekonomi, Sosial,
dan Lingkungan)

Teori keberlanjutan berbasis Triple Bottom Line menekankan
bahwa keberhasilan suatu sektor harus dilihat dari tiga dimensi
utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nogueira et al., 2023).
Pendekatan ini memberikan cara pandang yang lebih luas dalam
menilai kinerja suatu kegiatan produksi. Ketiga dimensi tersebut
saling berinteraksi dan memengaruhi stabilitas sistem secara
keseluruhan. Konsep ini menjadi kerangka penting dalam mengatur
aktivitas industri modern.

Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan industri
menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan. Nilai tambah
tersebut tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga stabilitas usaha
dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya yang efisien
membantu menjaga keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha.
Aspek ini memberikan dasar bagi pembangunan industri yang
kompetitif.

Keberlanjutan ekonomi menuntut adanya inovasi dalam
proses produksi untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi dan
manajemen yang baik memberikan peluang bagi pelaku industri
untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan pasar menjadi
bagian penting dari aspek ini karena menentukan arah pertumbuhan
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industri. Dimensi ekonomi menjadi fondasi yang mendukung
keberlanjutan sektor perikanan.

Dimensi sosial menekankan pentingnya kesejahteraan
masyarakat yang terlibat dalam kegiatan industri. Keterlibatan
komunitas lokal menjadi faktor yang menentukan keberhasilan
implementasi  keberlanjutan. Nilai-nilai keadilan, etika kerja,
dan keselamatan menjadi perhatian utama dalam dimensi ini.
Keberpihakan terhadap masyarakat turut membangun stabilitas
sosial di sekitar wilayah produksi.

Sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial
masyarakat pesisir. Kesejahteraan nelayan menjadi indikator
penting yang menunjukkan kekuatan dimensi sosial dalam praktik
keberlanjutan. Akses terhadap teknologi, pelatihan, dan dukungan
kelembagaan menjadi kunci peningkatan kapasitas masyarakat.
Keterlibatan aktif masyarakat memperkuat daya saing industri
perikanan.

Dimensi lingkungan menegaskan pentingnya menjaga
kelestarian ekosistem sebagai sumber utama kegiatan produksi.
Pengelolaan lingkungan yang baik membantu menjaga
keseimbangan antara kebutuhan industri dan daya dukung alam.
Kerusakan lingkungan dapat menghambat produktivitas dan
menurunkan kualitas hasil tangkapan. Dimensi ini mengarahkan
industri untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber
daya alam.

Keberlanjutan lingkungan dalam sektor perikanan mencakup
pengendalian eksploitasi berlebih terhadap stok ikan. Pengaturan
zona tangkap dan pembatasan alat tangkap yang merusak adalah
upaya yang mendukung kelestarian ekosistem laut. Kesadaran
lingkungan juga mencakup upaya menjaga kualitas air dan habitat
alami. Perhatian terhadap hal ini menentukan masa depan industri
perikanan.
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Gambar 2.1 Teori Keberlanjutan Triple Bottom Line
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Pendekatan Triple Bottom Line mendorong keseimbangan
antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam
pengelolaanindustri(Nurrahmanetal., 2024). Ketiga dimensi tersebut
harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menghasilkan
strategi yang efektif (Gambar 2.1). Ketidakseimbangan pada salah
satu dimensi dapat memengaruhi keberlanjutan sistem secara
keseluruhan. Integrasi ketiga aspek ini menciptakan kerangka yang
komprehensif dalam pengembangan industri.

Aplikasi  Triple Bottom Line dalam sektor perikanan
membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri,
dan masyarakat. Regulasi yang mendukung, manajemen yang
bertanggung jawab, serta kesadaran sosial menjadi faktor penting
dalam penerapannya. Pendekatan ini memberikan arah baru bagi
penguatan kapasitas industri secara terstruktur. Integrasi konsep ini
menghadirkan peluang untuk membangun sistem perikanan yang
lebih stabil dan berdaya saing.
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Pemahaman terhadap ketiga dimensi dalam Triple Bottom
Line membantu industri merumuskan strategi yang lebih adaptif
dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara
produktivitas industri dan tanggung jawab sosial-lingkungan.
Industri yang menerapkan konsep ini secara konsisten dapat
menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Penekanan
pada keseimbangan antar dimensi menjadi dasar penting dalam
pembangunan sektor perikanan masa depan.

4. One Health Approach dalam Pangan dan Perikanan

Pendekatan One Health menekankan keterhubungan antara
kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan
sistem (Adnyana et al., 2023). Konsep ini berkembang sebagai
respons terhadap meningkatnya ancaman zoonosis dan penurunan
kualitas lingkungan yang berdampak pada keamanan pangan.
Integrasi ketiga elemen tersebut diperlukan untuk memastikan
bahwa sistem produksi pangan berjalan dengan aman dan
berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih
luas dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam konteks pangan, One Health menempatkan keamanan
biologis sebagai prinsip utama dalam menjaga kualitas produk.
Kesehatan hewan akuatik menjadi faktor penting karena
memengaruhi kualitas hasil tangkapan maupun budidaya. Penyakit
pada ikan dapat mengganggu proses produksi dan menyebabkan
kerugian signifikan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, deteksi dan
pencegahan penyakit menjadi langkah strategis dalam penerapan
pendekatan ini.

Lingkungan perairanyang sehat menjadi prasyarat bagi produksi
perikanan yang stabil. Pencemaran air dari aktivitas industri dan
domestik berpotensi memengaruhi kesehatan biota laut. Perubahan
kualitas lingkungan dapat meningkatkan risiko kontaminasi bahan
berbahaya pada produk laut. Pengendalian kualitas perairan menjadi
elemen kunci dalam menjaga integritas rantai pasok perikanan.
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Pendekatan One Health juga menekan pentingnya manajemen
limbah yang baik dalam kegiatan perikanan. Limbah organik yang
tidak dikelola dengan benar dapat memicu pertumbuhan patogen
yang berbahaya bagi manusia dan ikan. Pencemaran tersebut
dapat mengganggu ekosistem dan mengurangi produktivitas
perikanan. Praktik pengelolaan limbah yang terstruktur membantu
meminimalkan dampak lingkungan.

Standar sanitasi dalam fasilitas pengolahan ikan merupakan
aspek penting dalam One Health. Kebersihan ruang produksi, alat,
dan pekerja harus dijaga untuk mencegah kontaminasi silang.
Penyimpangan dalam sanitasi dapat memicu munculnya bakteri
patogen yang membahayakan kesehatan konsumen. Implementasi
sanitasi yang ketat memberikan perlindungan tambahan terhadap
risiko tersebut.

One Health mendorong kolaborasi antara sektor kesehatan,
pertanian, lingkungan, dan perikanan. Kolaborasi tersebut
diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan respons
terhadap potensi risiko. Integrasi data antar lembaga membantu
mempercepat identifikasi masalah dan perumusan kebijakan yang
tepat. Pendekatan kolaboratif meningkatkan efektivitas pengelolaan
risiko di sepanjang rantai nilai.

Dalam budidaya ikan, pendekatan One Health mengutamakan
penggunaan pakan dan obat-obatan yang aman serta terkontrol
(Miranda et al., 2023). Penggunaan bahan kimia yang berlebihan
dapat meninggalkan residu yang membahayakan manusia dan
lingkungan. Praktik budidaya yang bertanggung jawab mendukung
kesehatan organisme akuatik secara menyeluruh. Upaya ini
memperkuat kualitas produk dan daya saing industri.

Kesehatan pekerja di sektor perikanan menjadi bagian penting
dalam implementasi One Health. Risiko kecelakaan kerja dan
paparan bahan berbahaya perlu diminimalkan melalui pelatihan
dan penggunaan alat pelindung diri. Pengelolaan kesehatan pekerja
yang baik akan mendukung produktivitas dan kualitas hasil produksi.
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Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan industri tidak
terlepas dari kondisi tenaga kerjanya.

One Health memperkuat hubungan antara keamanan pangan
dan keberlanjutan lingkungan pada sektor perikanan. Pendekatan
ini memastikan bahwa peningkatan produksi tidak mengorbankan
kualitas lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Konsep ini
menyediakan kerangka kerja yang relevan untuk menghadapi
tantangan produksi pangan modern. Integrasi aspek kesehatan dan
lingkungan memperkuat fondasi pengembangan industri pangan.

Penerapan One Health pada sektor perikanan memberikan
arah baru dalam membangun sistem produksi yang aman, etis,
dan ramah lingkungan (Lozano-Mufoz et al., 2021). Pendekatan ini
menempatkan kesehatan sebagai elemen utama yang memengaruhi
keberhasilan industri dalam jangka panjang. Keterhubungan antara
manusia, hewan, dan lingkungan menjadi dasar pertimbangan
dalam merancang kebijakan dan strategi. Konsep ini memberikan
perspektif komprehensif dalam penguatan sistem pangan dan
perikanan Indonesia.

5. Blue Economy dan Relevansinya bagi Negara Maritim

Blue Economy merupakan pendekatan pembangunan ekonomi
yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Pendekatan ini menekankan optimalisasi potensi laut tanpa
mengorbankan kelestarian ekosistem. Prinsip-prinsip di dalamnya
menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan
masyarakat pesisir. Konsep ini relevan bagi negara dengan potensi
kelautan yang melimpah.

Blue Economy memberikan kerangka untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut. Pemanfaatan
sumber daya dilakukan melalui pengelolaan yang efisien dan inovatif
pada sektor perikanan, energi laut, dan pariwisata. Pendekatan
ini menekankan pentingnya inovasi dalam memaksimalkan nilai
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tambah dari ekosistem laut. Mekanisme ini menciptakan peluang
baru bagi sektor maritim.

Negara maritim memiliki keuntungan komparatif dalam
menerapkan konsep Blue Economy. Garis pantai yang panjang
dan kekayaan biota laut dapat memberikan kontribusi signifikan
bagi pengembangan ekonomi nasional. Pemanfaatan potensi
tersebut membutuhkan pengelolaan yang terencana dan terukur.
Potensi ekonomi ini memberikan peluang besar bagi kesejahteraan
masyarakat pesisir.

Blue Economy menekankan perlunya menjaga kualitas
ekosistem laut agar tetap stabil dan produktif. Ekosistem yang
sehat menjadi dasar utama bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi
yang bergantung pada sumber daya laut. Kerusakan lingkungan
dapat menghambat produktivitas sektor perikanan dan merugikan
masyarakat. Keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi
menjadi fokus utama pendekatan ini.

Sektor perikanan merupakan salah satu elemen penting dalam
Blue Economy karena memiliki peran strategis bagi penyediaan
pangan (Rianawati et al., 2024). Penangkapan ikan yang bertanggung
jawab membantu menjaga ketersediaan stok ikan dalam jangka
panjang. Teknologi pemantauan dan regulasi penangkapan dapat
memperkuat keamanan sumber daya. Penerapan prinsip ini
memastikan keberlanjutan produksi perikanan.

Blue Economy mengutamakan inovasi dalam pemanfaatan
sumber daya kelautan. Produk laut dapat dikembangkan melalui
teknologi pengolahan yang meningkatkan kualitas dan daya saing.
Inovasi ini dapat membuka peluang ekspor baru yang memberi
keuntungan ekonomi bagi negara. Pengembangan teknologi
menjadi faktor kunci dalam meningkatkan nilai tambah sektor
maritim.

Pengembangan energi terbarukan berbasis laut menjadi
bagian penting dalam kerangka Blue Economy. Sumber energi
seperti arus laut, angin laut, dan gelombang memiliki potensi untuk
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dikembangkan sebagai sumber energi bersih. Pemanfaatan energi
laut dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
Teknologi ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan
efisiensi energi.

Masyarakat pesisir memegang peranan penting dalam
penerapan Blue Economy. Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya laut mendukung terciptanya sistem yang
adil dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat menjadi
bagian penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
mereka. Peran aktif masyarakat memperkuat ketahanan sosial di
wilayah pesisir.

Blue Economy berkontribusi pada pengurangan risiko bencana
yang dapat merusak sumber daya laut dan pesisir (. et al., 2025).
Pengelolaan pesisir yang terstruktur membantu meminimalkan
dampak abrasi dan perubahan iklim. Pendekatan ini mendorong
penggunaan teknologi yang mendukung perlindungan ekosistem
pesisir. Upaya mitigasi ini memperkuat ketahanan wilayah maritim.

Penerapan Blue Economy memberikan peluang strategis bagi
negara maritim untuk meningkatkan daya saing global (Nikcevi¢
& Skuri¢, 2021). Pendekatan ini menyediakan kerangka yang
menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekologi.
Pemanfaatan sumber daya laut yang bijak dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan
ekosistem. Relevansi konsep ini menjadi semakin kuat seiring
meningkatnya kebutuhan pangan dan energi.

6. Integrasi Teoretis Halal-Sustainability dalam Sektor
Perikanan
Integrasi antara konsep halal dan keberlanjutan menciptakan
kerangka yang komprehensif dalam pengembangan sektor
perikanan. Pendekatan ini menyatukan prinsip kehalalan yang
berorientasi nilai dengan prinsip keberlanjutan yang berorientasi
lingkungan dan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam
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membangun sistem produksi yang aman dan bertanggung jawab.
Integrasi ini memberikan landasan teoritis untuk memperkuat daya
saing industri perikanan.

Konsep halal memberikan fokus pada kejelasan bahan, proses,
dan integritas produk (Muhammad Nusran & Sitnah, 2023). Prinsip
ini menuntut adanya pemisahan yang ketat dari unsur yang tidak
sesuai dengan ketentuan syariah. Integritas proses menjadi elemen
penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Hal ini memberikan
arah yang jelas dalam pengelolaan produk laut.

Keberlanjutan menghadirkan perspektif lingkungan dan sosial
yang memastikan aktivitas produksi tidak menimbulkan kerusakan
jangka panjang (Arzaman et al., 2023). Pendekatan ini menekankan
pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber
daya dan kelestarian ekosistem. Dimensi sosial turut diperhatikan
agar kesejahteraan masyarakat pesisir tetap terjaga. Kerangka ini
mendukung keberlanjutan jangka panjang sektor perikanan.

Integrasi halal-sustainability memperkuat prinsip keamanan
pangan melalui pemenuhan standar mutu dan higienitas. Kedua
konsep ini menuntut adanya pengawasan terhadap potensi
kontaminasi dan penurunan kualitas produk. Pengawasan berkala
menjadi mekanisme penting dalam menjaga integritas komoditas
laut. Sinergi ini memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen.

Aspek keberlanjutan menyediakan indikator lingkungan
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak proses
penangkapan atau budidaya. Evaluasi ini mencakup pemanfaatan
energi, tingkat emisi, dan kondisi ekosistem perairan. Penggunaan
indikator tersebut membantu pelaku industri memperbaiki praktik
pengelolaan. Pendekatan ini menghasilkan sistem produksi yang
lebih ramah lingkungan.

Konsep halal memberikan perhatian pada nilai etika
dalam proses produksi. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan,
kesejahteraan pelaku usaha, dan perlakuan yang benar terhadap
sumber daya (Evans et al, 2023). Etika yang diterapkan selaras
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dengan tujuan keberlanjutan sosial. Kesesuaian ini memperkuat
hubungan antara prinsip halal dan keberlanjutan.

Integrasi kedua konsep menciptakan peluang untuk
memperkuat posisi produk perikanan di pasar global. Produk yang
memenuhi kedua standar tersebut memiliki nilai tambah yang lebih
tinggi di mata konsumen. Kemampuan pelacakan dan sertifikasi
menjadi aspek penting yang mendukung daya saing. Penerapan
integrasi ini membantu memperluas akses pasar internasional.

Kerangka halal-sustainability mendukung pengembangan
inovasi dalam teknologi pengolahan dan logistik. Inovasi tersebut
memudahkan proses pemantauan kualitas produk dan mengurangi
risiko kontaminasi. Teknologi yang digunakan dapat meningkatkan
efisiensi dan transparansi rantai pasok. Hal ini memperkuat sistem
manajemen mutu dalam industri perikanan.

Penerapan integrasi ini memerlukan dukungan regulasi dan
kebijakan yang relevan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam
menyediakan standar operasional dan fasilitas pendukung. Kebijakan
yang adaptif membantu pelaku industri menerapkan praktik
yang sesuai dengan prinsip halal dan keberlanjutan. Dukungan
kelembagaan mempercepat proses transformasi sektor perikanan.

Integrasi teoritis halal-sustainability menawarkan pendekatan
yang lebih menyeluruh dalam pengembangan industri perikanan.
Pendekatan ini menyatukan aspek religius, etika, lingkungan, dan
sosial dalam satu kerangka sistematis. Pelaksanaannya memberikan
peluang untuk membangun industri yang lebih stabil, aman, dan
kompetitif. Persfektif ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas
sektor dalam mewujudkan sistem perikanan yang berdaya saing.
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1. Peta Potensi Perikanan Indonesia (Pesisir, Laut dan Darat)

Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar berkat
wilayah geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau. Wilayah pesisir
memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas perikanan
tangkap dan budidaya. Kondisi ini didukung oleh ekosistem pesisir
yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Potensi tersebut
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber
daya perikanan terbesar di dunia.

Sumber daya perikanan laut Indonesia mencakup berbagaijenis
ikan pelagis, demersal, dan biota laut bernilai ekonomi tinggi. Laut
Indonesia terbagi dalam beberapa wilayah pengelolaan perikanan
yang memiliki karakteristik stok ikan yang berbeda. Potensi ini
memberikan peluang besar dalam pengembangan usaha perikanan
tangkap secara terukur. Keberagaman hayati yang dimiliki menjadi
aset strategis bagi perekonomian nasional.

Ekosistem laut tropis Indonesia menyediakan lingkungan yang
mendukung keberlanjutan kehidupan berbagai spesies ikan. Kondisi
ini dipengaruhi oleh iklim, arus laut, dan ekosistem terumbu karang
yang mendukung produktivitas tinggi. Keberadaan terumbu karang
yang luas memberikan kontribusi penting bagi rantai makanan
laut. Keanekaragaman yang tinggi menjadi modal utama dalam
pengembangan industri perikanan.

Wilayah pesisir Indonesia menawarkan peluang besar bagi
kegiatan budidaya laut. Ketersediaan lahan pesisir yang panjang
mendukung pengembangan sektor budidaya ikan, rumput laut, dan
kerang-kerangan (Nashrullah et al., 2021). Aktivitas budidaya ini
telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Bisnis
budidaya pesisir memiliki potensi berkembang lebih luas dengan
dukungan teknologi.

Potensi perikanan darat Indonesia juga cukup besar dengan
banyaknya sungai, waduk, dan danau. Berbagai spesies air tawar
dapat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.
Nilai ekonomi sektor perikanan darat terus meningkat seiring
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meningkatnya permintaan pasar. Pengembangan infrastruktur
budidaya air tawar mampu mempercepat pertumbuhan industri ini.

Ekosistem perairan tawar memiliki keunggulan dari sisi
kemudahan pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Budidaya
air tawar lebih mudah diintegrasikan dengan sistem pertanian
dan pengelolaan lahan. Kegiatan ini dapat ditingkatkan melalui
penerapan teknologi pakan dan pengelolaan kualitas air. Integrasi
sektor ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai
salah satu yang terpanjang di dunia. Kondisi ini memberikan peluang
besar dalam pengembangan industri perikanan berbasis masyarakat
pesisir. Akses terhadap sumber daya laut mempermudah nelayan
dalam melakukan aktivitas penangkapan. Dukungan infrastruktur
menjadi faktor penting untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Potensi wilayah perairan Indonesia mencakup ruang ekonomi
yang luas bagi pengembangan berbagai komoditas unggulan.
Setiap wilayah memiliki keunikan stok ikan dan kondisi ekosistem
yang dapat dimanfaatkan secara spesifik. Pemanfaatan berbasis
keunggulan lokal dapat meningkatkan nilai tambah produk
perikanan (Nur Utomo et al.,, 2022). Penguatan identitas komoditas
lokal memberikan keunggulan dalam persaingan pasar.

Potensi besar ini mendukung ketersediaan bahan baku untuk
industri hilir perikanan. Komoditas laut dapat diolah menjadi produk
bernilai tinggi sepertifillet, surimi, dan produk siap konsumsi. Industri
hilir dapat memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan
lapangan kerja baru (Kiki Puspita Amalia et al., 2021). Pemanfaatan
potensi ini membutuhkan strategi yang tepat agar bernilai maksimal.

Kekuatan geografis dan sumber daya hayati Indonesia menjadi
dasar bagi pengembangan industri perikanan yang kompetitif. Peta
potensi ini membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas
melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan pengelolaan terukur.
Tantangan pengelolaan dapat diatasi melalui integrasi Antara
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pemanfaatan dan konservasi. Pemahaman terhadap peta potensi ini
menjadi titik awal penguatan sektor perikanan nasional.

2. Struktur Industri dari Hulu hingga Hilir

Struktur industri perikanan terdiri dari rangkaian aktivitas yang
saling terkait mulai dari tahap hulu hingga tahap hilir. Tahap hulu
mencakup kegiatan penangkapan ikan, pengadaan benih, dan
penyediaan sarana produksi (Surbakti & Basri, 2024). Aktivitas ini
menjadi fondasi bagi keberlanjutan suplai bahan baku perikanan.
Ketersediaan sumber daya hulu menentukan stabilitas proses
produksi di tahap berikutnya.

Pada industri tangkap, tahap hulu melibatkan penggunaan alat
dan teknik penangkapan yang sesuai dengan karakteristik perairan.
Pemilihan alat tangkap sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan
ekosistem laut. Pengaturan alat tangkap juga berperan dalam
menjaga keseimbangan stok ikan. Pengelolaan penangkapan yang
terukur mendukung efisiensi dan keberlanjutan industri.

Tahap budidaya merupakan bagian penting dalam struktur hulu
karena menyediakan pasokan ikan yang lebih terkontrol. Budidaya
dilakukan melalui berbagai sistem seperti tambak, keramba jaring
apung, dan kolam terpal. Teknologi budidaya menentukan kualitas
dan produktivitas komoditas yang dihasilkan. Sistem budidaya yang
baik meningkatkan keterjaminan pasokan bagi pasar.

Setelah tahap hulu, kegiatan industri bergerak ke tahap antara
yang mencakup penanganan pascapanen. Penanganan ini meliputi
proses sortasi, pembersihan, pendinginan, dan penyimpanan awal.
Proses pascapanen menentukan kualitas fisik ikan sebelum masuk
ke jalur distribusi. Pengendalian suhu dan sanitasi menjadi elemen
penting dalam menjaga mutu produk.

Industri pengolahan merupakan bagian inti dari struktur
hilir yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai
tambah. Pengolahan dapat berupa pembuatan fillet, surimi, ikan
asap, maupun produk beku siap saji (Jaziri et al., 2023). Teknologi
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pengolahan memengaruhi kualitas akhir dan daya saing produk
di pasar. Keberadaan industri pengolahan memperluas variasi
komoditas yang dapat dipasarkan.

Tahap distribusi mencakup pengangkutan produk dari sentra
produksi menuju pasar domestik dan internasional. Distribusi
membutuhkan sistem logistik yang mampu menjaga kestabilan
suhu dan keamanan produk. Proses ini sangat sensitif terhadap
gangguan karena menyangkut ketahanan mutu selama perjalanan.
Infrastruktur logistik yang memadai memperkuat efisiensi rantai
nilai.

Pada tingkat pemasaran, produk perikanan diperkenalkan
kepadakonsumen melaluiberbagaisaluran perdagangan. Pemasaran
dapat dilakukan melalui pasar tradisional, ritel modern, maupun
platform digital. Preferensi konsumen berpengaruh besar terhadap
jenis produk yang dihasilkan industri. Perubahan pola konsumsi
mendorong pelaku industri beradaptasi dengan permintaan pasar.

Industri ekspor menempati posisi penting dalam struktur hilir
perikanan Indonesia. Komoditas seperti udang, tuna, dan rumput
laut menjadi andalan ekspor ke berbagai negara. Standar mutu dan
sertifikasi internasional menjadi persyaratan yang harus dipenuhi
untuk memperluas akses pasar (Isharyadi & Kristiningrum, 2021).
Kemampuan memenuhi persyaratan tersebut menentukan kinerja
ekspor nasional.
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Gambar 3.1 Struktur industri perikanan
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Struktur industri perikanan dari hulu hingga hilir membentuk
hubungan sistemik yang mempengaruhi efisiensi dan daya saing
sektor ini (Gambar 3.1). Kelemahan pada salah satu tahapan dapat
berdampak pada keseluruhan rantai nilai. Koordinasi yang baik
antara pelaku hulu, antara, dan hilir memperkuat ketahanan industri.
Pemahaman struktur ini penting untuk merumuskan strategi
peningkatan kinerja industri perikanan Indonesia.

3. Peran Nelayan, UMKM, Eksportir, dan Lembaga Pendukung

Nelayan merupakan aktor utama dalam rantai nilai perikanan
karena berperan sebagai penyedia bahan baku. Aktivitas mereka
menentukan kontinuitas pasokan ikan bagi industri pengolahan
dan distribusi. Keterampilan menangkap, pengetahuan tentang
musim, dan pemahaman alat tangkap menjadi modal penting
bagi keberhasilan sektor ini. Peran nelayan tidak tergantikan dalam
membangun pondasi industri perikanan.
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Kondisi sosial ekonomi nelayan mempengaruhi kapasitas
mereka dalam menyediakan bahan baku berkualitas. Akses terhadap
teknologi modern sering kali menjadi kendala bagi banyak nelayan
kecil (Dhillon & Moncur, 2023). Ketergantungan pada alat tangkap
tradisional membuat produktivitas tidak selalu stabil. Dukungan
peningkatan kapasitas menjadi faktor penting untuk memperkuat
peran nelayan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran
strategis dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk yang siap
dipasarkan. Pelaku UMKM sering kali melakukan proses pengolahan
sederhana seperti pengeringan, pengasapan, atau pembuatan
produk olahan setengah jadi. Aktivitas ini meningkatkan nilai
tambah produk perikanan di tingkat lokal. UMKM turut memperluas
peluang kerja di masyarakat pesisir.

Kemampuan UMKM dalam menjaga standar kualitas sangat
menentukan penerimaan pasar terhadap produk. Keterbatasan
peralatan dan fasilitas sering menjadi tantangan dalam menjaga
konsistensi mutu. Pelatihan dan pendampingan menjadi langkah
penting untuk meningkatkan profesionalisme UMKM. Penguatan
kapasitas UMKM dapat memperluas kontribusi mereka dalam
industri perikanan.

Eksportir berperan dalam membawa produk perikanan
Indonesia ke pasar internasional. Mereka memastikan bahwa
produk memenuhi standar mutu, keamanan, dan sertifikasi yang
dipersyaratkan negara tujuan. Kinerja eksportir memengaruhi daya
saing perikanan Indonesia di pasar global. Peran ini menuntut
kepatuhan terhadap standar internasional yang semakin ketat.

Eksportir berfungsi sebagai penghubung antara pelaku
produksi dan pasar ekspor yang memiliki persyaratan berbeda
(Danar Agus Susanto, 2022). Mereka harus memahami karakteristik
permintaan global untuk menyesuaikan jenis dan kualitas produk.
Persaingan pasar internasional membuat eksportir harus responsif
terhadap perubahan preferensi konsumen. Keberhasilan eksportir
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mencerminkan kemampuan industri dalam memenuhi permintaan
global.

Lembaga pendukung seperti dinas perikanan, lembaga
sertifikasi, dan institusi riset turut memperkuat struktur industri
(Setiyowati et al., 2022). Peran mereka mencakup penyediaan
regulasi, pelatihan, serta dukungan teknis bagi pelaku usaha.
Kehadiran institusi tersebut penting dalam memastikan praktik
produksi berjalan sesuai standar. Dukungan kelembagaan menjadi
fondasi bagi pertumbuhan sektor perikanan.

Lembaga keuangan turut berperan dengan menyediakan akses
pembiayaan bagi nelayan, UMKM, dan eksportir. Akses modal
memungkinkan pelaku usaha meningkatkan peralatan, kualitas
produksi, dan kapasitas pemasaran. Mekanisme pembiayaan yang
mudah dan terjangkau dapat mempercepat perkembangan industri.
Peran lembaga keuangan menjadi penggerak pertumbuhan dalam
rantai nilai.

Kolaborasi antar pelaku industri memperkuat efisiensi dan
kesinambungan sektor perikanan. Sinergi antara nelayan, UMKM,
eksportir, dan lembaga pendukung menciptakan aliran produksi
yang lebih terstruktur. Kolaborasi ini membuka peluang peningkatan
kualitas produk dan akses pasar. Interaksi antar aktor menjadi faktor
kunci dalam membangun industri yang berdaya saing.

Peran seluruh aktor dalam rantai nilai perikanan memberikan
kontribusi penting bagi pembangunan sektor ini. Nilai tambah
terbentuk melalui kolaborasi yang menghubungkan tahap huly,
antara, dan hilir. Penguatan peran masing-masing aktor dapat
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri. Pemahaman
terhadap peran ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi
peningkatan daya saing sektor perikanan Indonesia.
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4. Tantangan Sistemik: Overfishing, Limbah, Kualitas

Penanganan, Volatilitas Harga

Industri perikanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan
sistemik yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya.
Salah satu masalah terbesar adalah overfishing, atau penangkapan
ikan yang berlebihan (Utomo et al., 2024). Overfishing terjadi
karena adanya peningkatan jumlah armada penangkapan ikan dan
penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Pham et
al., 2023). Kondisi ini menyebabkan stok ikan di perairan Indonesia
semakin berkurang dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Penurunan jumlah ikan di perairan juga mempengaruhi daya
saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan stok ikan
yang semakin menipis, kualitas dan kuantitas produksi ikan pun
menurun. Hal ini menyebabkan Indonesia menghadapi masalah
ketergantungan terhadap impor ikan untuk memenuhi permintaan
domestik. Solusi untuk masalah overfishing ini memerlukan
pengelolaan sumber daya laut yang lebih bijaksana dan penerapan
prinsip-prinsip keberlanjutan.

Selain itu, masalah limbah dari industri perikanan juga menjadi
tantangan besar yang memengaruhi keberlanjutan industri ini.
Limbah yang dihasilkan selama proses penangkapan, pengolahan,
dan distribusi ikan sering kali dibuang ke laut tanpa pengolahan
yang memadai. Pencemaran laut ini tidak hanya merusak kualitas
lingkungan, tetapi juga mengancam keberagaman hayati yang ada
di perairan. Untuk itu, pengelolaan limbah yang lebih efektif dan
ramah lingkungan perlu segera diterapkan oleh para pelaku industri
perikanan.

Pencemaran dari limbah industri perikanan juga berdampak
pada kualitas produk perikanan. Kualitas ikan yang dihasilkan
menjadi menurun karena adanya kontaminasi yang disebabkan oleh
limbah berbahaya. Selain itu, produk perikanan yang terkontaminasi
dapat membahayakan kesehatan konsumen, terutama jika kualitas
penanganan dan distribusinya tidak diperhatikan. Oleh karena
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itu, pengawasan terhadap limbah dan implementasi teknologi
pengolahan yang baik harus menjadi prioritas dalam industri
perikanan.

Kualitas penanganan produk perikanan menjadi masalah
lain yang memengaruhi industri ini. Proses penanganan ikan dari
mulai penangkapan hingga pengolahan sering kali tidak dilakukan
dengan baik. Faktor ini dapat menyebabkan produk perikanan
mengalami penurunan mutu, baik dari segi kebersihan maupun
kualitas gizi. Kurangnya pengetahuan tentang cara penanganan
yang tepat, terutama di kalangan nelayan dan pengolah ikan, turut
memperburuk kondisi ini.

Selain itu, volatilitas harga produk perikanan yang tinggi
juga menjadi tantangan besar bagi industri ini. Fluktuasi harga
ikan yang tajam sering terjadi akibat ketidakstabilan pasokan dan
permintaan. Faktor cuaca ekstrem, seperti musim hujan dan badai,
dapat mengganggu hasil tangkapan ikan dan menyebabkan harga
melonjak (Riftiarrasyid & Soewito, 2024). Begitu pula dengan
ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar
yang sering menyebabkan ketidakstabilan harga.

Volatilitas harga ikan dapat merugikan para nelayan yang
kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang stabil. Harga yang
tidak stabil menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku industri
perikanan dalam merencanakan produksi dan distribusi. Nelayan
yang mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai mata pencaharian
utama sangat terdampak oleh fluktuasi harga yang tidak terkendali.
Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang dapat mengurangi
volatilitas harga ikan dan memastikan kesejahteraan nelayan.

Bagi pengolah ikan, volatilitas harga juga mengancam
margin keuntungan mereka. Kenaikan harga bahan baku dapat
meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk
perikanan di pasar. Hal ini juga berpengaruh pada konsumen
yang harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk ikan.
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Oleh karena itu, sistem distribusi yang efisien dan kebijakan yang
mendukung kestabilan harga harus segera diterapkan.

Untuk mengatasi masalah overfishing, diperlukan pengelolaan
sumber daya laut yang berkelanjutan dan lebih terstruktur.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap alat tangkap dan wilayah
tangkapan ikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa
penangkapan ikan tidak melebihi batas kemampuan alam. Selain
itu, peran serta nelayan dan masyarakat pesisir sangat penting
dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut ini.

Limbah yang dihasilkan oleh industri perikanan harus dikelola
dengan baik untuk mencegah pencemaran laut dan kerusakan
ekosistem. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam
pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah sebagai produk
sampingan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian laut,
tetapi juga dapat meningkatkan citra industri perikanan Indonesia
di mata dunia.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini memerlukan
kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat
(Mentari & Hasibuan, 2025). Pemerintah harus mengambil peran
aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung
keberlanjutan industri perikanan. Di sisi lain, pelaku industri dan
masyarakat pesisir juga harus berperan dalam menerapkan praktik-
praktik yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian sumber
daya laut. Hanya dengan kerjasama yang baik, industri perikanan
Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan siap
menghadapi tantangan global.

5. Peluang Transisi Menuju Industri Perikanan Halal
Berkelanjutan
Industri perikanan Indonesia menghadapi tantangan besar
dalam menciptakan sistem yang ramah lingkungan dan sesuai
dengan prinsip halal. Namun, seiring dengan meningkatnya
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kesadaran masyarakat global terhadap keberlanjutan dan produk
yang memenuhi standar halal, terdapat peluang besar bagi
Indonesia untuk melakukan transisi menuju industri perikanan halal
yang berkelanjutan. Peluang ini terletak pada kemajuan teknologi,
integrasi sistem rantai pasok halal, serta peningkatan kapasitas
masyarakat pesisir dalam menerapkan praktik perikanan yang
ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan
sumber daya laut yang melimpah memiliki potensi besar untuk
mengembangkan industri perikanan halal. Dengan memanfaatkan
Blue Economy, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi lautnya
untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-
prinsip ekonomi biru ini mencakup penggunaan sumber daya laut
secara bijaksana, pengelolaan ekosistemlautyang ramah lingkungan,
serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak negatif
terhadap laut. Penerapan ekonomi biru yang mengutamakan
keberlanjutan ini sangat sejalan dengan pengembangan industri
perikanan halal yang berfokus pada aspek keberlanjutan sosial,
ekonomi, dan lingkungan.

Salah satu peluang utama adalah integrasi rantai nilai halal
dalam industri perikanan Indonesia. Selama ini, proses produksi dan
distribusi perikanan seringkali terpisah antara aspek kualitas produk
dan kepatuhan terhadap standar halal. Dengan membangun rantai
pasok yang terintegrasi, mulai dari proses penangkapan ikan hingga
distribusi ke konsumen, industri perikanan dapat memastikan
bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar
kualitas, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip halal. Hal ini akan
meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar
internasional yang semakin memperhatikan standar halal dalam
setiap produk yang mereka konsumsi.

Penerapan sistem logistik halal juga menjadi salah satu
peluang penting dalam transisi menuju industri perikanan
halal yang berkelanjutan (Haleem et al, 2021). Logistik halal
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mencakup pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi ikan dengan
memperhatikanintegritashalal padasetiaptahapnya.Pengembangan
cold chain system yang dapat menjaga kualitas produk ikan selama
proses distribusi dan penyimpanan sangat diperlukan. Teknologi
seperti [oT (Internet of Things) dapat diterapkan untuk memantau
suhu dan kelembaban dalam sistem cold chain, memastikan bahwa
produk tetap dalam kondisi terbaik dan aman dari kontaminasi non-
halal.

Pentingnya pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir juga
tidak bisa diabaikan dalam transisi ini. Nelayan, sebagai aktor utama
dalam industri perikanan, perlu dilibatkan dalam program pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan teknik-
teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan
standar halal (B. A. Wibowo et al., 2021). Selain itu, masyarakat
pesisir juga harus diberdayakan untuk berperan dalam menjaga
ekosistem laut, mengelola limbah, dan meminimalkan kerusakan
lingkungan. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat pesisir,
industri perikanan halal berkelanjutan dapat tercapai.

Keberhasilan transisi menuju industri perikanan halal yang
berkelanjutan juga sangat bergantung pada kolaborasi antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat
memainkan peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang
mendukung pengembangan industri perikanan halal berkelanjutan,
seperti memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan
prinsip keberlanjutan dan halal. Di sisi lain, sektor swasta, terutama
perusahaan pengolahan perikanan, perlu berinvestasi dalam
teknologi yang mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan
dan sesuai dengan prinsip halal.

Selain itu, pasar internasional memberikan peluang ekspor
yang besar bagi produk perikanan halal dari Indonesia. Negara-
negara dengan mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah dan Asia
Tenggara, semakin mengedepankan produk-produk halal dalam
konsumsi mereka. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan
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sumber daya perikanan terbesar di dunia, memiliki potensi untuk
memenuhi permintaan global terhadap produk perikanan halal.
Penerapan standar halal dalam produk perikanan Indonesia dapat
membuka akses ke pasar internasional yang sangat luas.

Dalam konteks digitalisasi industri, penerapan teknologi
blockchain dapat memastikan transparansi dan traceability dalam
setiap tahapan rantai pasok perikanan halal. Dengan menggunakan
blockchain, informasi mengenai asal-usul produk, proses produksi,
hingga distribusi dapat dipantau dengan jelas, meningkatkan
kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang mereka
konsumsi (Tolentino-Zondervan et al., 2023). Teknologi ini juga
dapat membantu mengurangi potensi kecurangan atau pemalsuan
produk, memastikan bahwa setiap produk yang sampai ke tangan
konsumen telah memenuhi standar halal.

Inovasi dalam pengolahan dan produk turunan juga menjadi
salah satu peluang yang dapat mendukung transisi menuju industri
perikanan halal berkelanjutan. Dengan memanfaatkan produk
sampingan dari hasil perikanan, seperti kulit ikan, tulang, dan sisik,
industri ini dapat menghasilkan produk bernilai tambah seperti
kolagen, tepung ikan, dan suplemen kesehatan. Pemanfaatan
produk sampingan ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga
meningkatkan efisiensi ekonomi dalam industri perikanan.

Namun, tantangan utama dalam transisi ini adalah perluasan
pengetahuan dan kesadaran di kalangan pelaku industri dan
masyarakat terkait pentingnya keberlanjutan dan prinsip halal. Untuk
itu, pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak,
mulai dari nelayan hingga konsumen akhir, perlu dilakukan secara
terus-menerus. Hal ini akan memastikan bahwa transisi menuju
industri perikanan halal berkelanjutan dapat berjalan dengan baik
dan diterima oleh semua pihak.
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1. Pemetaan Rantai Nilai Perikanan (Produksi, Pengumpulan,

Pengolahan, Distribusi, Konsumsi)

Industri perikanan Indonesia melibatkan serangkaian aktivitas
yang dimulai dari produksiikan, yang meliputi kegiatan penangkapan
atau budidaya ikan. Pada tahap produksi, nelayan atau petani
ikan memainkan peran utama dalam memastikan kualitas ikan
yang dihasilkan. Faktor penting dalam tahap ini adalah pemilihan
alat tangkap atau teknik budidaya yang ramah lingkungan dan
memenuhi standar halal. Dengan menggunakan teknik yang tepat,
kualitas ikan yang diproduksi akan terjaga, dan risiko kontaminasi
dapat diminimalkan (Reitano et al., 2024).

Setelah ikan diproduksi, tahap berikutnya adalah pengumpulan
ikan yang dilakukan oleh pengepul atau pedagang ikan. Pada tahap
ini, kualitas ikan sangat dipengaruhi oleh cara pengumpulan dan
transportasi yang dilakukan. Pengumpulan ikan harus dilakukan
dengan memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan agar ikan
tetap dalam kondisi terbaik. Selama pengumpulan, penting untuk
menghindari paparan terhadap bahan-bahan non-halal yang bisa
mencemari ikan.

Tahap selanjutnya dalam rantai nilai perikanan adalah
pengolahan. Pada tahap pengolahan, ikan yang telah dikumpulkan
akan diproses menjadi berbagai produk perikanan siap konsumsi.
Proses pengolahan  meliputi  pembersihan, pemotongan,
pengeringan, dan pengemasan ikan. Pengolahan yang tidak
sesuai standar bisa menyebabkan penurunan mutu dan potensi
kontaminasi, baik dari bahan tambahan yang tidak halal maupun
dari perlakuan yang tidak higienis.

Pada tahap distribusi, produk perikanan siap dipasarkan dan
didistribusikan ke berbagai saluran. Sistem distribusi yang efisien
sangat penting untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga
sampai ke konsumen akhir. Salah satu tantangan dalam distribusi
produk perikanan adalah risiko kontaminasi silang antara produk
halal dan non-halal, yang dapat merusak integritas produk

46



Fish, Halal, and Sustainability: Jalan Baru Industri Perikanan Indonesia

(Kurniawati et al., 2023). Oleh karena itu, sistem segregasi yang baik
dan penerapan cold chain sangat diperlukan untuk menjaga kualitas
produk perikanan selama distribusi.

Konsumsi adalah tahap akhir dalam rantai nilai perikanan, di
mana produk ikan siap dinikmati oleh konsumen. Pada tahap ini,
penting untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen
memenuhi standar halal yang ketat. Konsumen semakin sadar akan
pentingnya memilih produk perikanan yang tidak hanya berkualitas
tetapi juga memenuhi syarat halal. Oleh karena itu, informasi yang
jelas mengenai asal-usul dan proses produksi ikan sangat penting
untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pada rantai nilai perikanan, setiap tahapan memiliki tantangan
tersendiri yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan
produk. Pada tahap produksi, penggunaan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan atau teknik budidaya yang tidak berkelanjutan
bisa berdampak buruk bagi kualitas ikan (Sogn-Grundvag et al,
2022). Selain itu, jika tidak ada pengawasan yang ketat, potensi
kontaminasi biologis, seperti bakteri atau virus, bisa mengancam
keamanan ikan yang diproduksi. Oleh karena itu, penting untuk
mengimplementasikan teknologi yang dapat memantau kualitas
ikan sejak dari sumbernya.

Tahap pengumpulan ikan juga memiliki tantangan terkait
dengan kebersihan dan keamanan produk yang akan diproses.
Pada tahap ini, sangat penting untuk memastikan bahwa ikan yang
dikumpulkan tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal atau
tercemar dari alat atau wadah yang digunakan. Penggunaan wadah
yang bersih dan transportasi yang tepat harus diperhatikan agar ikan
sampai ke tahap pengolahan dengan kualitas yang terjaga. Dengan
penerapan sistem yang baik, risiko kontaminasi dapat diminimalkan.

Pada tahap pengolahan, penggunaan bahan tambahan yang
tidak halal atau bahan kimia berbahaya menjadi salah satu tantangan
yang harus dihadapi (Mariyam et al, 2022). Sebagai contoh,
penggunaan pengawet atau pewarna yang tidak sesuai dengan
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prinsip halal dapat merusak integritas produk. Untuk mengatasi
hal ini, setiap proses pengolahan harus memenuhi standar halal
yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu,
penerapan sistem keamanan pangan yang ketat akan mencegah
terjadinya pencemaran atau penurunan kualitas produk.

Pada tahap distribusi, tantangan terbesar adalah memastikan
bahwa produk perikanan tetap dalam kondisi terbaik hingga sampai
ke konsumen (Arafah et al., 2025). Cold chain atau rantai pendingin
menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas ikan yang mudah
rusak. Sistem distribusi yang tidak efisien atau infrastruktur yang
kurang memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan
yang signifikan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan
infrastruktur distribusi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga
mutu produk perikanan.

Konsumsi juga mempengaruhi rantai nilai perikanan karena
pola konsumsi masyarakat yang semakin selektif terhadap produk
halal. Tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya memilih
produk yang halal dan berkualitas membuka peluang bagi industri
perikanan Indonesia untuk lebih berfokus pada produk perikanan
halal yang memenuhi standar internasional. Dengan memperhatikan
kepuasan konsumen, industri perikanan dapat meningkatkan daya
saingnya di pasar global.

2. Identifikasi Titik Kritis Halal pada Setiap Tahapan

Setiap tahapan dalam rantai nilai perikanan menghadirkan
potensi titik kritis yang dapat memengaruhi integritas halal produk
ikan. Pada tahap produksi, salah satu titik kritis yang paling utama
adalah pemilihan alat tangkap atau teknik budidaya yang digunakan
(Surbakti & Sir, 2021). Penggunaan alat tangkap yang tercemar atau
yang tidak sesuai dengan prinsip halal dapat menyebabkan ikan
yang ditangkap terkontaminasi bahan yang tidak halal. Oleh karena
itu, penting untuk memastikan bahwa peralatan dan teknik yang
digunakan memenuhi standar halal yang ditetapkan.
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Selain itu, pada tahap pengumpulan, titik kritis halal lainnya
adalah cara pengumpulan ikan yang dilakukan oleh pengepul atau
pedagang. Jika ikan dikumpulkan dengan cara yang tidak higienis
atau terpapar bahan non-halal selama proses pengumpulan, maka
produk perikanan tersebut bisa tercemar. Penggunaan wadah
atau transportasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan ikan
terkontaminasi dengan bahan tambahan atau bahan yang tidak
halal. Pengawasan yang ketat pada setiap proses pengumpulan
sangat diperlukan untuk menjaga integritas halal produk perikanan.

Pada tahap pengolahan, titik kritis halal dapat ditemukan dalam
penggunaan bahan tambahan atau pengawet yang tidak halal.
Produk pengolahan ikan, seperti ikan kalengan atau ikan olahan
lainnya, sering kali menggunakan bahan kimia atau aditif yang
berpotensi tidak halal (Senas, 2023). Penggunaan bahan pengawet
yang tidak sesuai dengan prinsip halal dapat mencemari produk
akhir dan merusak integritasnya. Penting untuk menggunakan
bahan-bahan yang telah mendapat sertifikasi halal dan aman untuk
konsumsi.

Selainitu, pada tahap distribusi, salah satu titik kritis halal adalah
kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. Ketika produk
halal dan non-halal ditempatkan dalam sistem distribusi yang sama
tanpa ada penghalang fisik yang jelas, potensi kontaminasi menjadi
tinggi. Produk perikanan halal dapat terkontaminasi oleh produk
non-halal yang diproses dengan menggunakan alat yang sama
atau berada dalam ruang yang sama. Untuk itu, penerapan sistem
segregasi yang ketat dan penggunaan fasilitas yang khusus untuk
produk halal menjadi sangat penting.

Titik kritis halal lainnya pada tahap distribusi adalah pengaruh
suhu dan kelembaban pada kualitas dan kehalalan produk.
Perubahan suhu yang tidak terjaga dengan baik dapat merusak
kualitas produk perikanan, serta meningkatkan potensi kontaminasi
mikroba yang dapat mempengaruhi kehalalan produk (Xie et al.,
2024). Sistem distribusi yang mengintegrasikan teknologi cold chain
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harus diterapkan untuk menjaga kualitas dan integritas halal produk
perikanan selama proses pengiriman. Dengan demikian, kontrol
yang ketat terhadap suhu dan kelembaban sangat penting dalam
menjaga kehalalan produk.

Pada tahap konsumsi, titik kritis halal muncul dalam hal
transparansi informasi tentang asal-usul dan cara pengolahan
produk perikanan. Konsumen perlu memiliki akses yang jelas
terhadap informasi mengenai apakah produk yang mereka konsumsi
memenuhi standar halal. Kurangnya informasi yang transparan
dapat menyebabkan ketidakpercayaan konsumen terhadap produk
yang dijual. Sehingga perlu untuk memastikan bahwa produk
perikanan yang dijual telah tercatat dalam sistem e-labelling yang
mempermudah akses informasi mengenai kehalalan produk.

Selain itu, pada tahap produksi, penting untuk mengidentifikasi
titik kritis terkait dengan kebersihan dan sanitasi tempat produksi.
Kebersihan dalam lingkungan produksi sangat berpengaruh
terhadap kehalalan produk akhir, terutama pada produk perikanan
yang bersifat mudah rusak. Jika fasilitas produksi tidak terjaga
kebersihannya, maka ikan yang diproduksi dapat terkontaminasi
dengan bahan yang tidak halal. Prosedur sanitasi yang ketat perlu
diterapkan pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk
tetap memenuhi standar halal.

Pada pengolahan, titik kritis halal lain yang harus diperhatikan
adalah penggunaan alat dan bahan yang tidak halal. Penggunaan
alat pengolahan yang terbuat dari bahan yang tidak halal atau yang
telah terkontaminasi sebelumnya bisa menjadi sumber kontaminasi.
Misalnya, jika alat pengolahan ikan pernah digunakan untuk
memproses bahan non-halal, maka ikan yang diolah dengan alat
tersebut dapat terkontaminasi. Maka penting untuk menggunakan
alat yang khusus untuk produk halal dan memastikan bahwa alat
tersebut bebas dari kontaminasi.
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Gambar 4.1 Titik Kritis Halal Rantai Nilai Perikanan
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Kebijakan pengawasan yang ketat di setiap tahapan rantai
nilai perikanan akan sangat membantu dalam mengidentifikasi dan
mengurangi potensi titik kritis halal (Gambar 4.1). Pemerintah dan
lembaga yang berwenang perlu meningkatkan kapasitas dalam
mengawasi setiap tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi
produk perikanan. Penegakan aturan yang ketat akan memastikan
bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar halal yang
diinginkan. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, potensi
kontaminasi dan pencemaran produk perikanan dapat diminimalkan.

Titik kritis halal ini menunjukkan betapa pentingnya integrasi
sistem yang holistik dalam memastikan bahwa setiap produk
perikanan yang dihasilkan, diproses, dan dikonsumsi memenuhi
standar halal yang tinggi. Setiap tahapan dalam rantai nilai perikanan
harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kontaminasi
atau pencemaran yang bisa merusak integritas produk halal. Dengan
langkah-langkah pencegahan yang tepat, industri perikanan halal
dapat berkembang dengan baik dan memenuhi kebutuhan pasar
global yang semakin mengutamakan produk halal

3. Kontaminasi Biologis, Kimia, dan Fisik
Kontaminasi pada produk perikanan dapat terjadi melalui tiga
jalurutama, yaitu biologis, kimia, dan fisik, yang masing-masing dapat
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mempengaruhi kualitas dan kehalalan produk ikan. Kontaminasi
biologis biasanya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri,
virus, atau parasit yang dapat mengontaminasi produk perikanan dari
proses penangkapan hingga konsumsi. Bakteri seperti Salmonella,
E. coli, atau Vibrio cholerae adalah beberapa contoh patogen yang
bisa hadir di ikan jika tidak ada prosedur sanitasi yang memadai
dalam penanganan dan pengolahan produk perikanan (Dissasa et
al,, 2022).

Selain itu, kontaminasi kimia bisa terjadi ketika ikan terpapar
bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pengolahan
atau selama transportasi. Penggunaan bahan pengawet atau
pewarna yang tidak halal, seperti formalin atau bahan kimia
berbahaya lainnya, dapat mencemari produk perikanan dan berisiko
terhadap kesehatan konsumen. Untuk itu, sangat penting bagi
industri perikanan untuk menerapkan standar pengolahan yang
aman dan halal, serta memastikan bahwa bahan yang digunakan
dalam pengolahan ikan telah teruji dan disertifikasi halal oleh
lembaga berwenang.

Kontaminasi fisik pada produk perikanan dapat berupa benda
asing yang masuk ke dalam ikan selama proses penangkapan,
pengolahan, atau pengemasan. Benda seperti logam, kaca, atau
plastik bisa mencemari produk perikanan dan membahayakan
konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
setiap alat yang digunakan dalam proses produksi dan pengolahan
ikan bebas dari benda asing yang bisa merusak kualitas produk.
Prosedur pemisahan dan pengawasan yang ketat harus dilakukan
untuk mencegah kontaminasi fisik ini.

Pada setiap tahapan rantai nilai perikanan, dari produksi hingga
konsumsi, kontaminasi biologis, kimia, dan fisik dapat terjadi jika
tidak ada kontrol yang ketat terhadap proses penanganan produk.
Sanitasi dan kebersihan fasilitas produksi dan pengolahan sangat
berperan dalam mencegah masuknya mikroorganisme atau bahan
kimia berbahaya ke dalam produk perikanan. Oleh karena itu,
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setiap proses dalam rantai nilai harus diawasi dengan seksama dan
dilakukan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

Dalam hal kontaminasi biologis, langkah-langkah pencegahan
dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur yang tepat dalam
penanganan ikan setelah ditangkap. lkan yang sudah ditangkap
harus segera disaring dan dibersihkan untuk menghindari
pertumbuhan bakteri yang dapat mencemari produk. Penyimpanan
ikan dalam kondisi yang benar, seperti penggunaan cold chain
system, juga berperan penting dalam mencegah berkembangnya
mikroorganisme berbahaya yang dapat merusak produk dan
mengurangi kualitasnya (Abdullah et al., 2023).

Untuk menghindari kontaminasi kimia, sangat penting
untuk memantau dengan ketat penggunaan bahan kimia dalam
pengolahan perikanan. Bahan kimia yang digunakan harus
memenuhi standar halal dan aman untuk konsumsi. Penggunaan
pengawet atau pewarna yang tidak sesuai dengan prinsip halal
harus dihindari untuk memastikan bahwa produk perikanan tetap
memenuhi syarat halal. Penerapan sistem pengawasan yang ketat
terhadap bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan
perikanan sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi
kimia pada produk.

Sementara itu, kontaminasi fisik dapat dihindari dengan
memperhatikan kualitas dan kebersihan peralatan yang digunakan
dalam pengolahan ikan. Alat-alat pengolahan yang terbuat dari
bahan yang tidak ramah lingkungan atau yang sudah tercemar
bisa menjadi sumber kontaminasi fisik. Pengawasan rutin terhadap
peralatan produksi dan pengolahan perlu dilakukan untuk
memastikan tidak ada benda asing yang mencemari produk
perikanan. Setiap proses pengolahan harus dilaksanakan dengan
standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga
kualitas dan keamanan produk.
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Gambar 4.2 Proses Kontaminasi dan Pencegahan Produk Perikanan
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Kontaminasi pada produk perikanan dapat berisiko terhadap
kesehatan konsumen dan merusak reputasi industri perikanan
Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, implementasi
Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP) dalam industri perikanan menjadi
sangat penting (Okpala & Korzeniowska, 2023). Dengan mengikuti
pedoman-pedoman ini, industri perikanan dapat meminimalkan
risiko kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang dapat merusak
kualitas dan integritas produk (Gambar 4.2).

Selain itu, kontrol terhadap keamanan pangan selama tahap
distribusi juga sangat penting dalam mencegah kontaminasi.
Penggunaanssistem cold chain yang efisien dapat membantu menjaga
suhu ikan agar tetap optimal dan mencegah berkembangnya
bakteri patogen. Kontaminasi dapat dicegah dengan memastikan
bahwa semua produk perikanan yang didistribusikan melalui jalur
yang telah terjamin keamanannya dan sesuai dengan persyaratan
halal yang berlaku.

Pada akhirnya, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap
dalam rantai nilai perikanan dilakukan dengan memperhatikan

54



Fish, Halal, and Sustainability: Jalan Baru Industri Perikanan Indonesia

aspek keamanan pangan dan kehalalan produk. Implementasi sistem
pengendalian yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan akan
meminimalkan potensi kontaminasi, baik biologis, kimia, maupun
fisik. Dengan demikian, produk perikanan Indonesia akan memiliki
nilai tambah dan dapat bersaing dengan produk internasional yang
memiliki standar keamanan pangan dan kehalalan yang tinggi.

4. Potensi Paparan Bahan Non-Halal: Bahan Tambahan,

Bumbu, Pelapis, Alat Produksi

Pada tahap pengolahan produk perikanan, salah satu titik kritis
halal adalah penggunaan bahan tambahan yang dapat mencemari
produk dengan bahan yang tidak halal. Bahan tambahan seperti
pewarna, pengawet, dan penyedap rasa sering digunakan untuk
memperpanjang daya simpan dan meningkatkan tampilan serta rasa
produk perikanan (Sumardianto et al., 2022). Namun, banyak bahan
tambahan yang beredar di pasaran tidak memiliki sertifikasi halal
atau terbuat dari bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal. Oleh
karena itu, penting bagi industri perikanan untuk menggunakan
bahan tambahan yang sudah terjamin kehalalannya agar produk
yang dihasilkan tetap memenuhi standar halal.

Selain bahan tambahan, bumbu yang digunakan dalam proses
pengolahan juga dapat menjadi titik kritis halal. Banyak produk
perikanan olahan yang menggunakan bumbu atau saus siap pakai
yang mengandung bahan-bahan non-halal, seperti alkohol atau
bahan-bahan yang terbuat dari hewan yang tidak dihalalkan. Untuk
itu, perlu ada standar yang jelas terkait bahan bumbu yang digunakan
dalam produk perikanan, dan setiap bumbu harus berasal dari
sumber yang telah mendapat sertifikasi halal. Penerapan standar ini
penting untuk mencegah paparan bahan non-halal dalam produk
perikanan olahan yang akhirnya sampai ke konsumen.

Penggunaan pelapis pada produk perikanan juga berpotensi
menjadi sumber kontaminasi non-halal. Beberapa produk perikanan
olahan, seperti ikan goreng atau produk tepung ikan, menggunakan
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pelapis untuk meningkatkan tekstur dan penampilan produk.
Pelapis ini kadang-kadang mengandung bahan yang tidak halal,
seperti gelatin dari sumber yang tidak diizinkan atau bahan lainnya
yang tidak memenuhi kriteria halal. Shingga, penting untuk memilih
pelapis yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga
mematuhi prinsip halal agar produk tetap aman untuk dikonsumsi
oleh umat Muslim.

Selain bahan tambahan, bumbu, dan pelapis, alat produksi
yang digunakan dalam pengolahan ikan juga dapat menjadi
sumber paparan bahan non-halal. Penggunaan alat-alat produksi
yang terbuat dari bahan yang tidak halal atau yang pernah
digunakan untuk memproses bahan non-halal dapat menyebabkan
kontaminasi silang pada produk perikanan (Indrotristanto et al.,
2022). Misalnya, alat pemotong atau penggoreng yang sebelumnya
digunakan untuk mengolah produk non-halal seperti daging babi
dapat mencemari produk perikanan yang diolah menggunakan alat
tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa
alat produksi yang digunakan untuk mengolah produk perikanan
halal tidak tercemar dan terpisah dari alat yang digunakan untuk
produk non-halal.

Selain itu, kontaminasi silang dapat terjadi jika proses
pengolahan produk halal dan non-halal dilakukan dalam fasilitas
yang sama tanpa adanya pemisahan yang jelas. Risiko ini lebih
besar lagi ketika peralatan atau ruang pengolahan tidak dibersihkan
dengan baik setelah digunakan untuk produk non-halal. Untuk
itu, penting untuk menerapkan sistem segregasi yang ketat dalam
fasilitas produksi untuk memastikan bahwa produk perikanan yang
dihasilkan bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Pemeriksaan
dan pembersihan yang teliti harus dilakukan di setiap tahap produksi
untuk menjaga kehalalan produk.

Pada tahap distribusi, produk perikanan yang telah terpapar
bahan non-halal dapat terus terkontaminasi jika sistem distribusi
tidak memperhatikan aspek halal. Salah satu tantangan dalam
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distribusi produk perikanan halal adalah memastikan bahwa produk
tetap terjaga dari paparan bahan non-halal selama perjalanan.
Produk halal yang didistribusikan dalam kendaraan atau fasilitas
yang juga digunakan untuk produk non-halal berisiko tercemar.
Distribusi produk perikanan halal harus dilakukan dengan cara
yang memisahkan produk halal dari produk non-halal, baik dalam
pengemasan maupun dalam fasilitas penyimpanan.

Penyimpanan juga menjadi faktor penting dalam menghindari
paparan bahan non-halal pada produk perikanan. Penyimpanan
yang tidak memadai, baik dalam hal suhu atau kebersihan, dapat
menyebabkan kontaminasi silang antara produk halal dan non-
halal. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas penyimpanan yang
khusus untuk produk halal sangat disarankan, terutama ketika
produk perikanan disimpan dalam jumlah besar dan dalam waktu
yang lama. Penggunaan sistem cold storage yang terpisah untuk
produk halal dan non-halal dapat membantu menjaga kualitas dan
kehalalan produk.

Pada tahap konsumsi, konsumen perlu diberikan informasi
yang jelas mengenai produk perikanan yang mereka beli. Informasi
ini mencakup asal-usul bahan, cara pengolahan, dan apakah produk
tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang. Transparansi informasi menjadi hal yang sangat penting
dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk
perikanan halal. Penerapan sistem e-labelling yang memungkinkan
konsumen mengakses informasi terkait kehalalan produk secara
digital sangat penting untuk memastikan bahwa produk perikanan
yang dikonsumsi benar-benar halal.

Pengawasan yang ketat di setiap tahap rantai nilai perikanan
sangat diperlukan untuk mencegah kontaminasi bahan non-halal.
Pemerintah dan lembaga sertifikasi halal harus bekerja sama untuk
memastikan bahwa setiap produk perikanan yang dihasilkan dan
didistribusikan memenuhi standar halal yang tinggi. Pengawasan
yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu menjaga
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integritas produk perikanan halal dan mencegah masuknya bahan
non-halal yang dapat merusak kualitas produk.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang baik dan
implementasi sistem yang tepat, risiko paparan bahan non-halal
dapat diminimalkan, dan industri perikanan halal Indonesia akan
dapat bersaing dengan pasar internasional (Suseno & Razari, 2023).
Konsumen juga akan semakin percaya terhadap produk perikanan
Indonesiayang tidak hanya berkualitas tetapijuga memenuhi standar
halal yang ketat. Maka, bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai
nilai perikanan untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip halal dan
memastikan setiap tahapan proses pengolahan dilakukan dengan
benar.

5. Persyaratan Halal Standar Nasional & Internasional

Persyaratan halal pada produk perikanan tidak hanya
ditentukan oleh hukum syariah, tetapi juga oleh standar yang
ditetapkan oleh berbagai lembaga sertifikasi halal, baik di tingkat
nasional maupun internasional (Kamil et al, 2025). Di Indonesia,
lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat
halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),
yang di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH mengeluarkan
sertifikat halal berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),
yang menetapkan pedoman bagi produk yang dapat dianggap
halal. Sertifikasi halal ini melibatkan evaluasi terhadap setiap aspek
produksi, pengolahan, dan distribusi untuk memastikan bahwa
produk perikanan tidak mengandung bahan yang bertentangan
dengan hukum syariah.

Standar halal internasional juga memainkan peran penting
dalam memastikan bahwa produk perikanan Indonesia dapat
bersaing di pasar global. Salah satu standar internasional yang sering
diacu adalah Halal Certification Standards yang diterbitkan oleh
World Halal Food Council (WHFC) dan lembaga lainnya. Sertifikasi
halal internasional ini mengatur berbagai aspek, mulai dari bahan
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baku, proses produksi, hingga distribusi produk untuk memastikan
bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal global (D. E.
Wibowo et al, 2025). Produk perikanan yang telah memperoleh
sertifikasi internasional memiliki daya saing lebih tinggi di pasar
internasional, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim,
seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Di tingkat internasional, standar halal dapat bervariasi antara
satu negara dengan negara lain, meskipun ada beberapa kesamaan
yang mendasar (Abdallah et al., 2021). Misalnya, negara-negara
seperti Malaysia dan Singapura juga memiliki lembaga sertifikasi
halal sendiri, yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan
Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang menetapkan standar
halal yang harus dipatuhi oleh produsen perikanan. Di beberapa
negara, seperti Uni Eropa, standar halal dapat lebih terfokus pada
kebersihan dan pemrosesan makanan, sementara di negara-negara
lain, seperti Indonesia, juga mencakup aspek-aspek seperti kehalalan
bahan baku dan praktik pengolahan. Perbedaan ini menunjukkan
pentingnya pemahaman dan penerapan standar halal yang sesuai
dengan persyaratan di setiap pasar.

Dalam memenuhi persyaratan halal, produsen perikanan harus
memperhatikan beberapa elemen utama dalam proses produksi
mereka. Salah satu elemen yang paling penting adalah kehalalan
bahan baku, yang harus bebas dari bahan-bahan yang dilarang
dalam Islam, seperti daging babi atau alkohol. Selain itu, bahan-
bahan yang digunakan dalam pengolahan, seperti pengawet,
pewarna, atau bahan kimia lainnya, juga harus memenuhi kriteria
halal. Dalam beberapa kasus, pengolahan bahan baku harus
dilakukan dengan cara yang tidak mencemari atau mengubah sifat
halal produk. Penting bagi produsen untuk bekerja sama dengan
lembaga sertifikasi halal yang dapat memastikan bahwa semua
bahan yang digunakan telah memenuhi standar halal.

Proses produksi juga harus mengikuti prosedur yang
memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Hal ini untuk
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memastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang antara produk halal
dan non-halal selama pengolahan dan distribusi. Proses sanitasi
yang ketat juga penting untuk menghindari kontaminasi mikroba
atau bahan kimia yang dapat merusak kehalalan produk. Sertifikasi
halal mencakup audit dan pemeriksaan terhadap seluruh fasilitas
produksi untuk memastikan bahwa proses pengolahan berjalan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga halal.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi produk perikanan
juga menjadi bagian dari persyaratan halal. Produk yang telah
mendapatkan sertifikasi halal harus dijaga integritasnya selama
proses distribusi. Hal ini meliputi pengawasan suhu, penyimpanan,
dan pengemasan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan
produk. Di banyak negara, distribusi produk halal harus dilakukan
melaluijalur khusus atau dengan pemisahan yang jelas antara produk
halal dan non-halal. Produsen perikanan berkewajiban memastikan
bahwa seluruh rantai distribusi mereka mematuhi standar halal yang
telah ditetapkan.

Labelisasi halal adalah salah satu cara untuk memastikan
bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang
mereka beli. Dalam banyak negara, label halal yang jelas dan
dapat diidentifikasi sangat penting untuk memberikan jaminan
kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar
halal yang ditetapkan. Di Indonesia, produk perikanan yang telah
disertifikasi halal oleh MUl dan BPJPH harus mencantumkan label
halal yang sah, yang menjadi bukti bahwa produk tersebut aman
dikonsumsi oleh umat Muslim. Label halal ini juga berlaku di pasar
internasional, yang memungkinkan produk perikanan Indonesia
untuk lebih mudah diterima di pasar global.

Untuk memenuhi standar halal internasional, perusahaan
perikanan Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap proses
produksi dan pengolahan mereka sesuai dengan regulasi yang
berlaku di negara tujuan ekspor. Negara-negara dengan populasi
Muslim besar, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia,
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telah mengadopsi sistem sertifikasi halal yang lebih ketat. Penting
bagi perusahaan untuk berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi
halal internasional untuk memastikan produk mereka memenuhi
syarat ekspor.

Sistem digitalisasi dan blockchain juga semakin diterapkan
dalam pengelolaan sertifikasi halal. Teknologi ini membantu
memastikan transparansi dan traceability dari proses produksi
hingga distribusi, sehingga konsumen dapat melacak asal-usul
dan proses pengolahan produk yang mereka konsumsi. Dengan
teknologi ini, setiap tahap rantai pasok perikanan dapat diawasi dan
dipantau dengan lebih baik, memastikan bahwa produk yang sampai
ke konsumen memenuhi persyaratan halal yang ketat. Penggunaan
teknologi digital ini dapat membantu produsen perikanan menjaga
kualitas dan kehalalan produk mereka.

Pentingnya standar halal dalam industri perikanan semakin
terasa, terutama dengan meningkatnya permintaan produk halal di
pasar internasional. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang memberikan jaminan kepada konsumen bahwa
produk perikanan yang mereka beli aman dan sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Produsen perikanan Indonesia harus mematuhi
persyaratan halal baik di tingkat nasional maupun internasional
untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing di
pasar global.

6. Praktik Baik dan Praktik Berisiko

Beberapa praktik baik yang diterapkan oleh pelaku industri
perikanan dilndonesia dalam memastikan produk mereka memenuhi
standar halal. Salah satu contoh praktik baik adalah penggunaan
sistem segregasi yang ketat di fasilitas pengolahan. Banyak
perusahaan pengolahan ikan yang menerapkan pemisahan antara
produk halal dan non-halal dengan menggunakan peralatan yang
berbeda serta menjaga kebersihan fasilitas pengolahan. Langkah ini
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terbukti efektif dalam mencegah kontaminasi silang antara produk
halal dan non-halal, menjaga integritas produk yang dihasilkan.

Praktik baik lainnya adalah penerapan cold chain system yang
optimal dalam distribusi produk perikanan. Beberapa perusahaan
perikanan Indonesia telah mengadopsi teknologi cold chain
yang canggih untuk memastikan suhu produk tetap terjaga sejak
pengolahan hingga distribusi. Dengan cara ini, kualitas dan kehalalan
produk tetap terjamin, terutama pada produk ikan segar dan produk
olahan yang membutuhkan suhu rendah untuk mempertahankan
kesegarannya. Sistem ini juga membantu mengurangi risiko
kontaminasi mikroba yang dapat merusak produk, sekaligus
memastikan produk sampai ke konsumen dalam kondisi yang
optimal.

Namun, selain praktik baik, terdapat juga beberapa praktik
berisiko yang ditemukan di lapangan. Salah satu praktik yang
berisiko adalah penggunaan bahan tambahan yang tidak halal
dalam pengolahan produk perikanan. Beberapa produsen perikanan
masih menggunakan bahan kimia atau pengawet yang tidak sesuai
dengan prinsip halal, seperti formalin atau pewarna sintetis yang
mengandung alkohol (Jinadasa et al., 2022). Meskipun bahan-
bahan ini dapat meningkatkan tampilan atau daya tahan produk,
mereka dapat mencemari produk perikanan dan merusak integritas
kehalalannya.

Praktik berisiko lainnya terkait dengan penanganan ikan yang
tidak higienis. Dalam beberapa kasus, ikan yang ditangkap tidak
segera dibersihkan atau diproses dengan cara yang tidak sesuai
dengan standar kebersihan yang ditetapkan. Penggunaan alat yang
tidak bersih atau penyimpanan ikan dalam kondisi yang tidak tepat
bisa menyebabkan produk terkontaminasi dengan bakteri atau
bahan kimia yang tidak halal. Ini adalah tantangan besar dalam
menjaga kualitas dan kehalalan produk perikanan, dan perlu adanya
perhatian khusus pada setiap tahapan produksi.
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Selain itu, kontaminasi silang antara produk halal dan
non-halal juga merupakan masalah yang harus segera diatasi.
Beberapa fasilitas pengolahan masih menggunakan peralatan
yang sama untuk memproses kedua jenis produk ini, tanpa adanya
pembersihan atau pemisahan yang cukup. Hal ini dapat mengarah
pada terkontaminasinya produk halal dengan bahan yang tidak
halal. Untuk itu, penting untuk menerapkan praktik yang lebih ketat
terkait dengan segregasi peralatan dan fasilitas pengolahan agar
produk perikanan halal tetap aman untuk dikonsumsi oleh umat
Muslim.

Dalam hal distribusi, praktik berisiko yang ditemukan adalah
kurangnya pemantauan suhu pada beberapa sistem distribusi.
Beberapa perusahaan pengolahan ikan tidak memiliki sistem cold
chain yang memadai, sehingga produk perikanan yang dikirim ke
pasar bisa terpapar suhu yang tidak tepat (Feng et al., 2023). Hal ini
tidak hanya merusak kualitas ikan, tetapi juga meningkatkan risiko
kontaminasi mikroba yang dapat membahayakan konsumen. Oleh
karena itu, penting untuk memperkuat sistem distribusi dengan
teknologi yang lebih canggih dan memastikan bahwa setiap tahapan
distribusi memenuhi standar halal.

Penyimpanan produk perikanan yang tidak sesuai dengan
standar juga menjadi praktik berisiko yang ditemukan di lapangan.
Beberapa produk perikanan disimpan bersama produk non-
halal tanpa ada pembatas yang jelas, yang dapat menyebabkan
kontaminasi silang. Praktik ini harus dihindari dengan memastikan
bahwa produk halal disimpan di fasilitas yang terpisah dan
menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai dengan standar
halal. Pengawasan yang ketat terhadap fasilitas penyimpanan dapat
mengurangi risiko pencemaran produk perikanan halal.

Dalam hal penggunaan alat pengolahan, praktik berisiko lainnya
adalah penggunaan peralatan yang tidak terpisah antara produk
halal dan non-halal. Beberapa pengolah ikan masih menggunakan
alatyang sama untuk kedua jenis produk ini tanpa pembersihan yang
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memadai. Hal ini dapat menyebabkan produk halal terkontaminasi
dengan bahan yang tidak halal. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan
dalam hal penggunaan peralatan yang sesuai dan terpisah antara
produk halal dan non-halal.

Keterbatasan pengetahuan tentang standar halal juga menjadi
masalah yang ditemukan dalam beberapa praktik pengolahan
perikanan. Beberapa pelaku industri perikanan belum sepenuhnya
memahami pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahap
produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk itu, pelatihan dan
sosialisasi mengenai halal kepada para produsen dan pengolah
ikan harus dilakukan secara terus-menerus. Peningkatan kesadaran
ini akan membantu memastikan bahwa produk perikanan yang
dihasilkan memenuhi standar halal yang ketat.

Meskipun terdapat beberapa praktik baik yang diterapkan,
tantangan besar masih ada dalam memastikan bahwa seluruh
rantai nilai perikanan memenuhi standar halal yang diperlukan.
Pengawasan yang lebih ketat dan implementasi teknologi yang tepat
akan membantu mengurangi praktik berisiko dan meningkatkan
integritas produk perikanan halal (Anissah et al., 2021). Penerapan
standar yang lebih jelas dan pelatihan yang intensif bagi para pelaku
industri akan mendorong industri perikanan Indonesia menuju
keberlanjutan yang lebih baik.
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1. Konsep Halal Logistics

Halal logistics merujuk pada sistem dan proses distribusi yang
memastikan bahwa produk yang bergerak melalui rantai pasok
tetap memenuhi standar halal yang ditetapkan. Pada industri
perikanan, konsep ini mencakup seluruh kegiatan yang dimulai
dari pengolahan produk, penyimpanan, dan pengangkutan, hingga
produk mencapai konsumen akhir. Salah satu aspek utama dalam
halal logistics adalah memastikan tidak ada kontaminasi silang
antara produk halal dan non-halal, baik dalam peralatan, fasilitas,
maupun proses distribusi (S. Khan et al., 2023). Oleh karena itu,
penerapan sistem halal logistics yang efektif sangat penting untuk
menjaga integritas dan kehalalan produk perikanan.

Salah satu elemen kunci dalam halal logistics adalah segregasi
produk halal dan non-halal dalam setiap tahap distribusi. Hal ini
melibatkan pemisahan fisik antara produk halal dengan produk
non-halal selama pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan.
Misalnya, produk perikanan halal harus disimpan di ruang yang
terpisah dari produk non-halal di fasilitas penyimpanan dan
distribusi. Hal ini juga mencakup penggunaan peralatan yang
khusus untuk produk halal, seperti pemisahan kontainer dan alat
pengolah untuk mencegah kontaminasi silang. Penerapan segregasi
yang ketat dapat mengurangi risiko kontaminasi dan memastikan
bahwa produk perikanan halal tetap terjaga kualitasnya.

Kualitas dan integritas produk selama proses distribusi sangat
bergantung pada penggunaan cold chain system yang efisien.

Produk perikanan, terutama ikan segar dan produk olahan lainnya,
sangat rentan terhadap perubahan suhu yang dapat mempengaruhi
kualitas dan kehalalannya. Tanpa pengendalian suhu yang tepat,
produk dapat rusak atau tercemar oleh mikroorganisme yang
dapat mengurangi kualitas dan menyebabkan produk menjadi tidak
halal (Azhari et al., 2023). Cold chain system yang terintegrasi, dari
pengolahan hingga distribusi, membantu menjaga suhu produk
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pada tingkat yang aman dan optimal, memastikan produk tetap
dalam kondisi terbaik sampai tiba di tangan konsumen.

Selain kontrol suhu, waktu transportasi juga memainkan peran
penting dalam halal logistics. Semakin lama produk berada dalam
proses distribusi, semakin besar kemungkinan produk tersebut
terkontaminasi atau mengalami kerusakan. Sehingga penting
untuk meminimalkan waktu transit dengan menggunakan sistem
distribusi yang efisien. Dalam hal ini, pemilihan jalur distribusi yang
cepat dan tepat menjadi faktor penting dalam menjaga kehalalan
produk perikanan. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen
distribusi, seperti tracking system berbasis GPS dan RFID, dapat
mempermudah pemantauan pergerakan produk dan memastikan
bahwa produk sampai ke tujuan dalam kondisi optimal (Chen et al.,
2021).

Keamanan dan kebersihan fasilitas penyimpanan dan
transportasi juga menjadi bagian integral dari halal logistics.
Fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan dan pengangkutan
produk halal harus mematuhi standar kebersihan yang tinggi
untuk mencegah adanya kontaminasi atau pencemaran dari luar.
Selain itu, alat dan kendaraan yang digunakan dalam proses
distribusi harus dijaga kebersihannya agar tidak mencemari produk
perikanan halal. Pemeriksaan rutin terhadap kebersihan fasilitas
dan kendaraan distribusi harus dilakukan untuk memastikan bahwa
produk yang disalurkan tidak terpapar bahan-bahan non-halal atau
terkontaminasi oleh kuman dan bakteri.

Dalam pengelolaan logistik halal, pemanfaatan teknologi
sangat penting untuk memastikan integritas dan kualitas produk.
Teknologi seperti Internet of Things (loT) dapat digunakan untuk
memantau kondisi produk selama proses pengiriman. Misalnya,
sensor suhu yang terhubung dengan sistem loT dapat memberikan
informasi secara real-time tentang suhu dalam kendaraan atau
fasilitas penyimpanan. Dengan sistem seperti ini, pengelola logistik
dapat segera mengetahui jika terjadi fluktuasi suhu yang dapat
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mempengaruhi kualitas produk dan mengambil tindakan segera
untuk memperbaiki situasi tersebut.

Dokumentasi dan pelabelan yang tepat juga sangat penting
dalam halal logistics. Setiap produk yang bergerak melalui rantai
distribusi harus dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas dan label
halal yang sah. Label halal memberikan informasi kepada konsumen
bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat-syarat halal yang
ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Selain itu,
sistem dokumentasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk
melacak pergerakan produk dan memverifikasi bahwa produk telah
diproses dan didistribusikan sesuai dengan standar halal.

Bagi pelaku usaha perikanan, memahami dan menerapkan
prinsip-prinsip halal logistics tidak hanya penting untuk memenubhi
standarhalal, tetapijugauntukmemperluas pasar. Pasarinternasional,
terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar,
semakin mengutamakan produk halal yang terjamin keamanannya.
Penerapan halal logistics dapat memberikan keuntungan kompetitif
bagi perusahaan perikanan yang ingin memasuki pasar global.
Sertifikasi halal dan penerapan sistem distribusi yang sesuai dengan
standar internasional akan meningkatkan daya saing produk
perikanan Indonesia di pasar internasional.

Penerapan sistem audit dan pengawasan yang baik juga
diperlukan untuk memastikan bahwa halal logistics berjalan dengan
efektif. Setiap perusahaan yang terlibat dalam distribusi produk
perikanan halal harus memiliki mekanisme audit yang dapat
memverifikasi apakah produk yang mereka distribusikan memenuhi
semua persyaratan halal yang ditetapkan. Audit ini dapat mencakup
pemeriksaan terhadap fasilitas penyimpanan, kendaraan distribusi,
serta proses pengolahan untuk memastikan bahwa tidak ada
pencemaran silang yang terjadi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang
halal logistics juga merupakan langkah penting untuk memastikan
keberhasilan implementasi sistem ini. Para pekerja yang terlibat
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dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk perikanan
halal harus dilatih untuk memahami prinsip-prinsip halal logistics
dan menjaga standar halal dalam setiap tahapan. Pelatihan ini
tidak hanya mencakup aspek teknis distribusi, tetapi juga tentang
pemahaman hukum syariah terkait kehalalan produk perikanan.
Dengan adanya pelatihan yang memadai, diharapkan industri
perikanan Indonesia dapat mengelola sistem halal logistics dengan
lebih baik.

2. Cold Chain System dan Posisinya dalam Menjaga Integritas

Halal

Cold chain system memainkan peran yang sangat penting
dalam industri perikanan untuk menjaga integritas halal serta mutu
produk. Sistem ini melibatkan pengendalian suhu yang ketat selama
seluruh rantai distribusi produk perikanan, mulai dari pengolahan
hingga produk sampai ke konsumen. Produk perikanan, terutama
ikan segar dan olahan, sangat rentan terhadap perubahan suhu yang
dapat merusak kualitasnya. Penerapan cold chain system yang baik
sangat penting untuk memastikan bahwa produk perikanan tetap
dalam kondisi terbaik dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme
berbahaya.

Proses penyimpanan dalam cold chain system sangat
bergantung pada kontrol suhu yang efektif. Suhu penyimpanan yang
tidak terjaga dengan baik dapat mempercepat proses pembusukan
pada produk ikan, yang pada gilirannya dapat merusak kualitasnya
dan meningkatkan risiko kontaminasi mikroba. Cold chain system
yang optimal memastikan bahwa produk perikanan disimpan pada
suhu yang aman untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat
memengaruhi kehalalan dan kualitas produk. Dengan menjaga suhu
yang tepat, baik pada tahap pengolahan, penyimpanan, maupun
distribusi, kualitas dan kehalalan produk perikanan tetap terjaga.

Transportasi produk perikanan juga memerlukan perhatian
khusus dalam cold chain system. Produk yang sensitif terhadap suhu,
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seperti ikan segar, harus dikirim dalam kondisi yang tetap terjaga
suhunya untuk memastikan kualitas dan kehalalannya. Penggunaan
kendaraan yang dilengkapi dengan alat pendingin atau refrigerated
trucks adalah solusi untuk menjaga suhu produk selama perjalanan
(Bawa Susana & Perdana Putra, 2024). Dalam distribusi jarak jauh,
terutama ke pasar internasional, teknologi seperti GPS tracking dan
sensor suhu yang terhubung ke sistem cloud sangat membantu
dalam memantau kondisi produk secara real-time, sehingga potensi
kerusakan atau kontaminasi dapat dihindari.

Selain menjaga kualitas fisik produk, cold chain system juga
berfungsi untuk memastikan tidak terjadinya kontaminasi silang
antara produk halal dan non-halal. Dalam proses distribusi, sering kali
terdapat risiko bahwa produk perikanan halal dapat terkontaminasi
oleh produk non-halal, terutama jika tidak ada sistem segregasi yang
jelas. Penerapan cold chain system yang terpisah antara produk halal
dan non-halal sangat penting. Pemisahan fasilitas penyimpanan dan
transportasi untuk produk halal dan non-halal membantu menjaga
integritas halal produk perikanan.

Salah satu tantangan dalam penerapan cold chain system adalah
infrastruktur yang terbatas di beberapa daerah, terutama di wilayah
pesisir dan pedalaman (Asamoah et al., 2021). Keterbatasan dalam
hal fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti cold storage atau
refrigerated warehouses, dapat menyebabkan penurunan kualitas
produk perikanan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Perlu
adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur cold chain yang
lebih baik, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas
yang memadai. Dengan infrastruktur yang memadai, kualitas produk
dapat dipertahankan dengan lebih baik selama distribusi.

Dalam konteks internasionalisasi produk perikanan, cold chain
system memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi
standar kualitas dan halal yang diharapkan oleh pasar global.
Negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi dan
Uni Emirat Arab, semakin menekankan pentingnya sistem cold chain
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yang tepat untuk produk halal. Penerapan sistem cold chain yang
sesuai dengan standar internasional membantu meningkatkan
daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Pengusaha
perikanan perlu memahami pentingnya cold chain system dalam
menjaga kualitas dan kehalalan produk perikanan yang diekspor.

Penyimpanan dan distribusi yang efisien dengan menggunakan
cold chain system juga dapat mengurangi waste atau pemborosan
yang sering terjadi dalam industri perikanan. Produk perikanan
yang tidak terjaga suhunya dengan baik dapat rusak sebelum
sampai ke konsumen, yang mengakibatkan kerugian besar
bagi produsen. Dengan memastikan bahwa produk perikanan
didistribusikan dalam kondisi terbaik, cold chain system membantu
mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi distribusi
produk (Budiyanto et al., 2023). Hal ini tidak hanya menguntungkan
produsen, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pasar yang
semakin tinggi terhadap produk perikanan berkualitas.

Cold chain system yang baik juga berfungsi sebagai jaminan
mutu dalam menjaga integritas produk perikanan dari hulu hingga
hilir. Di setiap titik distribusi, baik itu pengolahan, penyimpanan,
atau pengiriman, produk perikanan harus dijaga kualitasnya agar
memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini termasuk
menjaga kesegaran, tekstur, dan rasa ikan, yang semuanya dapat
dipengaruhi oleh suhu yang tidak tepat. Dengan adanya sistem
cold chain yang tepat, kualitas produk perikanan dapat terjaga dan
produk tersebut tetap memenuhi standar mutu yang diharapkan
oleh konsumen.

Sistem digitalisasi dalam pengelolaan cold chain system juga
semakin berkembang, memungkinkan pemantauan kondisi produk
secara real-time. Penggunaan teknologi seperti sensor loT dan
blockchain memungkinkan produsen dan distributor untuk melacak
pergerakan produk perikanan dan memastikan bahwa suhu tetap
terjaga selama distribusi. Dengan teknologi ini, transparansi dalam
rantai pasok dapat terjaga, dan konsumen dapat yakin bahwa

71



Dr. Muhamad Takhim, SE., M.S.I

produk yang mereka beli telah melewati sistem distribusi yang
sesuai dengan standar halal dan mutu yang ketat.

Untuk memastikan bahwa cold chain system berjalan dengan
efektif, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas
bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi. SOP ini harus
mencakup semua aspek teknis terkait dengan pengelolaan suhu,
pemisahan produk halal dan non-halal, serta pengawasan fasilitas
yang digunakan. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pihak yang
terlibat dalam distribusi produk perikanan dapat mematuhi standar
yang ditetapkan dan memastikan bahwa produk yang dikirim sampai
ke konsumen dalam kondisi terbaik dan sesuai dengan prinsip halal.

3. Risiko Kontaminasi Selama Transportasi dan Penyimpanan

Transportasi dan penyimpanan produk perikanan adalah dua
aspek penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk,
terutama dalam cold chain system. Risiko kontaminasi selama
transportasi sangat bergantung pada kondisi alat transportasi,
kebersihan fasilitas, dan cara pengelolaan produk selama perjalanan.
Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi
adalah ketidakmampuan untuk menjaga suhu yang tepat selama
transportasi (Lorenc, 2023). Produk perikanan yang tidak disimpan
atau diangkut dalam suhu yang sesuai dapat mempercepat proses
pembusukan atau menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme
patogen yang dapat merusak kualitas produk dan menurunkan
tingkat kehalalannya.

Salah satu risiko terbesar dalam transportasi adalah kontaminasi
silang antara produk halal dan non-halal. Dalam proses distribusi,
seringkali produk perikanan halal dan non-halal ditempatkan dalam
kendaraan yang sama tanpa pemisahan yang jelas. Hal ini dapat
menyebabkan produk halal terkontaminasi oleh produk non-halal,
baik melalui udara, alat transportasi yang digunakan, maupun
wadah yang dipakai. Sehingga sangat penting untuk memastikan
bahwa kendaraan yang digunakan untuk distribusi produk halal
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terpisah dari yang digunakan untuk produk non-halal dan bahwa
alat transportasi tersebut telah dibersihkan secara menyeluruh.

Selain itu, produk perikanan yang terkontaminasi dengan
bahan kimia atau limbah yang berasal dari kendaraan atau fasilitas
penyimpanan yang tidak bersih juga berisiko kehilangan kehalalan
dan kualitasnya. Penyimpanan yang tidak memadai dalam fasilitas
distribusi juga dapat meningkatkan risiko kontaminasi, baik
secara biologis maupun kimiawi (Bartakova et al., 2023). Fasilitas
penyimpanan yang tidak terjaga kebersihannya atau yang tidak
mampu mengontrol suhu dengan baik dapat menyebabkan
penurunan kualitas produk perikanan. Diperlukan adanya sistem
pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas
transportasi dan penyimpanan memenuhi standar kebersihan dan
pengendalian suhu yang ketat.

Selain masalah kebersihan, waktu transit juga memengaruhi
risiko kontaminasi. Semakin lama produk perikanan berada dalam
perjalanan atau disimpan dalam kondisi yang tidak terkontrol,
semakin besar kemungkinan produk tersebut akan mengalami
penurunan kualitas atau terkontaminasi oleh mikroorganisme.
Waktu penyimpanan yang terlalu lama juga dapat memengaruhi
tekstur dan rasa produk perikanan, menjadikannya tidak menarik
bagi konsumen. Untuk mengurangi risiko ini, pengelolaan distribusi
dan penyimpanan harus dilakukan dengan sangat efisien dan cepat,
serta memastikan bahwa produk sampai ke konsumen dalam waktu
yang tepat dan dalam kondisi terbaik.

Salah satu langkah pencegahan penting dalam transportasi
adalah penggunaan teknologi untuk memonitor suhu secara real-
time. Teknologi seperti sensor loT yang dapat melacak suhu selama
perjalanan sangat berguna untuk memastikan bahwa produk
perikanan tidak terpapar suhu yang tidak sesuai. Sistem pelacakan
ini memungkinkan pengelola logistik untuk mengetahui kondisi
produk setiap saat, sehingga dapat segera mengambil tindakan
jika terjadi penyimpangan suhu yang dapat merusak produk.
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Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan
transparansi dalam rantai distribusi, yang semakin penting dalam
menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan halal.

Penyimpanan yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas
dan kehalalan produk perikanan. Penyimpanan yang tidak sesuai,
baik dalam hal suhu maupun kebersihan, dapat menyebabkan
kontaminasi produk perikanan. Misalnya, produk perikanan yang
disimpan pada suhu yang tidak tepat dapat berkembang biak
bakteri berbahaya yang merusak kualitas dan kehalalan produk.
Penyimpanan dalam cold storage yang terkontrol suhu dan
kelembabannya sangat penting untuk mempertahankan kualitas
dan kehalalan produk. Selain itu, penggunaan rak dan fasilitas
penyimpanan yang bersih juga sangat penting untuk mencegah
paparan terhadap bahan non-halal.

Salah satu tantangan dalam penerapan cold chain system adalah
biaya yang tinggi untuk infrastruktur dan peralatan (Oyadiran et al,,
2021). Untuk memenuhi standar penyimpanan dan transportasi
yang baik, perusahaan perikanan harus berinvestasi dalam
alat pendingin, ruang penyimpanan yang terkontrol suhu, dan
teknologi pemantauan suhu secara real-time. Meskipun investasi
ini cukup besar, pengelolaan sistem cold chain yang baik dapat
membantu mengurangi pemborosan, menjaga kualitas produk, dan
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar internasional.

Dalam distribusi internasional, risiko kontaminasi selama
transportasi dapat diperburuk oleh proses bea cukai dan pemeriksaan
di negara tujuan. Produk perikanan yang tidak memenuhi standar
internasional, baik dari segi kualitas maupun halal, bisa tertahan
di perbatasan atau dikenakan biaya tambahan yang tinggi. Sangat
penting untuk memastikan bahwa produk perikanan yang diekspor
memenuhi semua persyaratan kualitas dan halal yang ditetapkan
oleh negara tujuan. Penerapan cold chain yang sesuai dengan
standar internasional dapat mempermudah proses ekspor dan
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membantu produk perikanan Indonesia diterima dengan baik di
pasar global.

Selain risiko fisik, kontaminasi mikroba selama transportasi dan
penyimpanan juga merupakan faktor penting yang perlu diatasi.
Ikan segar dan produk perikanan lainnya sangat rentan terhadap
kontaminasi mikroba, yang dapat menyebabkan kerusakan pada
produk dan bahkan menurunkan kualitas kehalalan produk.
Penggunaan bahan pengemas yang aman dan teknologi pengolahan
yang tepat selama pengemasan dan distribusi sangat penting untuk
mencegah terjadinya kontaminasi mikroba. Fasilitas penyimpanan
yang higienis dan penggunaan bahan pengemas yang steril juga
akan membantu menjaga kualitas dan kehalalan produk perikanan.

Pengawasanyang ketat dan penerapan teknologi canggih dalam
pengelolaan cold chain system akan meningkatkan kualitas dan
kehalalan produk perikanan. Keterlibatan semua pihak dalam rantai
pasok, mulai dari produsen hingga distributor, sangat diperlukan
untuk menjaga integritas produk perikanan. Dengan memastikan
bahwa suhu, kebersihan, dan waktu transit terjaga dengan baik,
risiko kontaminasi dapat diminimalkan, dan produk perikanan yang
dihasilkan tetap memenuhi standar halal yang diinginkan. Hal ini
akan memperkuat industri perikanan Indonesia dan membuka
peluang pasar yang lebih besar di tingkat internasional.

4. Keterbatasan Infrastruktur Logistik di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan
besar dalam hal infrastruktur logistik, yang mempengaruhi efisiensi
distribusi produk perikanan. Salah satu masalah utama adalah
keterbatasan fasilitas cold storage di banyak daerah, terutama di
daerah pesisir dan pedalaman. Banyak daerah yang belum memiliki
fasilitas penyimpanan dengan suhu terkontrol yang memadai, yang
sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk
perikanan. Tanpa adanya cold storage yang memadai, produk
perikanan dapat rusak selama proses distribusi, menyebabkan
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kerugian bagi produsen dan menurunkan daya saing produk
perikanan Indonesia di pasar global (Setiawan et al., 2021).

Selain itu, akses transportasi yang terbatas di beberapa
wilayah juga menjadi hambatan dalam distribusi produk perikanan.
Infrastruktur jalan dan pelabuhan yang tidak memadai menyebabkan
keterlambatan dalam pengiriman produk perikanan dari daerah
pengolahan ke pasar, baik domestik maupun internasional (Ansofino,
2024). Keadaan ini meningkatkan biaya logistik, mengurangi
keuntungan bagi produsen, dan memperburuk ketidakstabilan
harga produk perikanan. Penguatan infrastruktur transportasi, baik
melalui jalan raya, pelabuhan, maupun fasilitas bandara, sangat
diperlukan untuk memperlancar distribusi produk perikanan di
seluruh Indonesia.

Ketidakmerataan distribusi fasilitas logistik antar daerah juga
menghambat proses distribusi yang efisien. Beberapa daerah
penghasil perikanan utama seperti Sumatra, Jawa, dan Sulawesi
memiliki fasilitas logistik yang lebih lengkap dibandingkan dengan
daerah lainnya, seperti Papua dan Nusa Tenggara (Stacey et al.,, 2021).
Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam
distribusi produk perikanan, yang mengarah pada pemborosan dan
ketidakstabilan pasokan di daerah-daerah yang kurang memiliki
fasilitas logistik yang memadai. Pembangunan dan distribusi
fasilitas logistik yang lebih merata dapat membantu memperbaiki
ketidakmerataan pasokan perikanan di seluruh Indonesia.

Keterbatasan dalam sistem pengolahan juga berkontribusi
terhadap masalah infrastruktur logistik di sektor perikanan. Banyak
fasilitas pengolahan ikan yang masih menggunakan metode
tradisional yang tidak dapat mendukung pengolahan dalam skala
besar atau pengolahan produk dengan standar internasional.
Teknologi yang kurang memadai untuk menjaga kualitas produk
perikanan selama pengolahan dapat menyebabkan penurunan
mutu dan kehalalan produk. Modernisasi fasilitas pengolahan dan
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pengenalan teknologi yang lebih efisien dan higienis sangat penting
untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

Kurangnya dukungan dari teknologi informasi dalam
mengelola distribusi juga menjadi masalah dalam sistem logistik
perikanan di Indonesia. Banyak pelaku industri perikanan yang
belum memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi distribusi
dan penyimpanan produk secara real-time. Tanpa adanya sistem
pelacakanyang terintegrasi, pengelolaan distribusi produk perikanan
menjadi kurang efisien, dan risiko kontaminasi atau kerusakan
produk menjadi lebih tinggi (Rahman et al, 2021). Penerapan
teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan blockchain dapat
membantu memonitor suhu dan kondisi produk selama distribusi,
sehingga kualitas dan kehalalan produk tetap terjaga.

Ketergantungan pada transportasi laut di Indonesia juga
memperburuk keterbatasan infrastruktur logistik perikanan.
Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak
daerah yang tidak memiliki pelabuhan yang memadai untuk
mendukung distribusi produk perikanan secara cepat dan efisien.
Fasilitas pelabuhan yang terbatas menghambat arus distribusi
barang dan meningkatkan waktu transit produk perikanan. Perlu
dilakukan pembangunan dan perbaikan pelabuhan yang ada, serta
pengembangan pelabuhan baru di daerah-daerah yang memiliki
potensi perikanan besar.

Ketidaktersediaan fasilitas penyimpanan yang cukup di
banyak pasar domestik juga menjadi masalah besar dalam sistem
distribusi perikanan. Banyak pasar yang tidak memiliki ruang
penyimpanan yang sesuai untuk produk perikanan, terutama ikan
segar yang membutuhkan suhu rendah untuk menjaga kualitas.
Tanpa fasilitas yang memadai, produk perikanan sering kali
disimpan dalam kondisi yang tidak ideal, mempercepat proses
pembusukan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Pembangunan
fasilitas penyimpanan yang cukup di pasar-pasar domestik akan
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sangat membantu dalam menjaga kualitas produk perikanan dan
mengurangi pemborosan.

Keterbatasan dalam pendanaan untuk pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur logistik juga menjadi tantangan besar.
Banyak perusahaan kecil dan menengah (UKM) dalam industri
perikanan yang tidak memiliki cukup modal untuk berinvestasi
dalam fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai.
Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan
dalam bentuk pembiayaan atau insentif untuk membantu UKM
dalam memperbaiki infrastruktur logistik mereka. Pendanaan yang
cukup akan mempercepat pembangunan fasilitas yang dibutuhkan
untuk meningkatkan distribusi produk perikanan.

Regulasi yang tidak konsisten mengenai standar logistik
perikanan di Indonesia juga menjadi hambatan dalam pengelolaan
distribusi yang efisien. Peraturan yang berbeda antara pemerintah
daerah dan pusat, sertaantara sektor perikanan dan sektor lain seperti
makanan dan minuman, sering kali menyebabkan kebingungannya
implementasi. Standar yang jelas dan seragam tentang logistik
perikanan harus ditetapkan agar produsen, distributor, dan pelaku
usaha lainnya dapat mengikuti prosedur yang sama dalam menjaga
kualitas dan kehalalan produk perikanan. Hal inijuga akan membantu
memastikan bahwa produk perikanan Indonesia memenuhi standar
internasional dalam hal distribusi dan penyimpanan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan
logistik perikanan juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan
infrastruktur ini. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam
pengelolaan logistik dapat membantu meningkatkan efisiensi
distribusi dan menjaga kualitas produk perikanan. Oleh karena
itu, perlu ada program pelatihan yang terfokus pada pengelolaan
logistik  perikanan, termasuk dalam penerapan teknologi,
pengelolaan fasilitas penyimpanan, dan pengawasan distribusi.
Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, industri
perikanan dapat berkembang dengan lebih efisien.
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5. Model Segregasi Halal dan Praktik Penerapan di Beberapa

Negara

Model segregasi halal dalam distribusi produk perikanan
merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas halal
produk selama seluruh rantai pasok (Ali et al., 2022). Di Indonesia,
penerapan model ini sangat penting mengingat banyaknya
produk perikanan yang harus dibedakan antara yang halal dan
non-halal. Segregasi halal memastikan bahwa produk perikanan
yang diproduksi dan didistribusikan tidak tercampur dengan
bahan yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti daging
babi atau alkohol (Usman et al., 2024). Dengan model ini, baik di
fasilitas pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi, produk halal
dan non-halal harus dipisahkan secara fisik untuk menghindari
kontaminasi silang yang dapat merusak kehalalan produk.

Praktik segregasi halal telah diterapkan dengan sukses di
beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar. Sebagai
contoh, di Malaysia, model segregasi diterapkan secara ketat di
seluruh rantai pasok makanan, termasuk produk perikanan. Fasilitas
pengolahan, penyimpanan, dan distribusi di Malaysia diwajibkan
untuk memiliki area terpisah untuk produk halal dan non-halal.
Bahkan di beberapa fasilitas distribusi, produk halal dan non-
halal ditempatkan dalam jalur yang berbeda untuk menghindari
kontaminasi silang. Negara ini juga mengharuskan penggunaan
peralatan pengolahan yang khusus untuk produk halal, yang tidak
boleh digunakan untuk memproses bahan non-halal. Penerapan
model segregasi halal yang ketat di Malaysia telah terbukti efektif
dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk perikanan yang
dihasilkan.

Di Arab Saudi, penerapan model segregasi halal di sektor
perikanan juga sangat ketat. Pemerintah Arab Saudi mengatur agar
produk perikanan halal diproses dan didistribusikan melalui saluran
distribusi yang terpisah dari produk non-halal. Fasilitas pengolahan
ikan di Arab Saudi juga harus memenuhi standar halal logistics
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yang ketat, yang mencakup pemisahan alat pengolahan, fasilitas
penyimpanan, dan transportasi untuk produk halal. Sistem ini tidak
hanya menjamin kehalalan produk perikanan yang diproduksi,
tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar
keamanan pangan internasional. Segregasi halal yang diterapkan di
Arab Saudi menjadi contoh praktik terbaik dalam industri perikanan,
yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia,
untuk meningkatkan integritas produk halal mereka.

Turki juga memiliki sistem segregasi halal yang berhasil
diterapkan dalam distribusi makanan, termasuk produk perikanan.
Negara ini mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang
diproduksi dan didistribusikan, serta menerapkan sistem pemisahan
antara produk halal dan non-halal pada setiap tahap pengolahan
dan distribusi. Di beberapa supermarket dan pasar modern,
produk perikanan halal dan non-halal dipisahkan dengan jelas,
baik di rak penyimpanan maupun dalam sistem pembelian. Praktik
ini membantu konsumen Muslim di Turki untuk dengan mudah
memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, Turki
juga mengintegrasikan teknologi informasi untuk memantau status
kehalalan produk sepanjang rantai distribusi, yang meningkatkan
transparansi dan kepercayaan konsumen.

Di Uni Emirat Arab, penerapan model segregasi halal juga
dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama di pasar perikanan dan
fasilitas pengolahan. Pemerintah negara ini menerapkan regulasi
yang sangat ketat mengenai penggunaan fasilitas yang terpisah
untuk produk halal dan non-halal. Selain itu, sistem audit yang
rutin dilakukan di fasilitas produksi dan distribusi memastikan
bahwa standar halal selalu dipenuhi. Praktik segregasi halal di Uni
Emirat Arab tidak hanya diterapkan pada produk perikanan, tetapi
juga pada makanan dan minuman lainnya yang beredar di pasar.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen
dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan
prinsip syariah.
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Penerapan model segregasi halal di negara-negara tersebut
dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan
sistem distribusi perikanan halal yang lebih baik. Di Indonesia,
meskipun ada beberapa perusahaan perikanan yang sudah mulai
menerapkan segregasi halal, masih ada tantangan besar dalam
memastikan bahwa seluruh rantai distribusi memenuhi standar
yang ditetapkan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan
infrastruktur logistik di beberapa daerah yang menghambat
penerapan segregasi halal secara konsisten (Andespa et al.,, 2024).
Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan standar
operasional yang jelas mengenai segregasi halal di setiap fasilitas
pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk perikanan, serta
memastikan bahwa standar ini diikuti oleh semua pelaku industri.

Di Indonesia, pengembangan model segregasi halal pada
produk perikanan juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi
antar lembaga, seperti BPJPH, MUI, dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP). Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga,
regulasi yang jelas mengenai segregasi halal dapat diterapkan
dengan lebih efektif di seluruh sektor perikanan. Pemerintah juga
dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha perikanan yang
menerapkan sistem segregasi halal secara penuh, baik dalam hal
fasilitas, peralatan, maupun proses distribusi.

Penerapan teknologi digital dalam pengawasan dan
pemantauan produk perikanan juga dapat mendukung sistem
segregasi halal yang lebih efektif. Teknologi seperti blockchain
dan loT dapat digunakan untuk memantau pergerakan produk
perikanan dalam rantai distribusi, serta memastikan bahwa setiap
tahap distribusi dilakukan dengan memperhatikan aspek halal.
Dengan adanya teknologi ini, produsen dan konsumen dapat
memiliki akses yang lebih mudah untuk memverifikasi kehalalan
produk, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan
dalam industri perikanan.
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Peningkatan kesadaran di kalangan pelaku industri dan
konsumen mengenai pentingnya segregasi halal juga merupakan
langkah penting dalam mewujudkan sistem distribusi yang lebih
baik. Pelatihan dan sosialisasi mengenai standar halal dan praktik
segregasi halal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan
bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam menjaga
kehalalan produk (Astuti et al, 2023). Dengan meningkatkan
kesadaran ini, diharapkan praktik segregasi halal dapat diterapkan
dengan lebih luas di seluruh sektor perikanan Indonesia.

6. Rekomendasi Penguatan Logistik Halal pada Sektor

Perikanan

Untuk memastikan integritas produk perikanan halal,
penguatan logistik halal pada sektor perikanan di Indonesia sangat
diperlukan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah
dengan meningkatkan infrastruktur cold chain di seluruh rantai
distribusi. Pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk
membangun fasilitas penyimpanan dan transportasi yang dilengkapi
dengan teknologi yang mampu menjaga suhu yang stabil. Dengan
adanya infrastruktur cold chain yang memadai, kualitas dan kehalalan
produk perikanan akan lebih terjamin, dan produk dapat sampai ke
konsumen dalam kondisi terbaik.

Selain itu, perlu adanya standarisasi sistem segregasi yang
lebih ketat di setiap fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan
distribusi produk perikanan. Setiap pelaku industri perikanan, mulai
dari nelayan hingga pengolah dan distributor, harus mematuhi
standar yang jelas mengenai segregasi halal dan non-halal.
Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mengatur
penerapan segregasi halal yang harus diikuti oleh seluruh pelaku
industri perikanan, serta memberikan sanksi tegas bagi yang tidak
mematuhi aturan tersebut. Dengan sistem segregasi yang lebih
baik, risiko kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal
dapat diminimalkan.
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Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan logistik
halal dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat
transparansi. Teknologi seperti blockchain, Internet of Things (loT),
dan sistem pelacakan berbasis GPS memungkinkan pemantauan
produk secara real-time, mulai dari proses pengolahan hingga
distribusi ke konsumen (Y. Khan et al., 2022). Dengan teknologi ini,
konsumen dapat mengetahui secara pasti status kehalalan produk
yang mereka beli, serta memastikan bahwa produk tersebut tidak
terpapar bahan non-halal. Implementasi teknologi digital juga dapat
membantu dalam pengawasan, sehingga seluruh proses distribusi
dapat dipantau dengan lebih transparan dan akurat.

Selain itu, pelatihan dan sertifikasi untuk para pelaku industri
perikanan terkait penerapan logistik halal sangat penting. Banyak
pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),
yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya logistik
halal. Program pelatihan yang berfokus pada prosedur halal logistics,
standar kebersihan, dan pemisahan produk halal dan non-halal
akan sangat bermanfaat. Dengan memberikan pemahaman yang
baik tentang halal logistics, pelaku industri perikanan dapat lebih
mudah mematuhi standar halal yang diterapkan dan meningkatkan
kualitas produk mereka.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada pelaku
usaha perikanan yang berhasil menerapkan sistem logistik halal
yang baik dan memenuhi standar internasional. Insentif ini
dapat berupa pengurangan pajak, subsidi untuk pengembangan
infrastruktur, atau bantuan teknis dalam pembangunan fasilitas cold
chain dan sistem distribusi yang halal. Insentif ini diharapkan dapat
mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berinvestasi dalam
penerapan logistik halal yang lebih baik, serta meningkatkan daya
saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Dalam hal sistem distribusi, perlu diperkuat kerjasama antar
pelaku industri, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Koordinasi
yang lebih baik antar pemerintah, perusahaan logistik, dan produsen
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perikanan akan mempercepat proses distribusi dan meminimalkan
hambatan yang terjadi dalam rantai pasok (Nha Trang et al., 2022).
Peningkatan koordinasi ini juga akan memastikan bahwa produk
halal dapat diterima tepat waktu dan dalam kondisi yang terjaga
kualitasnya oleh konsumen. Penguatan kerjasama ini akan membuat
distribusi produk perikanan menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Untuk memperkuat standarisasi halal dalam distribusi produk
perikanan, perlu adanya sistem audit yang rutin di setiap fasilitas
yang terlibat dalam rantai distribusi. Audit ini akan memastikan
bahwa semua prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar
halal yang ditetapkan, mulai dari penggunaan bahan baku, proses
pengolahan, hingga distribusi produk. Selain itu, audit yang rutin
akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam proses
distribusi, seperti risiko kontaminasi silang atau penyimpanan
yang tidak sesuai standar. Dengan adanya audit yang terstruktur,
integritas halal produk perikanan akan lebih terjamin.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam
bidanglogistik halal juga menjadihal yang penting untuk memastikan
kelancaran implementasi sistem logistik halal. Pekerja yang terlibat
dalam distribusi, pengolahan, dan penyimpanan produk perikanan
perlu dilatih untuk memahami prinsip-prinsip halal logistics dan
pentingnya menjaga kualitas serta kehalalan produk. Program
pelatihan ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah atau pihak
swasta yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia
di sektor perikanan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, sektor
logistik halal dalam industri perikanan Indonesia akan lebih kuat
dan siap menghadapi tantangan global.

Pembangunan infrastruktur logistik yang lebih baik dan merata
juga perlu diperhatikan, terutama di daerah-daerah pesisir yang
menjadi pusat produksi perikanan. Peningkatan fasilitas seperti cold
storage dan refrigerated trucks di daerah pengolahan perikanan
akan membantu menjaga kualitas produk dan mengurangi
pemborosan akibat kerusakan produk perikanan (Tavares et al,
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2021). Selain itu, peningkatan fasilitas pelabuhan dan transportasi
juga akan mempercepat proses distribusi ke pasar internasional,
memungkinkan produk perikanan Indonesia untuk bersaing lebih
baik di pasar global.

Untuk memperkuat sistem logistik halal pada sektor perikanan,
diperlukan sinergi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta.
Pemerintah perlu mendukung kebijakan yang mengatur standar
logistik halal yang lebih jelas, sementara sektor swasta perlu
berinovasi dengan mengadopsi teknologi terbaru dan membangun
infrastruktur yang lebih baik. Kolaborasi antara kedua sektor ini
akan menciptakan sistem distribusi perikanan yang lebih efisien,
terjangkau, dan dapat menjamin kehalalan produk hingga sampai
ke konsumen.
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1. Rasional Pengembangan Model Integratif

Pengembangan model integratif dalam industri perikanan halal
berkelanjutan bertujuan untuk menjawab tantangan kompleks yang
dihadapi oleh sektor ini, termasuk keberlanjutan, kehalalan, dan
daya saing global (Bux et al., 2022). Model ini mengintegrasikan
prinsip halal, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam
satu sistem yang holistik. Tujuan utama dari pengembangan model
ini adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi
standar halal, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan ekosistem
laut serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir
(Jaiyeoba et al,, 2025). Dalam konteks ini, model integratif diharapkan
dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen perikanan
halal yang kompetitif di pasar global.

Salah satu alasan penting untuk mengembangkan model
integratif adalah untuk mengatasi masalah fragmentasi dalam
industri perikanan. Banyak bagian dari rantai pasok perikanan di
Indonesia yang masih terpisah-pisah, dengan kurangnya koordinasi
antara nelayan, pengolah, dan distributor. Hal ini menyebabkan
ketidakefisienan dalam produksi dan distribusi produk perikanan
yang halal dan berkualitas. Dengan adanya model integratif, setiap
bagian dari rantai pasok dapat dikoordinasikan secara lebih efektif,
sehingga produk perikanan yang dihasilkan dapat memenuhi
standar halal dan keberlanjutan yang ketat.

Selain itu, model integratif dapat berfungsi sebagai solusi
terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan
produk perikanan halal. Permintaan akan produk perikanan halal di
pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim,
semakin meningkat. Namun, kapasitas produksi yang ada sering kali
tidak dapat memenuhi permintaan tersebut secara berkelanjutan,
karena adanya masalah dalam pengelolaan sumber daya laut
dan sistem distribusi yang kurang efisien. Dengan model yang
mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan halal, diharapkan dapat

88



Fish, Halal, and Sustainability: Jalan Baru Industri Perikanan Indonesia

meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi produk perikanan
secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Penerapan model Fish-Halal-Sustainability (FHS) mengharuskan
adanya integrasi antara sektor-sektor yang berbeda, seperti
perikanan, pengolahan, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Model
ini mengusulkan suatu kerangka yang menghubungkan semua
aktor yang terlibat dalam industri perikanan dengan cara yang
saling menguntungkan dan berkelanjutan (Gambar 6.1). Pemerintah
memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang
mendukung implementasi model ini, seperti pemberian insentif
bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan
halal dalam bisnis mereka. Kebijakan tersebut akan mempermudah
pengembangan sistem logistik yang efisien dan sistem sertifikasi
halal yang jelas.

Gambar 6.1 Model Integratif Perikanan Halal Berkelanjutan

Tantangan —— - | Perikanan Halal
Perikanan Halal = MOd.EI J Berkelanjutan
<= Integratif FHS ®)
Keberlanjutan, Ekosistem laut yang

kehalalan, daya saing sehat, manfaat ekonomi

Perikanan, pengolahan, Insentif untuk Efisien dan bersertifikasi
distribusi, kebijakan keberlanjutan dan halal
kehalalan

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi komponen penting
dalam pengembangan model ini. Salah satu isu utama yang
dihadapi oleh industri perikanan adalah overfishing dan kerusakan
ekosistem laut akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah
lingkungan. Model FHS mencakup prinsip-prinsip Blue Economy,
yang bertujuan untuk mengelola sumber daya laut secara bijaksana
dan berkelanjutan (Perdana et al, 2025). Dengan menerapkan
prinsip-prinsip ini, industri perikanan dapat menjaga keseimbangan
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ekosistem laut sambil terus memenuhi kebutuhan pasar global akan
produk perikanan halal.

Dalam model integratif ini, pengelolaan sumber daya manusia
di sektor perikanan juga sangat penting. Untuk memastikan bahwa
sistem ini berjalan dengan baik, pelatihan dan pemberdayaan bagi
para nelayan, pengolah, dan distributor perlu dilakukan secara
terus-menerus. Peningkatan kapasitas SDM dalam hal pengetahuan
tentang standar halal dan praktik perikanan berkelanjutan akan
meningkatkan kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Program-
program pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal,
agar lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan para pelaku
industri perikanan.

Selain itu, model integratif ini mengusulkan penggunaan
teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi
dalam seluruh rantai pasok perikanan. Teknologi seperti blockchain
dan Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk memantau dan
mengelola kualitas serta kehalalan produk perikanan secara real-
time. Teknologi ini memungkinkan pelaku industri untuk melacak
setiap tahap pergerakan produk, mulai dari proses produksi hingga
distribusi ke konsumen. Dengan teknologi ini, konsumen dapat
lebih mudah mengakses informasi mengenai produk yang mereka
konsumsi, meningkatkan kepercayaan terhadap produk perikanan
halal Indonesia.

Keberhasilan pengembangan model FHS bergantung pada
kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah dapat
menyediakan regulasi yang jelas mengenai standar halal dan
keberlanjutan dalam industri perikanan, sementara sektor swasta,
termasuk perusahaan pengolahan dan distribusi, dapat berinvestasi
dalam infrastruktur yang mendukung sistem ini. Kolaborasi ini
akan memastikan bahwa setiap bagian dari rantai pasok perikanan
berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kehalalan, dari
produksi hingga konsumsi. Dengan adanya kerjasama ini, Indonesia
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dapat meningkatkan daya saing produk perikanannya di pasar
global.

Model ini juga memberikan manfaat sosial yang signifikan
bagi masyarakat pesisir. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan,
produk perikanan yang dihasilkan akan lebih ramah lingkungan
dan dapat membantu menjaga ekosistem laut untuk generasi yang
akan datang. Selain itu, model FHS dapat membantu meningkatkan
pendapatan masyarakat pesisir, karena sistem yang terintegrasi
memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses yang lebih
baik ke pasar domestik dan internasional. Pemberdayaan nelayan
dan masyarakat pesisir dalam sistem ini juga akan meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Pengembangan model integratif seperti  Fish-Halal-
Sustainability (FHS) merupakan langkah penting dalam menghadapi
tantangan industri perikanan Indonesia. Dengan menggabungkan
prinsip halal, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan
masyarakat, model ini menawarkan solusi yang holistik untuk
memperkuat sektor perikanan Indonesia. Model ini tidak hanya
akan membantu memenuhi permintaan produk halal global, tetapi
juga akan meningkatkan daya saing industri perikanan Indonesia di
pasar internasional. Pendekatan ini akan memastikan bahwa sektor
perikanan Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan
dan tetap mengutamakan aspek halal dalam setiap prosesnya.

2. Prinsip Operasional FHS

Prinsip operasional dalam model Fish-Halal-Sustainability
(FHS) mencakup integrasi antara tiga pilar utama: keberlanjutan,
kehalalan, dan pemberdayaan masyarakat (Garlock et al., 2022).
Model ini berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang ramah
lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencapai
tujuan tersebut, setiap tahapan dalam rantai nilai perikanan,
mulai dari penangkapan atau budidaya ikan hingga distribusi,
harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kehalalan secara
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menyeluruh. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam
proses produksi perikanan harus mendukung ketiga pilar tersebut
secara seimbang.

Prinsip pertama dari model FHS adalah keberlanjutan
lingkungan. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan
merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa produk perikanan
yang dihasilkan tidak merusak ekosistem laut. Penggunaan alat
tangkap yang ramah lingkungan dan penerapan teknik budidaya
yang tidak merusak habitat laut menjadi kunci utama dalam
keberlanjutan. Selain itu, prinsip ini juga mencakup pengelolaan
limbah yang baik dan pencegahan terhadap overfishing, yang dapat
mengancam keseimbangan ekosistem laut. Dengan menerapkan
prinsip keberlanjutan, industri perikanan dapat terus berkembang
tanpa merusak sumber daya alam yang mendukungnya.

Kehalalan adalah pilar kedua dalam prinsip operasional FHS.
Setiap produk perikanan yang dihasilkan harus memenuhi standar
halal yang ketat, yang diatur oleh lembaga sertifikasi halal, seperti
MUI di Indonesia. Untuk itu, seluruh rantai pasok produk perikanan
harus dipantau dengan seksama, mulai dari pemilihan bahan baku,
proses pengolahan, hingga distribusi. Setiap tahapan dalam rantai
pasok perikanan harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan
bebas dari bahan yang tidak halal dan diproses dengan cara
yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip kehalalan ini menjadi
aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam model FHS,
karena konsumen semakin mengutamakan produk yang terjamin
kehalalannya.

Pilar ketiga dari model FHS adalah pemberdayaan masyarakat
pesisir. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir memiliki peran
yang sangat penting dalam industri perikanan, baik sebagai
nelayan maupun pengolah ikan. Salah satu prinsip operasional
dalam model FHS adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan
manfaat ekonomi yang adil dari sektor perikanan. Pemberdayaan
ini dapat dilakukan melalui pelatihan dalam teknik penangkapan
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ikan yang ramah lingkungan, pendidikan mengenai standar
halal, serta pengembangan kemampuan dalam mengelola bisnis
perikanan. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir, model FHS
akan menciptakan dampak sosial yang positif dan meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Selain itu, transparansi dan traceability merupakan prinsip
penting dalam operasional FHS. Dalam rantai pasok perikanan
halal, setiap tahapan produksi dan distribusi harus dapat dipantau
dengan jelas dan terukur. Teknologi seperti blockchain dapat
digunakan untuk memastikan bahwa setiap produk perikanan yang
dihasilkan memiliki catatan yang dapat diakses oleh konsumen dan
pihak berwenang. Dengan adanya sistem traceability yang jelas,
konsumen dapat memverifikasi kehalalan produk yang mereka
beli, serta memastikan bahwa produk tersebut diproduksi secara
berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi
ini juga membantu meningkatkan transparansi di seluruh rantai
pasok, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan
konsumen.

Prinsip lainnya adalah pengelolaan limbah yang ramah
lingkungan dalam setiap tahap produksi perikanan. Limbah yang
dihasilkan selama proses pengolahan harus dikelola dengan
baik agar tidak mencemari lingkungan, terutama laut dan pesisir.
Penggunaan teknologi untuk mengolah limbah perikanan menjadi
produk yang bermanfaat, seperti pakan ikan atau produk sampingan
lainnya, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Pengelolaan limbah yang efisien juga sejalan dengan prinsip
keberlanjutan dan membantu mengurangi pemborosan dalam
proses produksi.

Penerapan sistem distribusi yang efisien adalah prinsip
operasional yang penting dalam model FHS. Distribusi yang efisien
tidak hanya mempengaruhi kecepatan pengiriman produk, tetapi
juga dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan dari proses
distribusi (Hong et al, 2022). Pengembangan sistem distribusi
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yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik
atau kendaraan berbahan bakar rendah emisi, sangat dianjurkan.
Dengan sistem distribusi yang efisien dan ramah lingkungan,
produk perikanan halal dapat sampai ke konsumen dengan kualitas
yang tetap terjaga, dan dampak lingkungan dari distribusi dapat
diminimalkan.

Kepatuhan terhadap standar internasional juga menjadi
prinsip yang tidak kalah penting dalam model FHS. Seiring dengan
meningkatnya permintaan pasar global akan produk perikanan
halal, penting bagi industri perikanan Indonesia untuk memastikan
bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional
(Wahyuni et al., 2024). Hal ini mencakup penerapan standar halal
yang diakui secara global, seperti standar dari JAKIM Malaysia,
MUIS Singapura, atau WHFC yang diterbitkan oleh World Halal Food
Council. Penerapan standar internasional ini tidak hanya membantu
produk perikanan Indonesia diterima di pasar global, tetapi juga
memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen perikanan halal
yang terpercaya.

Dalam rangka pencapaian keberlanjutan ekonomi, prinsip
operasional FHS juga mencakup peningkatan efisiensi ekonomi
dalam setiap tahapan produksi dan distribusi. Pengelolaan
sumber daya yang lebih efisien akan mengurangi biaya produksi,
meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki daya saing produk
perikanan Indonesia. Setiap pelaku industri perikanan, dari nelayan
hingga pengolah, harus diberdayakan dengan pengetahuan
dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi mereka dalam
memproduksi dan mendistribusikan produk perikanan.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi prinsip
yang mendasari operasional model FHS. Pemerintah dan pelaku
industri harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan
yang mendukung penerapan model ini, baik dalam hal regulasi,
insentif, maupun infrastruktur. Kerjasama antara kedua sektor ini
akan mempercepat implementasi sistem yang lebih terintegrasi dan
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berkelanjutan. Kolaborasi ini juga akan memastikan bahwa model
FHS dapat diterapkan secara lebih luas dan lebih efektif di seluruh
sektor perikanan Indonesia.

3. Desain Model (Produksi, Pengumpulan, Pengolahan,

Distribusi, Konsumsi)

Desain model Fish-Halal-Sustainability (FHS) yang diusulkan
mencakup limatahapan utama: produksi, pengumpulan, pengolahan,
distribusi, dan konsumsi, yang masing-masing harus terintegrasi
secara holistik untuk mencapai keberlanjutan dan kehalalan produk
perikanan (Mabkhot, 2023). Setiap tahapan ini dirancang untuk
memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi
standar halal, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut dan
mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya
desain yang terstruktur ini, diharapkan setiap aktor dalam rantai
pasok dapat berperan dengan lebih efektif dalam menciptakan
produk perikanan yang berkualitas, halal, dan berkelanjutan.

Pada tahap produksi, salah satu elemen penting dalam desain
model FHS adalah penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah
lingkungan atau teknik budidaya yang tidak merusak ekosistem
laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak merusak habitat laut
serta teknik budidaya yang berkelanjutan harus menjadi standar
di seluruh proses produksi. Prinsip keberlanjutan ini tidak hanya
membantu menjaga kualitas ikan yang ditangkap, tetapi juga
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut. Selain itu,
penerapan prinsip halal dalam pemilihan bahan baku juga sangat
penting, memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan
bebas dari bahan yang dilarang oleh hukum syariah.

Setelah proses produksi, tahap berikutnya adalah pengumpulan
ikan oleh pengepul atau pedagang ikan. Dalam model FHS,
pengumpulan dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan
dan kehalalan produk. Pengumpulan yang dilakukan secara higienis,
menggunakan peralatan yang terpisah untuk produk halal dan non-
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halal, menjadi kunci untuk mencegah kontaminasi silang (Bedane et
al., 2022). Selain itu, pengumpulan ikan harus dilakukan dalam waktu
yang efisien, agar produk perikanan tetap terjaga kesegarannya dan
dapat segera diproses lebih lanjut tanpa menurunkan kualitas atau
kehalalannya.

Pada tahap pengolahan, ikan yang telah dikumpulkan akan
diproses menjadi berbagai produk siap konsumsi, seperti ikan fillet,
ikan kalengan, atau produk olahan lainnya. Di tahap ini, desain model
FHS memastikan bahwa proses pengolahan dilakukan dengan
memperhatikan aspek kehalalan dan keberlanjutan. Bahan tambahan
yang digunakan dalam pengolahan produk perikanan harus terjamin
kehalalannya, seperti penggunaan bumbu dan pengawet yang telah
disertifikasi halal. Selain itu, pengolahan produk perikanan harus
dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, misalnya dengan
mengelola limbah pengolahan secara efektif dan menggunakan
teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Setelah pengolahan, produk perikanansiap untuk didistribusikan
ke pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Pada tahap
distribusi, model FHS mengintegrasikan sistem logistik halal, yang
memastikan bahwa produk perikanan tetap terjaga kualitas dan
kehalalannya selama perjalanan. Penggunaan cold chain system
yang efisien untuk produk perikanan segar sangat penting untuk
menjaga suhu dan kebersihan produk. Selain itu, distribusi produk
halal harus dilakukan melalui saluran yang terpisah dari distribusi
produk non-halal, guna menghindari kontaminasi silang yang dapat
merusak kehalalan produk.

Tahap terakhir dalam desain model FHS adalah konsumsi, di
mana produk perikanan halal sampai ke tangan konsumen. Di sini,
konsumen dapat memverifikasi kehalalan produk melalui label yang
jelas dan transparan, yang memberikan informasi tentang asal-usul
dan proses pengolahan produk. Konsumen yang semakin sadar akan
pentingnya memilih produk halal yang berkualitas dapat merasa
lebih percaya diri dalam mengonsumsi produk perikanan yang telah
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melalui proses yang sesuai dengan standar halal dan keberlanjutan.
Desain model FHS mencakup sistem e-labelling yang memudahkan
konsumen untuk mengakses informasi terkait produk yang mereka
beli.

Dalam hal keberlanjutan sosial dan ekonomi, model FHS
juga mencakup pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat
yang terlibat dalam setiap tahap produksi, pengumpulan, dan
pengolahan perikanan harus diberdayakan dengan pengetahuan
dan keterampilan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.
Pelatihan bagi nelayan mengenai praktik penangkapan ikan yang
ramah lingkungan, serta bagi pengolah mengenai standar halal dan
keberlanjutan, akan meningkatkan kualitas produk perikanan dan
kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemberdayaan inijuga mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem
laut dan meningkatkan pendapatan mereka.

Transparansi dan traceability dalam setiap tahapan rantai
pasok juga menjadi elemen penting dalam desain model FHS.
Dengan menggunakan teknologi blockchain, setiap produk
perikanan dapat dilacak sejak dari tahap produksi hingga konsumsi.
Teknologi ini memungkinkan konsumen dan pihak berwenang
untuk memverifikasi kehalalan dan keberlanjutan produk, serta
memastikan bahwa produk tersebut tidak terpapar bahan non-halal
atau tidak ramah lingkungan. Dengan adanya sistem traceability
yang jelas, kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan akan
meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk
di pasar global.

Di tingkat internasional, desain model FHS bertujuan untuk
menjadikan produk perikanan Indonesia sebagai produk unggulan
yang dapat bersaing di pasar global. Untuk itu, model ini (Gambar
6.2) juga mengintegrasikan standar internasional yang berlaku di
berbagai negara, seperti JAKIM di Malaysia, MUIS di Singapura,
dan WHFC di tingkat internasional. Dengan memenuhi standar
internasional ini, produk perikanan Indonesia dapat diterima
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dengan baik di pasar global, terutama di negara-negara dengan
permintaan tinggi terhadap produk halal, seperti Timur Tengah dan
Asia Tenggara.

Gambar 6.2 Desain Model model Fish-Halal-Sustainability (FHS)
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Penerapan teknologi informasi dalam setiap tahap rantai pasok
perikanan juga menjadi bagian integral dari desain model FHS.
Dengan adanya sistem manajemen yang berbasis cloud computing
dan big data, pengelolaan produk perikanan dapat dilakukan secara
lebih efisien dan terkoordinasi (Stefanovic et al.,, 2025). Teknologi
ini juga membantu dalam pengawasan mutu, pengelolaan stok,
serta mempercepat proses distribusi. Penerapan teknologi ini akan
memastikan bahwa produk perikanan yang sampai ke konsumen
adalah produk yang berkualitas, halal, dan berkelanjutan.

4. Integrasi Halal, Keberlanjutan, dan Pemberdayaan Pesisir
Integrasi antara prinsip halal, keberlanjutan, dan pemberdayaan

masyarakat pesisir dalam model Fish-Halal-Sustainability (FHS)

merupakan langkah penting untuk menciptakan industri perikanan
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yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang
adil bagi masyarakat (Steenbergen et al, 2022). Ketiga pilar ini
harus saling terkait dan bekerja bersama untuk menciptakan
sistem perikanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar
global akan produk halal, tetapi juga menjaga keseimbangan
ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan mengintegrasikan ketiganya, model FHS bertujuan untuk
menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif, sambil
mempertahankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Halal dalam konteks model FHS tidak hanya mencakup produk
perikanan yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga mencakup
cara produksi yang memenuhi standar etika dan keberlanjutan. Halal
bukan hanya soal bahan baku yang digunakan dalam pengolahan,
tetapi juga tentang cara produk tersebut diproses dengan
memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan manusia (Tseng et
al, 2022). Dalam hal ini, halal menjadi standar yang melibatkan
pertimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi, dan bukan hanya
tentang mematuhi hukum agama. Dengan demikian, produk
perikanan halal yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi
oleh umat Muslim, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung
kesejahteraan sosial.

Aspek keberlanjutan dalam model FHS berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga
ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Dalam
industri perikanan, keberlanjutan berarti meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan, seperti menghindari overfishing dan
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Keberlanjutan
juga mencakup pengelolaan limbah yang efisien, di mana limbah
hasil pengolahan ikan dapat dimanfaatkan kembali sebagai
produk sampingan yang bermanfaat. Dengan menerapkan prinsip
keberlanjutan ini, model FHS akan memastikan bahwa produksi
perikanan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga
tidak merusak ekosistem laut.
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Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan pilar penting
lainnya dalam model FHS. Masyarakat pesisir, yang sering kali
mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian
utama, perlu diberdayakan agar mereka dapat berperan aktif
dalam menjaga keberlanjutan dan kehalalan produk perikanan.
Pemberdayaan ini meliputi pelatihan tentang teknik penangkapan
ikan yang ramah lingkungan, pemahaman mengenai standar halal,
serta peningkatan kapasitas untuk mengelola usaha perikanan
secara efisien. Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan
masyarakat pesisir, mereka dapat mengelola sumber daya laut
secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan mereka melalui
sistem yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Melaluiintegrasiini,model FHS jugamengarah padapeningkatan
kualitas hidup masyarakat pesisir. Dengan pemberdayaan yang tepat,
masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat langsung dari sistem
perikanan yang berkelanjutan, seperti peningkatan pendapatan,
akses ke pasar yang lebih luas, dan kesempatan untuk mengelola
sumber daya alam secara lebih baik. Peningkatan kesejahteraan
sosial ini juga membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat,
sehingga mereka tidak hanya bergantung pada sektor perikanan
tradisional, tetapi juga dapat mengembangkan usaha-usaha lain
yang mendukung keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir.

Selain itu, model FHS menciptakan hubungan timbal balik
antara keberlanjutan ekosistem laut dan keuntungan ekonomi bagi
masyarakat pesisir. Dengan mengelola sumber daya laut secara
berkelanjutan, masyarakat pesisir dapat menikmati hasil perikanan
yang lebih stabil dan berkualitas, yang pada gilirannya mendukung
pertumbuhan ekonomi mereka. Sumber daya alam yang dikelola
dengan baik akan memberikan manfaat jangka panjang, sehingga
masyarakat pesisir tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi
dalam jangka pendek, tetapi juga dapat melanjutkan usaha
perikanan mereka untuk generasi berikutnya.
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Teknologi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam
mengintegrasikan prinsip halal, keberlanjutan, dan pemberdayaan
masyarakat pesisir. Penggunaan teknologi informasi, seperti
blockchain untuk traceability, dan teknologi untuk pengolahan
limbah atau penggunaan energi terbarukan, dapat membantu
meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari
sektor perikanan. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga
kualitas produk, tetapi juga memungkinkan transparansi dan
akuntabilitas dalam seluruh rantai pasok perikanan, yang akan
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang
diproduksi secara berkelanjutan.

Penerapan kebijakan publik yang mendukung integrasi ketiga
pilar ini sangat penting untuk keberhasilan model FHS. Pemerintah
memiliki peran besar dalam menetapkan regulasi yang mendukung
keberlanjutan, menetapkan standar halal yang jelas, dan memberikan
insentif bagi pelaku industri yang menerapkan prinsip-prinsip
tersebut (Jaafaretal, 2021). Kebijakan yang mendukung pengelolaan
sumber daya laut secara berkelanjutan, pengembangan kapasitas
masyarakat pesisir, serta pengawasan yang ketat terhadap proses
produksi perikanan akan memastikan bahwa model FHS dapat
diimplementasikan dengan efektif. Kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta akan menciptakan sistem yang lebih
efisien dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pelaku industri perikanan di setiap
tahapan rantai pasok juga merupakan bagian penting dari
integrasi ini. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi
nelayan, pengolah, dan distributor perikanan akan meningkatkan
pemahaman mereka tentang keberlanjutan dan kehalalan produk
yang mereka hasilkan. Hal ini juga akan meningkatkan efisiensi
produksi dan distribusi produk perikanan, serta memperkuat posisi
Indonesia sebagai produsen perikanan halal yang mampu bersaing
di pasar global. Pemberdayaan pelaku industri melalui pendidikan
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dan pelatihan akan memperkuat keberlanjutan sektor perikanan
Indonesia secara keseluruhan.

Integrasi ketiga pilar dalam model FHS juga menciptakan
dampak sosial yang positif bagi masyarakat pesisir. Dengan
meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan mereka, masyarakat
pesisir akan lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi dan
lingkungan, serta berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan
sumber daya laut. Model ini diharapkan tidak hanya menguntungkan
para pelaku industri perikanan, tetapi juga memberikan manfaat
bagi seluruh komunitas yang bergantung pada sektor ini.

5. Penerapan Model Berbasis Konteks Lokal Indonesia

Penerapan model Fish-Halal-Sustainability (FHS) berbasis
konteks lokal Indonesia memerlukan pendekatan yang disesuaikan
dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang
melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan
industri perikanan yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi
juga mengutamakan keberlanjutan dan memberdayakan masyarakat
pesisir. Model FHS dapat diterapkan dengan mempertimbangkan
karakteristik daerah pesisir Indonesia, yang berbeda-beda dalam
hal budaya, ekosistem, dan tingkat akses terhadap teknologi dan
infrastruktur.

Di beberapa daerah pesisir Indonesia, keberagaman budaya
dan tradisi lokal memainkan peran penting dalam cara masyarakat
berinteraksi dengan sumber daya laut. Oleh karena itu, model FHS
harus memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber
daya laut. Misalnya, di beberapa daerah seperti Raja Ampat atau
Sulawesi, masyarakat sudah memiliki tradisi pengelolaan laut yang
berkelanjutan, seperti sistem zonasi perikanan yang melindungi area
laut tertentu dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Model
FHS dapat memperkuat tradisi ini dengan mengintegrasikan prinsip
halal dan keberlanjutan yang lebih luas, memberikan kerangka
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kerja yang lebih formal untuk pengelolaan yang lebih efisien dan
terkoordinasi.

Selain itu, pengelolaan perikanan berbasis komunitas menjadi
elemen penting dalam penerapan model FHS di Indonesia. Banyak
daerah pesisir di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor
perikanan, namun pengelolaan yang kurang efisien menyebabkan
sumber daya laut tidak dimanfaatkan secara optimal. Penerapan
model FHS harus melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap,
mulai dari penangkapan ikan hingga distribusi. Pelatihan bagi
nelayan dan pengolah perikanan di daerah pesisir mengenai praktik
halal dan keberlanjutan akan membantu meningkatkan kualitas
produk dan memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam
mengelola sumber daya alam mereka.

Infrastruktur logistik yang memadai menjadi tantangan besar
dalam penerapan model FHS di Indonesia. Banyak daerah pesisir
yang masih terbatas dalam hal fasilitas penyimpanan, transportasi,
dan distribusi produk perikanan. Penerapan model ini membutuhkan
investasi dalam infrastruktur yang lebih baik, seperti cold storage,
refrigerated trucks, dan sistem distribusi yang efisien. Dengan
meningkatkan infrastruktur, produk perikanan halal dapat diproses
dan didistribusikan dengan lebih efisien, memastikan kualitas dan
kehalalan produk tetap terjaga selama seluruh rantai pasok.

Penerapan sistem traceability melalui teknologi informasi
juga menjadi aspek penting dalam model FHS berbasis konteks
lokal Indonesia (Masudin et al., 2022). Menggunakan blockchain
dan loT untuk memantau pergerakan produk perikanan halal akan
meningkatkantransparansidanmemperkuatkepercayaankonsumen,
baik domestik maupun internasional. Sistem ini memungkinkan
konsumen untuk melacak asal-usul produk perikanan yang mereka
beli dan memastikan bahwa produk tersebut diproduksi secara halal
dan ramah lingkungan. Teknologi ini juga membantu produsen dan
distributor dalam mengelola stok dan distribusi dengan lebih efisien,
mengurangi pemborosan dan kerugian.
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Dalam konteks pasar internasional, penerapan model FHS
yang berbasis pada keberlanjutan dan kehalalan akan memperkuat
posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar produk perikanan
halal global. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar,
seperti di Timur Tengah dan Asia Tenggara, semakin mengutamakan
produk halal yang terjamin kualitasnya. Dengan mengadopsi
model FHS, Indonesia dapat memanfaatkan peluang pasar ini
dengan menyediakan produk perikanan halal yang tidak hanya
memenuhi standar kehalalan, tetapi juga diproduksi dengan prinsip
keberlanjutan yang ketat. Ini akan meningkatkan daya saing produk
perikanan Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pesisir
menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan penerapan
model FHS. Untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan
produksi perikanan yang halal, nelayan dan pengolah perikanan
perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat.
Program pelatihan yang berfokus pada teknik penangkapan ikan
yang ramah lingkungan, pengolahan yang sesuai dengan standar
halal, dan pemasaran produk perikanan halal akan meningkatkan
kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar (Abbas et al,
2025). Selain itu, pelatihan ini juga dapat membuka peluang bagi
masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha perikanan yang
lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui model FHS
juga dapat dilakukan dengan meningkatkan akses mereka ke pasar
yang lebih luas. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan
membantu mereka mendapatkan sertifikasi halal untuk produk
perikanan yang mereka hasilkan. Sertifikasi halal yang diakui secara
internasional membuka akses ke pasar global, meningkatkan nilai
jual produk, dan memperbaiki pendapatan nelayan serta pengolah
perikanan (Hidayat, 2025). Dengan memperkuat kapasitas mereka
dalam hal sertifikasi dan standar internasional, masyarakat pesisir
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dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan mendapatkan
keuntungan yang lebih besar.

Penerapan kebijakan publik yang mendukung model FHS juga
sangat penting untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem
ini. Pemerintah dapat menyediakan insentif fiskal atau subsidi untuk
pelaku industri perikanan yang menerapkan prinsip keberlanjutan
dan halal dalam operasional mereka. Kebijakan ini akan mendorong
lebih banyak pelaku usaha, terutama di sektor UKM perikanan, untuk
mengadopsi model FHS. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan
kerjasama dengan lembaga internasional untuk memperkenalkan
produk perikanan halal Indonesia di pasar global, membuka lebih
banyak peluang ekspor.

Keterlibatan lembaga sertifikasi halal juga menjadi elemen
penting dalam penerapan model FHS berbasis konteks lokal
Indonesia. Lembaga sertifikasi halal yang ada, seperti MUI di
Indonesia, harus memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa
seluruh produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar halal
yang ditetapkan. Kerjasama yang lebih erat antara lembaga sertifikasi
halal dengan pemerintah dan pelaku industri perikanan akan
membantu mempercepat proses sertifikasi, sekaligus memastikan
bahwa produk perikanan Indonesia memenuhi standar internasional
dan dapat bersaing di pasar global.

6. Kerangka Konseptual dan Alur Kerja Model FHS

Kerangka konseptual dari model Fish-Halal-Sustainability
(FHS) menggabungkan tiga pilar utama yang harus berjalan secara
harmonis: kehalalan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat
pesisir. Kerangka ini menggambarkan bagaimana setiap elemen
saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam proses produksi
perikanan. Kehalalan memastikan bahwa produk perikanan yang
dihasilkan memenuhi standar syariah, keberlanjutan berfokus pada
pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan, sementara
pemberdayaan masyarakat pesisir memberikan dampak sosial
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yang positif bagi mereka yang bergantung pada perikanan untuk
mata pencaharian. Ketiga pilar ini bekerja bersama-sama untuk
menciptakan industri perikanan yang tidak hanya menghasilkan
produk yang halal, tetapi juga berkelanjutan dan menguntungkan
bagi masyarakat lokal.

Pada tahap produksi, pilar keberlanjutan berfokus pada
pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan.
Hal ini mencakup penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan,
pemilihan lokasi budidaya yang tidak merusak ekosistem laut, dan
penerapan teknik-teknik perikanan yang memastikan kelestarian
stok ikan. Di sisi lain, pilar kehalalan memastikan bahwa setiap
produk perikanan yang dihasilkan bebas dari bahan-bahan yang
dilarang dalam hukum syariah, seperti bahan tambahan non-halal
atau penggunaan metode yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, proses produksi
dapat menghasilkan produk perikanan yang tidak hanya halal, tetapi
juga berkelanjutan.

Pengumpulan produk perikanan yang dilakukan oleh pengepul
atau pedagang ikan harus mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan
dan kehalalan. Produk harus dikumpulkan dengan menggunakan
peralatan yang terpisah untuk produk halal dan non-halal, serta
dalam kondisi yang memenuhi standar kebersihan yang tinggi.
Pengumpulan ikan harus dilakukan dengan cepat untuk memastikan
kesegaran produk, serta dengan cara yang menghindari potensi
kontaminasi silang. Pada tahap ini, masyarakat pesisir yang terlibat
dalam pengumpulan juga diberdayakan melalui pelatihan yang
berfokus pada teknik pengumpulan yang ramah lingkungan dan
sesuai dengan prinsip halal.

Di tahap pengolahan, prinsip kehalalan memastikan bahwa
semua bahan yang digunakan dalam proses pengolahan, seperti
bumbu, pengawet, dan pewarna, harus terjamin halal. Selain itu,
proses pengolahan harus dilakukan dengan cara yang higienis,
menggunakan peralatan yang terpisah untuk produk halal dan non-
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halal. Keberlanjutan juga memainkan peran di tahap ini, dengan
mengelola limbah pengolahan secara efektif dan meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan. Inovasi dalam pengolahan,
seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengolah
limbah perikanan, akan meningkatkan keberlanjutan industri
perikanan secara keseluruhan.

Distribusi produk perikanan yang telah diproses harus
mempertimbangkan pemisahan antara produk halal dan non-
halal, serta menjaga kualitas produk melalui penggunaan cold
chain system. Sistem distribusi yang efisien memastikan bahwa
produk tetap terjaga kesegarannya dan kehalalannya sampai ke
konsumen akhir. Teknologi seperti blockchain dan loT digunakan
untuk memantau kondisi produk selama distribusi, memberikan
transparansi kepada konsumen mengenai asal-usul dan kehalalan
produk (Kaur et al, 2022). Dengan memastikan produk tetap
terjaga kualitasnya, sistem distribusi yang efektif juga mengurangi
pemborosan dan meningkatkan efisiensi logistik.

Pada tahap konsumsi, konsumen memiliki akses langsung untuk
memverifikasi kehalalan produk melalui label halal yang jelas dan
informasi yang tersedia secara digital. E-labelling memungkinkan
konsumen untuk mengecek status halal dan keberlanjutan produk
perikanan dengan mudah, meningkatkan kepercayaan mereka
terhadap produk yang mereka konsumsi. Transparansi ini (Gambar
6.3) sangat penting dalam memenangkan kepercayaan konsumen,
terutama di pasar internasional yang semakin mengutamakan
kehalalan dan keberlanjutan produk.
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Gambar 6.3 Alur Fish-Halal-Sustainability (FHS)

Dﬁ
01 UL
Produksi Pengumpulan ahan Distribusi Konsumsi
Mengelola sumber Mengumpulkan Menggunakan bahan Mempertahankan Memverifikasi
daya laut secara produk perikanan halal dan mengelola kualitas produk kehalalan produk
berkelanjutan dan menggunakan limbah secara efektif melalui sistem rantai melalui label dan
memastikan peralatan terpisah dingin dan teknologi informasi digital
kehalalan produk dan menjaga
kebersihan

Kerangka kerja dari model FHS juga mencakup langkah-
langkah untuk memastikan bahwa setiap aktor dalam rantai pasok,
dari nelayan hingga pengolah dan distributor, diberdayakan dengan
pengetahuan dan keterampilan yang mendukung keberlanjutan
dan kehalalan produk. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan
bagi masyarakat pesisir, pengolah perikanan, dan distributor akan
meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya
laut secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemberdayaan ini
tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk perikanan, tetapi
juga memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat pesisir yang
bergantung pada sektor perikanan.

Untuk memastikan kesinambungan implementasi model
FHS, penting untuk melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah,
sektor swasta, maupun lembaga sertifikasi halal, dalam mengawasi
setiap tahapan produksi perikanan (Rachman & Sangare, 2023).
Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi
yang mendukung keberlanjutan dan halal produk perikanan, serta
memberikan insentif bagi pelaku industri yang menerapkan prinsip-
prinsip tersebut. Kerjasama yang baik antara sektor publik dan
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swasta akan memastikan bahwa model FHS dapat diterapkan secara
lebih luas dan lebih efektif di seluruh sektor perikanan Indonesia.

Evaluasi dan audit terhadap implementasi model FHS juga
sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan
dalam rantai pasok produk perikanan dilakukan sesuai dengan
standar halal dan keberlanjutan yang ditetapkan. Audit rutin akan
membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam pengelolaan
produk perikanan, seperti risiko kontaminasi silang atau masalah
dalam pengelolaan limbah, dan memberikan rekomendasi untuk
perbaikan. Dengan adanya evaluasi dan audit yang terstruktur,
model FHS dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan
perubahan kebutuhan pasar dan teknologi.

Teknologi akan terus menjadi faktor pendorong dalam
memastikan keberhasilan model FHS, baik dalam hal transparansi,
efisiensi distribusi, maupun pengelolaan sumber daya (Patro
et al, 2022). Penerapan blockchain, 10T, dan cloud computing
akan semakin mempermudah pemantauan seluruh rantai pasok
perikanan dan meningkatkan koordinasi antara para pelaku industri.
Dengan teknologi yang tepat, model FHS dapat diterapkan dengan
lebih efisien, dan produk perikanan yang dihasilkan akan lebih
mudah dipertanggungjawabkan kualitas dan kehalalannya kepada
konsumen.
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1. Profil Sosial-Ekonomi Perikanan Pesisir Utara Jawa

Perikanan pesisir di Utara Jawa memiliki peran yang sangat
penting dalam perekonomian daerah, baik dari segi sosial
maupun ekonomi. Masyarakat pesisir di wilayah ini sebagian besar
bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama mata
pencaharian mereka (Fabinyi et al, 2022). Nelayan tradisional,
pedagang ikan, dan pengolah perikanan kecil-kecilan mendominasi
aktivitas ekonomi di daerah ini. Oleh karena itu, memahami profil
sosial-ekonomi masyarakat pesisir utara Jawa sangat penting untuk
merancang kebijakan yang dapat memperkuat sektor perikanan
secara berkelanjutan.

Secara sosial, masyarakat pesisir di Utara Jawa memiliki struktur
sosial yang khas, dengan komunitas yang saling terhubung dan
mengandalkan sumberdayaalam untuk kelangsungan hidup mereka.
Kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir erat kaitannya dengan
laut, di mana nelayan tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga hidup
dalam hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan laut. Selain
itu, kegiatan sosial seperti gotong royong dalam memperbaiki alat
tangkap ikan atau mendirikan infrastruktur komunitas juga masih
berlangsung secara aktif. Struktur sosial ini menunjukkan pentingnya
keterlibatan komunitas dalam proses pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan.

Secara ekonomi, sektor perikanan di Utara Jawa berkontribusi
besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun sebagian besar
pelaku usaha perikanan di daerah ini adalah usaha kecil dan
menengah (UKM), namun mereka memainkan peran kunci dalam
memenuhi kebutuhan pasar ikan lokal dan regional. Nelayan dan
pedagang ikan di kawasan ini menyediakan bahan pangan penting
yang mendukung konsumsi masyarakat, baik di pasar domestik
maupun ekspor. Pendapatan dari sektor perikanan ini turut
mendukung perekonomian rumah tangga pesisir dan menyediakan
lapangan pekerjaan bagi banyak orang, meskipun seringkali dengan
penghasilan yang tidak menentu.
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Namun, kondisi ekonomi masyarakat pesisir Utara Jawa
tidak selalu stabil. Faktor eksternal, seperti cuaca buruk, harga
ikan yang fluktuatif, dan keberlanjutan sumber daya ikan, sering
kali mempengaruhi pendapatan mereka (Ankrah et al., 2024).
Ketergantungan pada hasil laut yang melimpah namun tidak selalu
terjagamembuat merekarentan terhadap perubahanlingkungandan
kebijakan perikanan yang ada. Ketika tangkapan ikan berkurang atau
harga turun, banyak nelayan yang kesulitan memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu, keberlanjutan perikanan
di daerah ini sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya laut
yang baik dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan nelayan.

Faktor-faktor sosial dan budaya juga memengaruhi cara
masyarakat pesisir menjalani kehidupan mereka. Di banyak daerah
pesisir Utara Jawa, tradisi perikanan sudah berjalan selama berabad-
abad. Pengetahuan lokal tentang cara-cara menangkap ikan, jenis
ikan yang dapat ditemukan di perairan tertentu, dan musim-musim
penangkapan ikan sangat dijaga turun-temurun. Pengaruh budaya
ini menciptakan pola pikir yang berbasis pada keberlanjutan
sumber daya alam. Namun, dengan perkembangan teknologi dan
peningkatan permintaan pasar, beberapa nelayan mulai beralih
ke alat tangkap yang lebih modern, yang sering kali menimbulkan
dampak negatif terhadap ekosistem laut.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat
pesisir Utara Jawa adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan
dan pelatihan (Hamsiah et al, 2024). Banyak nelayan dan
pengolah perikanan di daerah ini yang tidak memiliki akses ke
pelatihan keterampilan atau pendidikan yang dapat meningkatkan
produktivitas mereka. Hal ini membatasi kemampuan mereka
untuk beradaptasi dengan perkembangan industri perikanan yang
semakin maju dan lebih efisien. Pendidikan yang lebih baik dalam
teknik perikanan ramah lingkungan, pengolahan yang sesuai standar
halal, dan pemasaran produk akan meningkatkan daya saing produk
mereka di pasar global.
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Infrastruktur yang terbatas juga menjadi tantangan besar
bagi masyarakat pesisir di Utara Jawa. Banyak daerah yang masih
kekurangan fasilitas pengolahan ikan yang memadai, seperti cold
storage dan fasilitas pengemasan yang dapat memperpanjang
umur simpan ikan. Fasilitas transportasi yang tidak memadai juga
membuat pengiriman ikan ke pasar-pasar utama, baik domestik
maupun internasional, menjadi tidak efisien dan meningkatkan
biaya logistik. Investasi dalam infrastruktur perikanan yang lebih
baik, termasuk sistem distribusi yang lebih efisien, akan membantu
mengurangi pemborosan dan meningkatkan daya saing produk
perikanan.

Sektor perikanan halal juga memainkan peran penting
dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir Utara Jawa.
Masyarakat pesisir di daerah ini semakin sadar akan pentingnya
menjaga standar halal dalam produk perikanan, seiring dengan
meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang terjamin
kehalalannya. Pengembangan sistem logistik halal yang terintegrasi
dan penerapan standar halal dalam pengolahan produk perikanan
dapat meningkatkan nilai jual produk mereka, terutama di pasar
global yang mengutamakan kehalalan produk. Hal ini memberikan
peluang bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan
mereka dengan memasuki pasar yang lebih luas.

Ketergantungan pada perikanan sebagai satu-satunya sumber
pendapatan juga menyebabkan ketimpangan sosial di beberapa
daerah pesisir. Di beberapa wilayah, kurangnya diversifikasi mata
pencaharian membuat masyarakat pesisir lebih rentan terhadap
perubahan pasar atau kebijakan perikanan yang tidak mendukung.
Sehingga, penting untuk memperkenalkan alternatif mata
pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, seperti
pariwisata berbasis komunitas, budidaya kelapa sawit yang ramah
lingkungan, atau usaha mikro lainnya yang dapat meningkatkan
pendapatan mereka tanpa merusak lingkungan.
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Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam
mengelola sektor perikanan di Utara Jawa. Masyarakat pesisir harus
dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi
kebijakan perikanan yang ada. Keberhasilan pengelolaan perikanan
di daerah ini akan sangat bergantung pada keterlibatan mereka
dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan memastikan
bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang
tinggi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada
pemberdayaan, sektor perikanan di Utara Jawa dapat berkembang
secara lebih berkelanjutan.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Industri Perikanan di

Pesisir Utara Jawa

Industri perikanan di pesisir Utara Jawa memberikan dampak
sosial dan ekonomiyang sangat signifikan, baik bagi masyarakat lokal
maupun bagi perekonomian daerah secara keseluruhan. Salah satu
dampak ekonomi yang paling terlihat adalah penciptaan lapangan
pekerjaan di berbagai sektor yang berkaitan dengan perikanan,
seperti nelayan, pedagang ikan, pengolah ikan, dan penyedia jasa
logistik (Wang & Wang, 2021). Selain itu, sektor perikanan juga
berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB), terutama di daerah yang sangat bergantung pada hasil
laut. Meskipun begitu, ketergantungan pada sektor perikanan yang
intensif sering kali menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi di
masyarakat, terutama pada saat hasil tangkapan menurun.

Kesejahteraan sosial masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh
pendapatan dari sektor perikanan. Masyarakat pesisir di Utara Jawa
sering kali bergantung pada perikanan sebagai satu-satunya sumber
mata pencaharian mereka. Ketika harga ikan naik dan tangkapan
melimpah, ekonomi masyarakat pesisir tumbuh dengan pesat.
Namun, ketika terjadi penurunan hasil tangkapan atau fluktuasi
harga pasar, banyak rumah tangga yang kesulitan memenubhi
kebutuhan dasar mereka. Ketergantungan pada perikanan yang
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tidak diversifikasi ini membuat mereka rentan terhadap perubahan
eksternal, seperti bencana alam atau kebijakan yang berdampak
pada sektor perikanan.

Selain itu, masalah kemiskinan sering kali melanda masyarakat
pesisir yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap
pendidikan dan pelatihan. Banyak nelayan dan keluarga pengolah
ikan yang tinggal di daerah terpencil, dengan sedikit akses ke
fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Akibatnya, banyak
dari mereka yang bekerja dalam kondisi yang kurang produktif
dan terbatas dalam mengakses pasar yang lebih luas. Untuk itu,
meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat
pesisir menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka dan memastikan bahwa mereka tidak hanya bergantung
pada perikanan tradisional.

Industri perikanan juga memiliki dampak terhadap strata
sosial di masyarakat pesisir. Dalam banyak kasus, nelayan dan
pengolah perikanan berada pada posisi ekonomi yang lebih rendah
dibandingkan dengan pedagang atau pengusaha perikanan yang
memiliki modal lebih besar (Ayilu et al., 2023). Ketimpangan sosial ini
sering kali memperburuk kualitas hidup masyarakat pesisir, karena
mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan
usaha atau mengakses layanan yang dapat meningkatkan kualitas
hidup mereka. Salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan
ini adalah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir, baik melalui usaha perikanan yang lebih modern atau
dengan membuka peluang usaha lain yang dapat meningkatkan
pendapatan mereka.

Namun, dampak negatif lingkungan dari industri perikanan
juga harus dipertimbangkan, terutama terkait dengan overfishing
dan kerusakan habitat laut. Penangkapan ikan yang berlebihan
dapat mengancam keberlanjutan stok ikan di daerah pesisir, yang
pada akhirnya berdampak pada mata pencaharian nelayan (Pandion
et al, 2022). Selain itu, penggunaan alat tangkap yang merusak
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seperti trawl atau alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan
dapat merusak ekosistem laut dan mengurangi keberagaman
hayati. Hal ini mengarah pada penurunan hasil tangkapan ikan, yang
berimplikasi pada berkurangnya pendapatan masyarakat pesisir
yang bergantung pada hasil laut.

Untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, perlu ada
pendekatan perikanan yang berkelanjutan yang memadukan
prinsip-prinsip  keberlanjutan dengan kebutuhan ekonomi
masyarakat pesisir. Implementasi praktik penangkapan ikan yang
ramah lingkungan, seperti penangkapan ikan dengan metode
yang selektif dan tidak merusak habitat laut, sangat penting untuk
menjaga kelestarian ekosistem laut. Dengan demikian, meskipun
sektor perikanan menjadi sumber pendapatan utama, masyarakat
pesisir dapat memastikan bahwa mereka tidak mengorbankan
keberlanjutan jangka panjang demi keuntungan sesaat.

Penerapan teknologi perikanan yang lebih efisien juga
dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak
lingkungan. Teknologi seperti alat tangkap ramah lingkungan dan
sistem manajemen perikanan berbasis data dapat membantu nelayan
memantau kondisi sumber daya laut dan mengatur tangkapan ikan
agar tetap dalam batas yang berkelanjutan. Dengan menggunakan
teknologi ini, masyarakat pesisir dapat memperoleh hasil yang lebih
baik dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Teknologi ini juga
membuka peluang untuk pengembangan produk perikanan bernilai
tambah yang dapat meningkatkan pendapatan.

Kebijakan pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting
dalam mengatur industri perikanan agar tetap menguntungkan
secara ekonomi dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah
dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait alat tangkap
yang digunakan, kuota tangkapan, dan sistem distribusi produk
perikanan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Di samping
itu, insentif ekonomi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan
dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dapat mendorong para
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pelaku industri untuk berinvestasi dalam usaha yang lebih ramah
lingkungan dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Sistem pemasaran produk perikanan juga harus diperbaiki
untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan
internasional. Banyak produk perikanan dari pesisir Utara Jawa
yang tidak dapat bersaing dengan produk lain karena kurangnya
pengemasan yang baik, serta kurangnya sistem distribusi yang
efisien. Penerapan cold chain system yang lebih baik dan penggunaan
teknologi pengemasan yang inovatif akan memastikan bahwa
produk perikanan tetap terjaga kualitasnya selama distribusi dan
dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan
sistem pemasaran, sektor perikanan akan memiliki potensi untuk
berkembang lebih besar.

Padapasarinternasional, perikanan pesisir UtaraJawa berpotensi
untuk memenuhi permintaan produk perikanan halal yang terus
meningkat, terutama dari negara-negara dengan populasi Muslim
yang besar. Sertifikasi halal untuk produk perikanan menjadi penting
untuk membuka pasar internasional. Meningkatkan kualitas produk
dan memastikan bahwa seluruh rantai pasok perikanan memenuhi
standar halal akan memperkuat daya saing produk perikanan
Indonesia di pasar global.

3. Titik Kritis Halal dan Tantangan Keberlanjutan

(Sustainability)

Beberapa titik kritis terkait dengan kehalalan dan keberlanjutan
di sektor perikanan pesisir Utara Jawa yang perlu mendapatkan
perhatian khusus. Salah satu titik kritis utama adalah kontaminasi
silang antara produk perikanan halal dan non-halal, yang sering
terjadi dalam fasilitas pengolahan dan distribusi (Andespa et al.,
2024). Banyak fasilitas pengolahan ikan di daerah pesisir yang
tidak memiliki pemisahan yang jelas antara produk halal dan non-
halal, yang berisiko mencemari produk halal. Praktik ini menjadi
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tantangan besar dalam menjaga integritas halal produk perikanan
dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Masalah kebersihan dan sanitasi juga merupakan tantangan
utama dalam memastikan kehalalan produk perikanan. Beberapa
fasilitas pengolahan dan penyimpanan produk perikanan di daerah
pesisir tidak memenuhi standar kebersihan yang diperlukan untuk
memastikan produk tetap halal dan aman dikonsumsi. Misalnya,
penggunaan alat pengolahan yang sama untuk produk halal dan
non-halal tanpa pembersihan yang cukup meningkatkan risiko
kontaminasi silang. Penerapan standar operasional prosedur (SOP)
yang ketat dalam hal kebersihan dan sanitasi menjadi sangat penting
untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk perikanan.

Selain itu, kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai
standar halal dan keberlanjutan bagi para pelaku industri perikanan
juga menjadi tantangan besar. Banyak nelayan dan pengolah
perikanan di Utara Jawa yang belum sepenuhnya memahami
pentingnya menjaga kehalalan dan keberlanjutan dalam produksi
perikanan mereka. Pendidikan yang lebih baik mengenai prinsip
halal, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan teknik
pengolahan yang ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas
produk dan membantu menciptakan industri perikanan yang lebih
efisien dan berkelanjutan (Murua et al.,, 2023). Program pelatihan
ini sangat diperlukan untuk memberdayakan pelaku industri agar
mereka dapat memenuhi standar internasional yang semakin ketat.

Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga
merupakan salah satu titik kritis yang berdampak pada keberlanjutan
sektor perikanan. Beberapa nelayan masih menggunakan alat
tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti trawl atau alat
tangkap tidak selektif lainnya, yang dapat merusak terumbu karang
dan mengurangi populasi ikan. Praktik ini mengancam keberlanjutan
sumber daya laut dan dapat mengurangi stok ikan di masa depan.
Penerapan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti
alat tangkap yang selektif dan zonasi perikanan yang melindungi
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habitat penting, sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan
stok ikan.

Fluktuasi harga ikan yang tidak stabil juga menjadi tantangan
besar bagi nelayan dan pengolah perikanan di daerah pesisir.
Ketergantungan pada sektor perikanan membuat banyak keluarga
nelayan rentan terhadap perubahan harga ikan di pasar. Ketika
harga turun, banyak nelayan yang kesulitan memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Sebaliknya, ketika harga melonjak, banyak pengolah
perikanan yang tidak dapat membeli bahan baku dengan harga yang
terjangkau. Model perikanan yang berkelanjutan harus mencakup
mekanisme untuk menstabilkan harga pasar dan memberikan
jaminan harga yang adil bagi nelayan dan pengolah perikanan.

Pengelolaan limbah yang tidak efisien juga menjadi masalah
utama dalam menjaga keberlanjutan industri perikanan. Limbah dari
proses pengolahan ikan sering kali dibuang begitu saja tanpa ada
upaya untuk mengolahnya kembali menjadi produk yang berguna.
Pengelolaan limbah yang buruk dapat mencemari lingkungan dan
berdampak negatif terhadap kualitas ekosistem laut. Oleh karena
itu, penting untuk mengembangkan sistem pengolahan limbah yang
lebih efisien, seperti mengubah limbah perikanan menjadi pakan
ikan, bahan bakar bioenergi, atau produk lainnya yang bermanfaat.
Teknologi pengolahan limbah ini akan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri
perikanan.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan besar
dalam memastikan keberlanjutan distribusi produk perikanan halal.
Fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, seperti cold storage atau
refrigerated trucks, menyebabkan banyak produk perikanan rusak
sebelum sampai ke konsumen. Hal ini mengakibatkan pemborosan
dan mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia di pasar
global. Investasi dalam infrastrukturlogistik yang lebih baik, termasuk
fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar internasional,
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sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk tetap terjaga
kualitasnya hingga mencapai konsumen.

Dalam hal sertifikasi halal, banyak pengolah perikanan
yang kesulitan mendapatkan sertifikasi halal karena kurangnya
pemahaman mengenai prosedur sertifikasi atau biaya yang tinggi
untuk mendapatkan sertifikasi tersebut (Anwar Fathoni et al., 2025).
Hal ini menghambat sebagian besar pelaku usaha, terutama yang
berskala kecil, untuk mengakses pasar produk perikanan halal,
baik domestik maupun internasional. Diperlukan adanya dukungan
pemerintah untuk membantu pelaku industri mendapatkan
sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah
juga perlu memperkenalkan program pelatihan dan pendampingan
agar pengusaha perikanan dapat memenuhi standar halal yang
ditetapkan.

Ketimpangan sosial antara nelayan dan pedagang ikan atau
pengolah perikanan yang memiliki modal lebih besar juga menjadi
tantangan dalam mencapai keberlanjutan sosial. Nelayan yang
hanya mengandalkan hasil tangkapan sering kali mendapatkan
bagian yang lebih kecil dari nilai tambah yang dihasilkan dalam
proses pengolahan dan distribusi. Untuk itu, pemberdayaan
ekonomi nelayan melalui akses ke teknologi, pendidikan, dan pasar
yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan
ini. Program-program seperti koperasi nelayan atau kemitraan
langsung dengan pengolah ikan dapat membantu meningkatkan
pendapatan nelayan dan memberi mereka lebih banyak kontrol atas
rantai pasok perikanan.

Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi keberlanjutan
sektor perikanan di pesisir Utara Jawa. Kenaikan suhu laut,
perubahan pola migrasi ikan, dan bencana alam yang lebih sering
terjadi dapat mengancam hasil tangkapan ikan. Sehingga penting
untuk mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim dalam
industri perikanan, seperti penyesuaian jadwal penangkapan atau
pengembangan budidaya ikan yang tahan terhadap perubahan
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suhu. Dengan demikian, sektor perikanan dapat tetap berkelanjutan
meskipun menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perubahan
iklim.

4. Penerapan Model FHS dalam Konteks Lokal (Simulasi dan

Skenario)

Simulasi penerapan Model Fish Halal Sustainability (FHS) di
pesisir Utara Jawa dilakukan dengan menganalisis alur produksi
perikanan dari penangkapan hingga konsumsi. Dalam simulasi ini,
setiap tahapan rantai pasok diperiksa untuk mengidentifikasi titik-
titik risiko terkait kehalalan dan keberlanjutan. Model kemudian
mengintegrasikan prosedur halal yang ketat, metode penangkapan
ramah lingkungan, dan sistem logistik yang efisien. Simulasi ini
memberikan gambaran awal tentang kesiapan pelaku industri dalam
mengadopsi prinsip-prinsip model FHS.

Pada skenario pertama, simulasi penerapan model dilakukan
pada komunitas nelayan tradisional yang memiliki sistem
penangkapan sederhana dan minim teknologi. Dalam skenario ini,
model memetakan kebutuhan pelatihan halal serta peningkatan
pemahaman tentang praktik penangkapan ramah lingkungan.
Nelayan diarahkan untuk menggunakan alat tangkap selektif
agar mengurangi tangkapan sampingan dan menjaga ekosistem.
Penerapan skenario pertama memperlihatkan bahwa perubahan
perilaku dan peningkatan kapasitas merupakan langkah awal yang
sangat penting.

Skenario kedua memfokuskan pada unit pengolahan ikan (UPI)
skala kecil yang masih menggunakan metode pengolahan manual.
Dalam simulasi ini, fasilitas pengolahan diuji untuk memastikan
adanya pemisahan alat dan ruang produksi antara produk halal
dan non-halal. Model FHS menerapkan SOP kebersihan yang lebih
ketat pada proses pembersihan dan penanganan ikan. Hasil simulasi
menunjukkan bahwa UPI membutuhkan dukungan investasi kecil
untuk memenuhi standar sertifikasi halal.
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Pada skenario ketiga, model diterapkan pada UPI skala
menengah yang telah memiliki mesin modern dalam proses
pengolahan. Simulasi memperlihatkan bahwa unit ini lebih siap
dalam memenuhi standar halal dan sustainability dibandingkan
UPI kecil (Jolly et al, 2023). Namun demikian, masih ditemukan
kelemahan dalam pengelolaan limbah yang membutuhkan teknologi
tambahan. Penerapan model FHS menekankan pentingnya inovasi
pengolahan limbah sebagai bagian dari keberlanjutan.

Skenario distribusi dianalisis dengan meninjau rantai pasok
dari pelabuhan perikanan hingga pasar regional. Model FHS
mensimulasikan penggunaan cold chain yang memenuhi standar
halal, termasuk pemisahan produk pada kendaraan pengiriman.
Simulasi juga menilai efisiensi jalur distribusi dan waktu tempuh
sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dalam skenario ini, faktor
infrastruktur menjadi penentu utama efektivitas penerapan model.

Padatahap konsumsi, simulasidilakukan dengan memperkirakan
respons konsumen terhadap produk perikanan halal berkelanjutan.
Konsumen diuji melalui skenario label digital halal yang terhubung
dengan sistem traceability berbasis teknologi. Hasil simulasi
menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi ketika konsumen
dapat memverifikasi asal-usul produk. Hal ini menunjukkan bahwa
model FHS dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi
pasar konsumsi.

Dalam simulasi integrasi teknologi, model menempatkan
blockchain sebagai alat utama untuk mencatat seluruh proses
produksi perikanan (Ismail et al, 2023). Setiap tahapan, dari
penangkapan hingga distribusi, dimasukkan ke dalam rantai data
terverifikasi. Teknologi ini meminimalkan risiko manipulasi data dan
memastikan transparansi penuh. Simulasi memperlihatkan bahwa
penggunaan teknologi ini paling efektif pada rantai pasok yang
memiliki struktur organisasi jelas.

Skenario adaptasi model FHS terhadap perubahan iklim
dilakukan untuk memprediksi ketahanan industri perikanan. Model
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mensimulasikan penurunan hasil tangkapan akibat suhu laut yang
meningkat dan perubahan musim penangkapan. Dalam skenario ini,
pelaku usaha didorong untuk mengembangkan budidaya perikanan
halal berkelanjutan sebagai solusi alternatif. Simulasi menunjukkan
bahwa diversifikasi sumber produksi dapat memperkuat ketahanan
ekonomi masyarakat pesisir.

Skenario kolaborasi multipihak dianalisis untuk melihat
bagaimana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berkontribusi
pada penerapan model FHS. Model mensimulasikan penguatan
regulasi, pendampingan teknis, dan insentif usaha bagi pelaku
industri perikanan. Pada skenario ini, kerjasama lintas sektor
terbukti meningkatkan tingkat penerimaan model di masyarakat.
Simulasi juga menegaskan bahwa dukungan kebijakan merupakan
komponen penting dalam penerapan jangka panjang.

Gambar 7.1 Simulasi Penerapan Model Fish—Halal-Sustainability (FHS)
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Skenario terakhir memetakan kemungkinan eskalasi model
FHS dari satu desa pesisir ke wilayah yang lebih luas. Model
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mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur logistik,
dan akses pasar sebagai faktor keberhasilan penyebaran model
(Tsarouhas & Papaevangelou, 2024). Dalam simulasi ini, daerah
pesisir dengan fasilitas pelabuhan modern dinilai paling siap untuk
mengembangkan model ke tingkat regional (Gambar 7.1). Hasil
skenario memberikan gambaran bagaimana model FHS dapat
diadaptasi lintas wilayah dengan karakteristik berbeda.

5. Analisis Kesiapan Aktor: Nelayan, Pengolah, Pemerintah,

Lembaga Halal

Kesiapan nelayan dalam mengadopsi model Fish Halal
Sustainability (FHS) bergantung pada pemahaman mereka
terhadap praktik penangkapan ramah lingkungan dan standar halal.
Banyak nelayan tradisional yang masih bergantung pada metode
penangkapan yang turun-temurun tanpa mempertimbangkan
keberlanjutan ekosistem laut (Fogliarini et al.,, 2021). Dalam analisis
ini, ditemukan bahwa keterbatasan pengetahuan menjadi hambatan
utama bagi nelayan untuk memenuhi standar model FHS. Pelatihan
intensif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan
nelayan dalam beradaptasi dengan model ini.

Nelayan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap
teknologi yang membantu mereka menangkap ikan secara selektif
dan efisien. Alat tangkap modern seperti bubu selektif, sonar ramah
lingkungan, atau jaring berukur terukur masih sulit dijangkau oleh
nelayan kecil (de la Puente etal., 2022). Keterbatasan modal membuat
mereka bergantung pada alat tangkap yang murah, meskipun tidak
selalu ramah lingkungan. Analisis menunjukkan bahwa dukungan
finansial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan mereka.

Dalam konteks sosial, banyak nelayan yang masih memiliki
ketergantungan ekonomi tinggi terhadap hasil tangkapan harian
tanpa cadangan yang cukup. Ketergantungan ini membuat mereka
lebih fokus pada hasil cepat daripada praktik keberlanjutan jangka
panjang. Pola ini memengaruhi kesiapan nelayan untuk mengadopsi
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praktik FHS yang membutuhkan waktu dan usaha tambahan. Oleh
karena itu, peningkatan literasi ekonomi menjadi bagian penting
dalam mendukung penerapan model FHS.

Kesiapan aktor pengolah ikan diperiksa melalui kemampuan
mereka memenuhi standar halal dan sistem manajemen
keberlanjutan. Banyak unit pengolahan ikan skala kecil yang belum
memiliki ruang pemisahan jelas antara produk halal dan non-halal.
Kondisi sanitasi dan alat produksi yang digunakan juga belum
memenuhi standar minimal yang ditetapkan lembaga halal. Hal
ini menunjukkan perlunya modernisasi fasilitas pengolahan untuk
mendukung penerapan model FHS.

Dari sisi teknis, pengolah ikan memerlukan standar operasional
prosedur (SOP) yang jelas untuk menjamin kualitas dan kehalalan
produk yang dihasilkan (Maflahah et al., 2024). Banyak pengolah ikan
yang belum familiar dengan SOP halal ataupun metode pengolahan
ramah lingkungan. Dalam analisis kesiapan, SOP menjadi salah
satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pengolah skala
kecil maupun menengah (Madhavan et al., 2024). Penyusunan SOP
berbasis model FHS akan membantu mempercepat proses sertifikasi.

Pengolah ikan juga memerlukan dukungan untuk menerapkan
teknologi pengolahan limbah yang efisien. Limbah organik dari
proses pemotongan dan pembersihan ikan sering menjadi sumber
pencemaran jika tidak ditangani dengan benar. Pengembangan
teknologi sederhana seperti biodigester atau pengolahan limbah
menjadi pakan ikan dapat meningkatkan keberlanjutan pengolahan.
Kesiapan pengolah dalam aspek ini sangat menentukan keberhasilan
implementasi model FHS.

Peran pemerintah dianalisis melalui kesiapan dalam
menyediakan regulasi, fasilitas, dan pendampingan teknis yang
mendukung model FHS. Pemerintah daerah memiliki peran
strategis dalam memastikan bahwa standar halal dan keberlanjutan
diterapkan di lapangan. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber
daya manusia sering kali menjadi hambatan dalam pengawasan dan
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pembinaan industri perikanan. Analisis ini menunjukkan perlunya
kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur
logistik, seperti cold storage, pasar ikan higienis, dan fasilitas
pengolahan yang memenuhi standar halal. Di beberapa wilayah
pesisir Utara Jawa, fasilitas ini masih belum memadai sehingga
menurunkan kualitas rantai pasok. Upaya pembangunan infrastruktur
menjadi langkah penting untuk mendukung penerapan model FHS
secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran
khusus untuk penguatan infrastruktur perikanan.

Kesiapan lembaga halal seperti BPJPH dan LPH dinilai melalui
kemampuan mereka memberikan layanan sertifikasi halal yang
cepat, terjangkau, dan mudah dipahami. Banyak pelaku industri
perikanan skala kecil yang merasa proses sertifikasi halal terlalu rumit
dan membutuhkan biaya besar. Hal ini membuat tingkat sertifikasi
halal di sektor perikanan masih rendah dibandingkan sektor pangan
lain. Analisis kesiapan lembaga halal menunjukkan perlunya inovasi
dalam sistem sertifikasi, termasuk digitalisasi proses.

Lembaga halal juga memiliki peran dalam menyediakan
edukasi dan pendampingan mengenai standar halal bagi pelaku
industri. Program edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan
pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kehalalan
produk dari hulu ke hilir. Pendampingan teknis dapat membantu
mereka menyiapkan dokumen, mengelola fasilitas, dan memenuhi
standar audit halal. Semakin kuat peran lembaga halal, semakin
besar peluang keberhasilan penerapan model FHS di wilayah pesisir
Utara Jawa.

6. Pembelajaran Kebijakan dan Strategi Skalabilitas
Pembelajaran kebijakan dari penerapan model Fish Halal
Sustainability (FHS) di pesisir Utara Jawa menunjukkan bahwa
konsistensi regulasi menjadi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan implementasi. Banyak pelaku industri yang merespons
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positif ketika pemerintah memberikan aturan yang jelas dan mudah
dipahami. Ketidakjelasan aturan sering menyebabkan kebingungan
pada tahap produksi dan pengolahan. Pembelajaran utama adalah
pentingnya kerangka regulasi yang stabil dan terintegrasi.

Dalam proses pendampingan lapangan, ditemukan bahwa
kebijakan berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan kebijakan
yang bersifat top-down (Eicken et al, 2021). Komunitas nelayan
yang terlibat dalam proses perencanaan cenderung lebih kooperatif
dan bersedia mengikuti aturan keberlanjutan. Kebijakan yang
melibatkan masyarakat local knowledge juga lebih mudah diterima
karena sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pelibatan komunitas
menjadi pelajaran penting dalam merancang intervensi kebijakan.

Pembelajaran berikutnya berkaitan dengan pentingnya
infrastruktur pendukung untuk menjaga kualitas dan kehalalan
produk perikanan. Daerah yang memiliki fasilitas cold storage, pasar
higienis, dan akses jalan yang baik menunjukkan tingkat adopsi
model FHS yang lebih tinggi. Infrastruktur yang tidak memadai
membuat distribusi dan pengolahan menjadi tidak efisien. Hal ini
menunjukkan perlunya investasi strategis pada infrastruktur dasar
sebelum model diperluas.

Di sisi pengawasan, pembelajaran penting adalah bahwa
mekanisme monitoring terpadu sangat membantu menjaga
konsistensi implementasi model. Monitoring yang menggabungkan
pengawasan lapangan dan sistem digital membuat proses evaluasi
lebih cepat dan akurat. Teknologi traceability juga mempermudah
pemerintah dalam melacak titik masalah dalam rantai pasok.
Pendekatan ini terbukti efektif untuk meminimalkan pelanggaran
SOP halal dan keberlanjutan.

Pembelajaran berikutnya adalah bahwa penerapan model FHS
membutuhkan insentif ekonomi bagi pelaku industri, terutama UKM
perikanan. Insentif seperti keringanan biaya sertifikasi halal, subsidi
peralatan ramah lingkungan, atau akses kredit lunak mempercepat
adopsi model. Banyak pengolah skala kecil yang tertarik menerapkan
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SOP halal setelah diberikan dukungan finansial. Hal ini menunjukkan
pentingnya integrasi kebijakan fiskal dalam strategi keberlanjutan.

Dari sisi keberlanjutan lingkungan, pembelajaran menunjukkan
bahwa penegakan hukum terkait alat tangkap merusak harus
berjalan konsisten. Kebijakan larangan alat tangkap destruktif
hanya efektif jika dibarengi pengawasan yang kuat dan alternatif
alat tangkap yang disediakan pemerintah. Tanpa pendampingan
teknis, nelayan cenderung kembali ke alat tangkap lama yang lebih
cepat menghasilkan tangkapan (Sanon et al,, 2021). Oleh karena itu,
keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh penyediaan solusi
alternatif.

Analisis skalabilitas menunjukkan bahwa model FHS paling
cepat berkembang di wilayah yang memiliki jejaring kemitraan
kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan pelaku usaha.
Jejaring ini memudahkan koordinasi lintas sektor dan mempercepat
transfer teknologi. Wilayah yang minim kemitraan cenderung
lambat mengadopsi inovasi karena keterbatasan kolaborasi (Noor
et al., 2023). Pembelajaran ini menegaskan pentingnya kemitraan
multi-aktor dalam perluasan model.

Strategi skalabilitas pertama adalah memperkuat pendekatan
edukasi berjenjang yang melibatkan pelatihan bagi nelayan,
pengolah, distributor, dan lembaga pengawasan. Pelatihan
yang dilakukan secara terstruktur terbukti meningkatkan tingkat
kepatuhan terhadap prinsip halal dan keberlanjutan. Pelaku usaha
yang terlatih lebih cepat memenuhi standar audit halal. Pendekatan
edukasi menjadi fondasi dalam memperluas model FHS ke wilayah
lain.

Strategi skalabilitas kedua adalah mengembangkan platform
digital terpadu yang menghubungkan aktor dari hulu ke hilir dalam
satu sistem. Platform ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi
halal, pusat data usaha perikanan, dan sistem monitoring daring.
Digitalisasi mempermudah ekspansi model ke wilayah lain tanpa
memerlukan biaya besar untuk pengawasan fisik. Pendekatan digital
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ini juga menarik bagi generasi muda pesisir yang lebih akrab dengan
teknologi.

Strategi skalabilitas terakhir adalah menciptakan zona perikanan
halal berkelanjutan di beberapa titik strategis pesisir Utara Jawa.
Zona ini menjadi pusat praktik terbaik yang dapat direplikasi di
daerah lain. Pemerintah dapat menjadikan zona tersebut sebagai
laboratorium kebijakan untuk menguji inovasi baru. Konsep zona
ini menjadi alat strategis untuk memperluas model FHS secara
bertahap dan terukur.
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1. Peran BPJPH, LPH, KKP, Pemerintah Daerah, dan Komunitas

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang
peran utama dalam memastikan produk perikanan Indonesia
memenuhi standar halal yang diatur oleh pemerintah. BPJPH
bertugas untuk memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha
perikanan, baik itu nelayan, pengolah, maupun distributor (Karyani
et al,, 2024). Proses sertifikasi ini dilakukan dengan mengacu pada
pedoman yang sudah ditetapkan dan harus diikuti oleh setiap
pemangku kepentingan yang terlibat. Implementasi yang jelas dan
sistematis dari BPJPH menjadi penentu keberhasilan penerapan
standar halal dalam industri perikanan.

Lembaga Pengkajian Halal (LPH) memiliki tanggung jawab
dalam melaksanakan audit dan verifikasi atas produk perikanan
yang telah diajukan untuk sertifikasi halal. LPH melakukan
pengujian mendalam terhadap bahan baku dan proses produksi,
serta memastikan bahwa setiap komponen yang digunakan dalam
produk tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam
(Sunmola et al., 2025). LPH juga memegang peranan penting dalam
memberikan edukasi kepada pelaku industri perikanan tentang
bagaimana cara memenuhi kriteria halal yang berlaku. Fungsi
lembaga ini sangat mendukung BPJPH dalam menjalankan proses
sertifikasi halal secara efektif dan sesuai dengan standar yang ada.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertanggung
jawab dalam mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya laut
yang berkelanjutan. KKP mengembangkan berbagai program yang
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan industri
perikanandalammengelolasumberdayalautsecaraefisien.Kebijakan
yang diterapkan oleh KKP juga melibatkan aspek keberlanjutan
lingkungan dalam sektor perikanan, seperti penanggulangan
overfishing, pengelolaan habitat laut, dan perlindungan ekosistem
(Tranter et al., 2022). Dengan adanya kebijakan yang terarah, KKP
berkontribusi besar dalam menjaga kualitas perikanan halal serta
keberlanjutan industri ini.
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Peran pemerintah daerah sangat vital dalam implementasi
kebijakan perikanan halal di tingkat lokal. Pemerintah daerah
bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional
dalam konteks lokal dengan menyesuaikan kondisi sosial, budaya,
dan ekonomi setempat. Mereka juga bertugas untuk memfasilitasi
pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dengan
pelatihan keterampilan dan pengetahuan tentang perikanan halal.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan
agar kebijakan perikanan halal dapat dilaksanakan secara efektif di
seluruh wilayah Indonesia.

Komunitas nelayan memiliki peran yang tak kalah penting
dalam penerapan model perikanan halal. Sebagai pelaku utama
dalam industri perikanan, nelayan harus diberdayakan dengan
pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk mematuhi
standar halal dan keberlanjutan. Program pelatihan yang terfokus
pada pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan dan
pemahaman tentang proses pengolahan yang sesuai syariah dapat
meningkatkan kualitas produk perikanan. Dengan keterlibatan aktif
masyarakat pesisir, keberhasilan penerapan kebijakan perikanan
halal dapat tercapai lebih cepat dan menyeluruh.

Kerjasama antara BPJPH, LPH, KKP, dan pemerintah daerah
sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan standar halal di
sektor perikanan. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang
saling melengkapi dalam menjaga kualitas produk perikanan, baik
dari segi kehalalan maupun keberlanjutan. BPJPH memberikan
sertifikasi halal, LPH melakukan pengujian, KKP mengatur kebijakan
keberlanjutan perikanan, dan pemerintah daerah memastikan
kebijakan ini diterapkan di tingkat lokal. Dengan sinergi antar
lembaga ini, sektor perikanan Indonesia dapat memenuhi tuntutan
pasar global akan produk halal yang berkualitas.

Pemerintah daerah juga memainkan peran dalam pengawasan
dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan halal di tingkat lokal.
Pengawasan yang dilakukan secara rutin memastikan bahwa produk
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perikanan yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi standar yang
telah ditetapkan oleh BPJPH dan LPH. Selain itu, evaluasi terhadap
kebijakan yang ada diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan
tersebut memberikan dampak positif terhadap sektor perikanan
halal. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan
implementasi yang lebih efektif di masa depan.

Pentingnya pendampingan teknis bagi pelaku usaha perikanan,
baik nelayan maupun pengolah, menjadi pembelajaran dalam
implementasi kebijakan perikanan halal. Banyak pelaku usaha
perikanan yang membutuhkan dukungan dalam hal teknis, seperti
cara menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta
bagaimana mengelola produk dengan prinsip halal. Dengan adanya
pendampingan teknis, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami
cara untuk mematuhi standar halal dan keberlanjutan, yang pada
akhirnya meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di
pasar.

Pemberdayaan nelayan juga harus memperhatikan aspek
ekonomi agar mereka dapat berkembang dan lebih mandiri.
Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan dukungan
finansial dalam bentuk subsidi atau akses modal untuk
mengembangkan usaha perikanan yang berbasis pada praktik halal
dan ramah lingkungan. Dengan adanya pembiayaan yang memadai,
nelayan dapat berinvestasi pada peralatan yang lebih modern, yang
dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan. Hal ini juga akan mendorong mereka
untuk mematuhi standar halal yang telah ditetapkan.

Dalam pengembangan kapasitas lembaga sertifikasi halal,
penting bagi BPJPH dan LPH untuk terus melakukan pembaruan
dalam sistem sertifikasi mereka. Sertifikasi halal harus terus
disesuaikan dengan perkembangan pasar dan teknologi baru yang
muncul di industri perikanan. Oleh karena itu, pelatihan bagi petugas
sertifikasi dan auditor halal perlu dilakukan secara berkelanjutan
agar mereka dapat mengikuti tren global dalam industri perikanan
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halal. Dengan meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi, produk
perikanan halal Indonesia akan lebih mudah diterima di pasar
internasional.

2. Model Tata Kelola dan Kolaborasi Multipihak

Penerapan model tata kelola dalam industri perikanan halal
Indonesia membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai
pihak secara terkoordinasi. Tata kelola yang baik akan memastikan
bahwa seluruh aktor dalam rantai pasok—mulai dari nelayan,
pengolah, distribusi, hingga konsumen—dapat beroperasi dalam
sistem yang transparan, adil, dan berkelanjutan (Skerritt, 2024).
Proses ini mencakup peran aktif dari berbagai lembaga pemerintah,
lembaga sertifikasi halal, serta pelaku industri yang harus
berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Model tata kelola
yang sukses bergantung pada sistem pengawasan yang efektif,
regulasi yang mendukung, dan peningkatan kapasitas setiap pihak
yang terlibat.

Salah satu aspek penting dalam model tata kelola adalah
koordinasi antar lembaga pemerintah yang memiliki tanggung
jawab dalam sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), BPJPH, LPH, dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam
merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kehalalan
produk perikanan. Kolaborasi antar lembaga ini akan mengurangi
tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa regulasi yang
diterapkan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan industri.
Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting
untuk mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan LPH
harus memastikan bahwa setiap produk perikanan yang dihasilkan
memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal tidak
hanya mencakup aspek bahan baku, tetapi juga meliputi seluruh
proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk itu, lembaga
sertifikasi halal perlu mengembangkan sistem yang mudah diakses
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oleh pelaku industri perikanan, termasuk bagi UMKM, yang menjadi
salah satu kekuatan utama dalam sektor ini. Selain itu, transparansi
dalam proses sertifikasi juga sangat penting untuk membangun
kepercayaan konsumen.

Partisipasi masyarakat pesisir juga harus diperhitungkan dalam
model tata kelola ini. Masyarakat pesisir, yang merupakan aktor
utama dalam produksi perikanan, harus dilibatkan dalam setiap
keputusan yang diambil terkait pengelolaan sumber daya laut.
Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pendampingan,
dan peningkatan akses ke pasar akan meningkatkan kualitas produk
yang dihasilkan dan mendorong adopsi teknologi yang lebih ramah
lingkungan (Rowan et al., 2022). Dengan adanya partisipasi aktif,
masyarakat pesisir akan merasa memiliki tanggung jawab untuk
menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang mereka kelola.

Penerapan sistem pengawasan yang efektif juga menjadi
kunci dalam keberhasilan model tata kelola ini. Pengawasan harus
dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga
distribusi, untuk memastikan bahwa standar halal dan keberlanjutan
dipatuhi. Penggunaan teknologi informasi, seperti blockchain
untuk traceability dan loT untuk monitoring cold chain, dapat
meningkatkan transparansi dalam pengawasan. Dengan sistem
yang terintegrasi, pengawasan akan menjadi lebih efisien dan
meminimalkan pelanggaran yang dapat merusak integritas produk.

Pentingnya peran swasta dalam model tata kelola tidak dapat
dipandang sebelah mata. Perusahaan besar, terutama yang bergerak
di bidang distribusi dan pengolahan, memiliki kapasitas untuk
berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung
implementasi perikanan halal yang berkelanjutan. Kerjasama dengan
pemerintah dan lembaga sertifikasi halal akan mempercepat adopsi
standar halal di industri perikanan. Sektor swasta harus dilibatkan
dalam merancang kebijakan dan menyediakan solusi inovatif untuk
mengatasi tantangan yang ada.
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Kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, swasta,
masyarakat pesisir, dan lembaga sertifikasi halal adalah model
yang paling efektif dalam memastikan keberhasilan implementasi
perikanan halal di Indonesia (Rofi'ah et al, 2024). Setiap pihak
memiliki peran yang saling melengkapi, dan kolaborasi yang erat
akan menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan transparan.
Dalam konteks ini, setiap aktor harus memiliki pemahaman yang
jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta bekerja
bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama ini dapat
mempercepat transformasi sektor perikanan Indonesia menuju
industri yang lebih berkelanjutan dan halal.

Dalam hal akses pasar, kolaborasi antara pemerintah, lembaga
sertifikasi, dan pelaku industri akan memudahkan produk perikanan
halal Indonesia untuk memasuki pasar global. Negara-negara
dengan permintaan produk halal yang tinggi, seperti negara-negara
Timur Tengah dan Asia Tenggara, menjadi pasar potensial yang
harus dijangkau. Penguatan sistem distribusi, sertifikasi yang jelas,
dan standar kualitas yang tinggi harus dijaga agar produk perikanan
Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Di sisi lain, pasar
domestik juga perlu diperkuat dengan menyediakan informasi yang
transparan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang
mereka konsumsi.

Digitalisasi sektor perikanan menjadi salah satu aspek penting
dalam mendukung model tata kelola dan kolaborasi multipihak.
Dengan penerapan teknologi digital, seperti e-labelling, smart
logistics, dan teknologi blockchain untuk melacak produk,
transparansi dalam setiap tahapan produksi hingga distribusi
dapat dijaga (Raja Santhi & Muthuswamy, 2022). Teknologi ini juga
akan mempermudah pengawasan dan memastikan bahwa produk
yang sampai ke tangan konsumen adalah produk yang halal dan
berkualitas. Penerapan teknologi ini harus didukung oleh kebijakan
yang mendukung digitalisasi sektor perikanan di Indonesia.
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Untuk memastikan kelancaran implementasi model tata
kelola, perlu adanya pendampingan teknis dan edukasi yang
berkelanjutan bagi semua aktor yang terlibat. Pelatihan tentang
standar halal, pengelolaan keberlanjutan, dan teknologi baru akan
mempercepat adopsi prinsip perikanan halal di Indonesia. Selain itu,
pendampingan ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan
dan regulasi yang diterapkan di lapangan dapat dijalankan dengan
baik dan sesuai dengan kondisi lokal. Program pendampingan
yang terstruktur akan membantu memperkuat daya saing produk
perikanan Indonesia, baik di pasar domestik maupun global.

3. Prospek Ekspor dan Peluang Pasar Global

Industri perikanan halal Indonesia memiliki prospek ekspor
yang sangat besar, mengingat permintaan global terhadap produk
halal yang terus meningkat. Negara-negara dengan mayoritas
penduduk Muslim, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa,
menjadi pasar utama bagi produk perikanan halal Indonesia. Produk
perikanan yang memenuhistandar halal dapat dengan mudah masuk
ke pasar-pasar ini, asalkan kualitas dan keamanan produk terjaga.
Dengan basis pasar yang luas ini, sektor perikanan halal Indonesia
memiliki potensi untuk memperluas pangsa pasar internasionalnya.

Salah satu keunggulan kompetitif Indonesia dalam industri
perikanan halal adalah kekayaan sumber daya lautnya yang
melimpah. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
memiliki berbagai macam produk laut yang berkualitas tinggi, mulai
dari ikan segar hingga produk olahan seperti fillet, ikan kalengan,
dan makanan laut siap saji. Keberagaman produk ini memberikan
peluang besar untuk memenuhi berbagai preferensi pasar
internasional yang menginginkan produk halal dengan kualitas
yang terjamin.

Di pasar internasional, permintaan untuk produk perikanan
halal tidak hanya berasal dari negara-negara Muslim, tetapi juga
dari konsumen non-Muslim yang semakin sadar akan pentingnya
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keamanan pangan dan kehalalan produk (Sujibto & M, 2023).
Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan minat terhadap
produk halal di negara-negara non-Muslim, terutama di Eropa dan
Amerika Serikat. Hal ini menciptakan peluang pasar yang lebih
luas bagi produk perikanan halal Indonesia untuk memasuki pasar
global, mengingat semakin banyak konsumen yang mencari produk
yang bebas dari bahan-bahan terlarang.

Standar halal internasional yang semakin ketat juga memberikan
peluang bagi Indonesia untuk menstandarisasi produk perikanan
halal sesuai dengan kebutuhan pasar global (Jalaluddin et al., 2024).
Lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH di Indonesia dapat bekerja
sama dengan lembaga internasional seperti JAKIM di Malaysia atau
MUIS di Singapura untuk memastikan produk perikanan Indonesia
memenuhi persyaratan pasar internasional. Dengan sertifikasi yang
diakui secara global, produk perikanan Indonesia akan lebih mudah
diterima oleh konsumen internasional, meningkatkan daya saing
produk Indonesia di pasar global (Longo et al.,, 2021).

Selain itu, semakin banyak negara yang menerapkan peraturan
halal yang ketat untuk impor produk pangan, yang menguntungkan
produsen perikanan Indonesia. Negara-negara seperti Arab Saudi,
UAE, dan Turki memiliki regulasi ketat mengenai kehalalan produk
yang diimpor, dan Indonesia sudah memiliki keunggulan dalam
memenuhi standar tersebut. Dengan memanfaatkan regulasi ini,
Indonesia dapat mempercepat ekspor produk perikanan halal ke
pasar-pasar tersebut. Memahami kebijakan dan peraturan negara
tujuan ekspor akan membuka peluang yang lebih besar bagi
eksportir Indonesia.

Keberlanjutan dalam industri perikanan halal juga menjadi
nilai jual utama di pasar global. Banyak konsumen, baik dari negara
Muslim maupun non-Muslim, yang kini lebih memperhatikan
aspek keberlanjutan dalam memilih produk. Produk perikanan
halal Indonesia yang memenuhi standar keberlanjutan dan ramah
lingkungan, seperti penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem
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laut dan pengolahan yang mengurangi limbah, akan memiliki daya
tarik lebih besar di pasar internasional yang semakin penting dalam
keputusan pembelian konsumen global.

Teknologi dan digitalisasi juga memainkan peran penting dalam
meningkatkan prospek ekspor produk perikanan halal Indonesia.
Penggunaan blockchain untuk traceability, loT untuk cold chain, dan
e-labelling untuk kehalalan produk membuat proses distribusi lebih
efisien dan transparan. Dengan sistem digital ini, produk perikanan
halal Indonesia dapat dipantau secara real-time dari proses
produksi hingga distribusi, memastikan kualitas dan kehalalan
tetap terjaga. Teknologi ini akan meningkatkan kepercayaan
konsumen internasional terhadap produk perikanan Indonesia dan
mempercepat proses ekspor.

Namun, persaingan global di pasar produk perikanan halal
semakin ketat. Negara-negara produsen seperti Norwegia, Chile,
dan Thailand juga semakin mengembangkan produk perikanan halal
untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Indonesia harus
terus meningkatkan kualitas produk, inovasi dalam pengolahan,
dan standar halal untuk tetap kompetitif di pasar global. Penguatan
brand dan promosi produk perikanan halal Indonesia juga penting
untuk menarik lebih banyak konsumen internasional.

Selain itu, diversifikasi produk menjadi strategi penting dalam
mengembangkan pasar global. Produk perikanan Indonesia tidak
hanya terbatas pada ikan segar, tetapi juga dapat mencakup produk
olahan seperti ikan fillet, seafood beku, atau makanan laut siap saji.
Diversifikasi ini memberikan peluang untuk memenuhi berbagai
preferensi konsumen di pasar internasional yang semakin beragam.
Pengembangan produk-produk inovatif ini dapat membantu
Indonesia memperluas pangsa pasar dan meningkatkan ekspor
produk perikanan halal.

Partisipasi aktif dalam forum internasional mengenai perikanan
halal juga akan meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.
Indonesia harus aktif dalam berbagai pertemuan dan pameran
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perdagangan internasional untuk memperkenalkan produk
perikanan halal Indonesia. Forum-forum ini menyediakan platform
bagi pelaku industri perikanan Indonesia untuk bertemu dengan
pembeli internasional, memperluas jaringan, dan menjalin kerjasama
yang saling menguntungkan. Partisipasi ini dapat membuka
lebih banyak peluang pasar dan meningkatkan visibilitas produk
perikanan halal Indonesia di dunia internasional.

4. Kesimpulan Akhir

Transformasi industri perikanan Indonesia menuju sistem yang
berbasis pada prinsip halal dan keberlanjutan membawa dampak
besar terhadap pengelolaan sektor ini. Pergeseran paradigma
ini semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran global
terhadap produk pangan yang aman, bersih, dan etis. Dalam konteks
ini, integrasi konsep halal dan keberlanjutan tidak hanya memberikan
landasan untuk mengelola produk perikanan dengan kualitas yang
terjaga, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat daya saing
Indonesia di pasar internasional. Buku ini berhasil mengungkap
pentingnya penerapan kedua konsep tersebut, yang kini menjadi
kebutuhan mendesak bagi sektor perikanan Indonesia.

Pengembangan teori halal supply chain dan halal value chain
memberikan kontribusisignifikan dalam keilmuan terkait manajemen
rantai pasok di industri perikanan. Konsep halal value chain yang
dikemukakan menjadi kerangka kerja yang memastikan setiap tahap
produksi, mulai dari penangkapan ikan hingga distribusi, memenuhi
standar halal dan etika yang ketat. Konsep ini memperkenalkan
pendekatan yang lebih komprehensif, di mana aspek kebersihan,
keamanan pangan, dan keberlanjutan sosial turut diperhatikan
dalam seluruh rantai nilai. Sinergi antara halal supply chain dan halal
value chain ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengelolaan
sektor perikanan yang berkualitas dan berintegritas.

Dari sisi kebijakan, penerapan prinsip halal dan keberlanjutan
dalam sektor perikanan menjadi tantangan besar yang memerlukan
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regulasi yang mendukung. Buku ini memberikan pemahaman
tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat memperkuat
industri perikanan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pelaku usaha untuk mematuhi standar halal dan keberlanjutan.
Kebijakan yang jelas dan terstruktur akan mempercepat proses
adaptasi pelaku industri terhadap tuntutan pasar global. Kontribusi
penting yang dihadirkan adalah rekomendasi bagi pemerintah
untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika
pasar yang semakin ketat.

Selain itu, pentingnya penerapan prinsip halalan thayyiban,
yang menekankan pada aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas
produk. Penerapan prinsip ini membantu memastikan bahwa produk
perikanan yang diproduksi tidak hanya memenuhi persyaratan halal
tetapi juga aman dan berkualitas. Kajian ini memberikan wawasan
baru mengenai bagaimana standar sanitasi dan higienitas harus
dijaga di setiap tahapan produksi, mulai dari penangkapan ikan
hingga pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk
perikanan dapat dipertahankan dengan mengintegrasikan nilai-nilai
halal dalam setiap langkah produksi.

Salah satu kontribusi utama dalam pembahasan ini adalah
penekanan pada pentingnya sustainability dalam sektor perikanan.
Buku ini membahas prinsip keberlanjutan dengan pendekatan Triple
Bottom Line yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pendekatan ini membantu menciptakan sistem yang tidak hanya
memperhatikan efisiensi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial
dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak
hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial
yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, yang merupakan
aktor utama dalam industri perikanan.

Dalam implementasinya, integrasi konsep halal dan
keberlanjutan dalam industri perikanan Indonesia membuka peluang
besar untuk meningkatkan transparansi dan traceability. Sistem
yang terstandarisasi memungkinkan pelaku industri untuk lebih
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mudah melacak asal-usul produk, serta memverifikasi kehalalannya.
Buku ini menyoroti bagaimana teknologi dapat digunakan untuk
mendukung proses verifikasi, seperti penerapan sistem cold chain
yang menjaga kualitas produk selama distribusi. Teknologi ini
memperkuat kemampuan untuk memenuhi standar global yang
semakin ketat dalam hal traceability dan integritas produk.

Dengan memperkenalkan konsep Blue Economy, buku ini juga
membuka perspektif baru dalam pengelolaan sumber daya laut yang
lebih berkelanjutan. Blue Economy mengedepankan pemanfaatan
sumber daya laut secara bijaksana, menjaga keseimbangan antara
eksploitasi dan konservasi. Pendekatan ini memberikan solusi bagi
negara-negara maritim seperti Indonesia untuk mengoptimalkan
potensi laut tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.
Pembahasan ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan
strategi untuk mengembangkan sektor perikanan yang tidak hanya
menguntungkan tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Pentingnya peran kolaborasi antara berbagai pihak, baik
pemerintah, pelakuindustri,akademisi,dan masyarakat, jugadiangkat
dalam buku ini. Sinergi antara sektor-sektor ini akan mempercepat
transformasi industri perikanan Indonesia menuju sistem yang lebih
modern dan terintegrasi. Kolaborasi ini memungkinkan kebijakan
yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika pasar
global, serta memperkuat kapasitas pelaku industri dalam memenuhi
standar halal dan keberlanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan memerlukan
keterlibatan aktif semua pihak yang terkait.

Salah satu kontribusi penting lainnya adalah memberikan
gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri,
khususnya nelayan dan UMKM, dalam memenuhi standar halal dan
keberlanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi kebijakan
pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan
bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan kapasitas ini
akan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan standar
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yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing produk perikanan
Indonesia di pasar global. Dukungan ini menjadi penting agar
industri perikanan Indonesia dapat bersaing secara adil di pasar
internasional.

Akhirnya, buku ini menawarkan solusi praktis yang dapat
diterapkan oleh pelaku industri perikanan dari hulu sampai hilir.
Penerapan halal value chain yang terintegrasi memungkinkan
industri perikanan tidak hanya menghasilkan produk yang
berkualitas dan halal, tetapi juga mampu menjawab tantangan
global dalam hal keberlanjutan, memberikan panduan yang jelas
dan aplikatif bagi para pelaku industri untuk membangun rantai
pasok yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan yang
berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam
sektor perikanan Indonesia.
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